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ABSTRACT 

This research examine the misuse gfground the village treasuv. Ground the village 

treusuryis m e  oj [he vill~ge government's ussets tttat can be used by other people 

with certain requirements that can bring beneJirs together. To maintain it's existence 

that day by &y 2s zncreasmngiy redzdced, the viiiage government must hold a 

rtlunhtory role in maintuining and conserving the land became it is a valuable 

asset. Many other ground the village treasury in Indonesia has been used.for specific 

purposes and individual reasons. Some oj'the ground the villuge treasury are given 

to the village S stc-keholder,~ us a sallmy while sewing to the governement such as 

Kepala Lurah, Pamong, and Kepala Dukuh which is named Tanah Bengkok. This 

research is located in Banguntapan, Bantul, Yogyclkarta with the research object 

ground the village treasury converfed to housing wlzere the legislution in constitution 

is not justlJied. In this research, the method that is used is the method of juridical 

empirical upproach which is doing research with a secondary data jirst and then 

proceed with condtccting research in the ,fieldcfifrom primary data. This research is 

also supported with normative juridical method thut approach with constitution 

regulution. Y'he process oj' ground the village treasury misuse involves various 

stukeholders rurtging such us rlre head of the village) community, village 

governments and also Notary that is involved in violation. Ground the village 

treasury of'a village is a valuable assets and also as one ofthe largest income jor 

itself; fitaf is why fhe existence rrct6,st be maintained. The village government musf act 

decisively for the survival of ground the village treasury andprovide heavy penalties 

jor those who break the law about ground the village treasury. So that the wealth oj 

the village coerld be felt by everyone, especial& the villagers without violating 

applicable regulutions. 

Key Words: Ground the village treasury, Notary 



Penz.!i;'tjan i;~;?d mel.;;.bafi~ ,'z;da;;g peii:ya!ahgz;;~Ls"u"n i m h  $as desa. Tca;su"h k s  d e s ~  

merztpakavt saCak safu u,wt pemerintah desa prig d a p t  dimuntautkan oleh pitwk 

lain dengan syarat-~yarat tertentu yang manfaatnya bisa dirasakan bersama. Untuk 

mempertaizanliTan elisistensi kebeeradaanya yang semukin izari semakrn berkurang, 

pemerintah desa disini wqjib berperun dulum meqjagu dan rnelestariun kebemduun 

tanah kas desa karena merupakan uset desa yang keberadaanya harus tetap dijaga. 

Banyak tanah kas desa diwiluyah lain di fndonesiu yang telah dimanjautkan untuk 

kepera tingun tertcntu yang mengakjbatkan tanah kas desa yurzg mempakun uset desa 

hilang. Sebagian tanah kas desa yang diperuntukan untuk para pejabat desa yang 

hasilnya sebagai gaji selama menduduki jabutan diantaranya adalah luruh, pamong 

dun duk-uh yung dinumakun dengun tumk bengkok LokGlsi penelitian bemda di 

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan obyek penelitian tunuh-tanah lclrs desa yang beralih fungsi menjadi 

pemukfmun yung dimuna dulum perutwun permdung-erndangan yai-tg berlaku tidak 

dibenarkan. Dalam kegiatan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih duhulu 

dun kemdiun dilaqjuthn derrgan mengadukan penelitiun dutu primer dihpungui-~ 

Dan didukung oleh metode yuridis normatifyang berupa pendekatan Peraturan Per 

Undang-Undangan. Proses penyaluhgunaan tunah kas desa tersebut melibatkan 

berbagai pihnk mtclai dori pemerintaka desu itu sendiri, ma~yurukat, pernerintaks desu 

dan juga notaris dalam melakukan pelanggaran. Tanah Kas Desa salah satu aset 

desa yang berharga dan juga sebugui saluh satu pemasukan terbesar desa maka 

sebaikunyu kberudaanya tsarus dgugu. Femerintah desu hums bertindak regas 

terhadap kelangsungan tanah kas desa dan nzemberikan sanksi terhadap 

pelanggaraan yang terjadi. Sehinggu kekayuun desa tersebut bisa dirasakan 

maqfaatnyu ofeh semm orurzg temtama warga desa dengan tidak melanggar 

peraturan yang berlakw 

Kata kurmci: Tanah Kas Desa, Notamis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglo~nerasi pemukiman di 

arza perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah penbagian wilayah 

administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa 

menpakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung 

(Banten, Jawa Barat) atau dusm (Yogyakarta) atau banjar (Bdi) atau jorong 

(Sumatera Barat). ' 

Desa bukanlall inerupakan baw&sl.n dari sibuih liecanatan, kxena 

kecamatan merupakan bagan dari perangkat daerah kahupaterd kota, day buksul 

merupakm perandtat dzerik. Berbeda dengaq Kelnrahan, Desz memiiki ).,A untuk 

mengsp~r wilaytihnyz sendiri secara lebih h a s  dengan dipimpin oieh kepala desa 

yang di bantu oleh perzfigkat desa. Namun dalan perkembangmya sebuah desa 

d a ~ a i  diubah statusnya menjadi kelurdnan. 

Di jelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 01 Undang Undang Nomor 06 

Taliun 2014 tentang Desa, disebutkm bahwa Desa merupakan kesztuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berivenang untuk mengatur dan menguius 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

I https://id.wikipedia.org/wiki/Desa, Desa, Akses 14 Maret 2016. 



masyarakat, hak asal usul, danlatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa dalam pelaksanaanya benvenang mengurus urusan 

pemerintahnya sendiri, oleh karena itu selain bersurnber dari dana perimbangan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diteriina oleh Kabupaten dan 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepala Desa 

dan Perangkat Desa mendap~ikan penghasilan dari tuajangan yang bersurnber dari 

Paggaran Pendapatan d m  Belznja Desa. 

Dilihat dari status penguasaanya maka tanah-tmah di lndonesia dapat 

diklasifikasikan ke dalam 2 kelonpok yaiit?l tanah negara dm tmdl hak. Di sawing 

ke 2 pengeimpokan terseb~t tei-dayat juga tmah-tan& ymg relah ciikeluarkafi dari 

lalu linras huh yaitu tanah wakzf. Tanah wakaf berupa tmah h2k milik d m  

~ne!embagakamlya untuk selama-laiianya menjadi wakaf sosial, yaitu wakaf yang 

dipeiuntukkan bagi kepenticgan perhadatan atziu keperlu~n umum la;lcya.' 

Ucdang-llndmg Pokok Agraria dan Undang-Undmg yang terkait dengan 

tmah beserta peraturan pelaksanaanya tidak menyebct d m  mengatur tmah negara 

secara tegas, dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri nienyebutkan yang 

digunaan bagi Tanah Negara adalah "tan& yang dikuasai langsung oleh ~ e ~ a r a " . ~  

Kewenangan otoritas pertanahan atas zpa yang disebut sebagai Tanah Negara 

tersebut meliputi: tanah-tanah yang bukan tanah wakaf, bukan tanah hak 

2 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sej-rrah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria. Isi dan Pelaksanaanya, , (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm 3 11. 

Ibid, hlm 248. 



pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, bukan tanah-tanah kaum, dan pula tanah- 

tanah kawasan h ~ t a n . ~  

Tanah Kas Desa merupakan Tanah Negara yang diserahkan kepada Desa 

untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri 

IVomor 22 Tal~un 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolasn d m  Pengeinbangan Tanah 

Kas Desa ditekankm kembali bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber 

pendapatan yang potensial dan dapat dikernbangkan. Berliubungan dengan itu, maka 

pengadaan dan pengcmbengan Tanah Kas Desa menjadi smgat penting untuk diatur. 

Mengingat peran Tm-ah Kas Desa yang setrategis dalam pembmpnan desa, maka di 
> 

ddam h~tr3ksi Menteri Dalam Mentefi tcrsebut Guhear!r dan BupatiAValikota se- 

Indonesia di instruksikan untuic rndaksan&n, membna, dan menyediakm 'nizya 

untuk pengadaan, pengelolaan, dxii pengeabangac Tan& Kas Dessr scrta 

mdaporkan hasil kerja tersebut kepada hfefiteri. 

Tanah Xas Desa sldalah salah s ak  bentuk aset desz, yaitu tanah yang dikuassi 

dan dikeloia oleh penerintah desa untuk kegiatan usaha desa yang hasilnya menjadi 

solah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan 

d a l m  Pasal76 Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 ientmg Desa, yaitu: 

1. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar 

hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 

pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset 

lainnya milik Desa. 

- 

4 Julius Sembiring, Tanah Negara, cetakan pertama, (Yogyakarta: STPN Press, 20 12), hlm. 
3. 



2. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 

a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, serta Anggaran Pendapatan dm Belanja Desa, 

b. Kekayaan Desa yang diyeroleh d&i hibah dan sanbangan atau yang 

sejenis, 

c. Kekayaar, Desa yang diperoleh sebagai pelaksanam dari 

perjmjianikontrak dan lain-lain sesuai decgan kstentuan peraturan 

penindang-undmgan, 

d. Hasil kerja sarna Desa, 

e. Kekayaan Desa yang berasd dari perolehm lainnya yang sah. 

Upaya dalam peilingkstan kemampua? peaerintih desa dalsun 

penyelenggaraan pemerinihan, pelaksmaan pemhanpnan dan k!!ususnya pelayman 

kepada masyarakzt memerlukan surnber dana yang inemadai yaitu sdah saturiya 

dexigan, pemai~fzatan Tanah Kas Desa. 

Objek Penelitian yang dipilih oleh penulis adalsh Kecamatan Banguntapaq, 

Kecamatan Banguntapan adalah saiah satu kecamatan yang paling berkembang di 

Kabupateri Bantul, dan dengan jumlah penduduk terbanyak di K~bupaten Bantui dan 

nomer 2 Di DIY setelah Kecamatan Depok di Kabupaten ~lernaii .~ Karena secara 

geografis letak kecamatan ini termasuk strategis karena bebatasan dengan: Utara: 

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil sensus tahun 
2010. 



Kecamatan Depok (Sleman), Timur: Kecamatan Piyungan, Selatan: Kecamatan 

Pleret; Barat: Kecarnatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo (Kota Yogyakarta). 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantu1 menurut Kecamatan 

Surnber: BPS, Hasil Sensus Peaduduk 1961,197 1,1980,1990,2000 dan 201 o6 

D 

Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, April, 2013. 



Luas wilayah Kecamatan Banguntapan adalah 2.865,9537 Ha. Wilayah 

administrasi kecamatan Banguntapan meliputi 8 Desa: 

1. Desa Banguntapan, 

2. Desa Baturetno, 

3. Desa Singosaren, 

4. Desa Jagalan, 

5. Desa Tamaiian, 

6. Desa Wirokerten, 

7. Desa Potorono, 

8. Desa Jsunbidm. 

Sesuai dengan data ymg ads di dalara data Pemerintah K e c m ~ i a n  

Bangmtapar, dihuni oleh ! 7.147 KK. Jumldn kese!~ruhan penduduk asli Kecamttan 

Banguntspan adaiah 76.5 13 Orang dengan j~inlah penduduk Iaki-!aki 37.752 orang 

dan penduduk gerempuan 38.761 orang. Tingkat kepaclatan pendl~duk cii K, ~cmla tm 

Banguntapan adalah 2670 j i w h 2 .  Sebagan besar pmduduk Kecamatan 

Banguntapan addah petani. Dari data inofiografi Kecamatan tercatat 17.869 orang 

atau 23,39% penduduk Recamatan Banguntapan bekerja di sektor pertanian.7 

Mengenahi struktur organisasi Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul secxa 

jelas digambzrkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul, berikut tabel 

sturktur organisasi Kecamatan Banguntapan: 

httD://kec-ban~untavan.bantulkab.eo.id/hall~rofil, Kecamatan Banguntapan, Akses 16 
Maret 20 16. 



Tabel 2. Struktur Organisasi Kecamatan Banguntapan 

Sumber: Website resmi Kecsunatan ?3aawtapan Kabupaten ~antul .* 

Berkaitan dengan hal tersebut, pen~lis memilih obyek penelitian di 3 (tiga) 

Desa, yaitu Desa Banguiltzpan, Desa Baturetno, dm Dess Wirakerten. Dari 8 desa 

tersebut ketiga Desa iblah ymg paling relevan w ~ t ~ k  dia!&m penelitian, 

cliitZmni3kan jumlslh pefidud-hya terbesar, yang kenxdian dal~rn penelitian ini 

disebut sebag~i Kecmatan Banguntapan. D3ri hasil przpene!itian oleh pcnulis, di 

uaerah obyek tersebut !el& ditemukz~ penyalahgur~aar, fungsi Tsulail Kas Desa yang 

tidak sesuai dengari pemntukanya. Yaitu banyak Tmah Kas Desa di beberaga lokasi 

yang telall beralin fungsi menjadi terngat tifigga! atau pem~kiman bahkan telah 

menjadi perkarnpungan. Hal ini bertentmgan dengan Pasal 14 Peraturan Gubernur 

D N  Nomor. 65 Tahun 20 13 Telltang Tanah Kas Desa. 

Masalah ini telah tcrjadi selarna bertahun-tahun dimulsti ketika puluhan tahun 

yang lalu berawal dari beberapa warga yang tidak punya tempat tinggal memohon 

kepada pemerintah desa melalui kepala desa untuk menumpang Tanah Kas Desa 

h~://kecamatanbanguntapan.bloe;spot.co.id2013/0l/blo~-post 22.htm1, Kecamatan 
Banguntapan, Akses 18 Mei 2016. 



sementara sampai mendapatkan tempat tinggal, kemudian di izinkan oleh Pemerintah 

Desa menggunakan Tanah Kas Desa tersebut dengan syarat tidak didirikan bangunan 

permanen di atas tanah tersebut dan sewaktu-waktu bisa arnbil kembali jika 

ciiperlukan oleh desa dan seiring berjalanya waktu semakin bmyak masyarakat yang 

menetap di tanah tersebut d m  mendirikan bangunan permanen.' 

Hingga sampai saat ini belum ada upaya dari pemeriitah Cesa setempat untuk 

nieiigemhalikan fungsi lahan tersebut. Adapun yang telah terjadi selama ini edalah 

~nasyarakat desa hanya membayar ~ a n g  sewa atau pungutan dengan perjajian tertiilis 

maupun tidtk tertulis kepada Pemerintah Eesa setempat setiap tah~tnya sesuai 

deagan nilai tan& yang didudcki. Balkan ada pula terjadi jud beli rumall bangunan 

ymg bcrdiri di atss tmah kas desa yang di tuagkan dalain &ta fiotaris. Hal tersebut 

tidak sesuai dengm Pergub Nornor 65  Tahun 2013 Tentag Tanah Kas Desa Pasal i2 

ayai (2) dilzrang untuk mengalihkan penguasaan atau menyewakm Tmah Kas Desa 

kepada pihak lain. 

Asas pmisahzn horizontal di dalam pemberlakuzn hulcm1 pertanahan 

Indonesia menberikan pemiszhan antara kepemii ik~~ tanall dengan apa yang 

melekat didzlamnya, hanjra yang berhubungan langsung dengan penggunaan tmah 

saja yang dapat djmanfaatkm. Hal ini membatasi kewenangan pemilik atas tanah 

dalarn memanfaatkan tanah, karena pemanfaatan apa yang terkandung di dalam tanah 

dan yang melekat diatasnya hams dapat dibuktikan bahwa memang hanya yang 

berkaitan dengan penggunan tanah tersebut. 

Wawancara dengan Wardjono, Kepala Bagian Pemerintahan, Desa Banguntapan di 
Yogyakarta, 14 Maret 2016. 



Oleh karena itu perlu kiranya adanya solusi untuk mengatasi problematika 

tersebut supaya Tanah Kas Desa dapat di optimalkal kembali sebagaimana 

peruntukanya dan juga penegakan aturan sesuai dengan Peraturan Perundang- 

Undangan yang berlaku. Proses pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa kiranya 

perlu dilakukzn untuk mengatasi yersoalan iili. Sehingga memperoleh kejelasan 

hukum tentang tanah yang diduduki nasyarakat di atas T a a h  Kas Desa tersebut. 

Ddam Romawi IVY huruf A Nomor 3 point (c) Insbzlksi Menteri Dalarr~ 

Negeri Nomor 22 Tahun 1996 desebutkan bahwa "Tanah Kas Desa tidak dapat 

dipindab tanganitan kepada pihak lain kecuali diperlukan dengan keputusan Desa dan 

liisaldcan oleh Bupati/WalJkota setclah niendzpat ijk tertulis dari Guberr,urY'. 

Bsrdaswkan landasan itil banyaic daerab yang nleailih-i Tanall Kas Desa yang 

rnelak-ukan pemindah tangsnm tanall-tanah Kas Desa kepada pihak ketiga. Peaicdah 

tanganan tanah-tam!! Kas Oesa kepada pihsk ketiga tersebut unumilya ditempuh 

deagan cars 'tukar guling', yaim pelepasan Tsnah Kas Desa yzng harus digant1 

dengm tanah juga senjlai dengar1 tanah yacg telah dilepzrskan atas nama Pe~nerintih 

Desa. 

Pelepasan Tanah Kas Desa ymg djmaksud yaitu berkaitan dengan 

kepe~tingan urnum sesuai dengan Kebijaksanaan Umurn Keputusan Gubernur 

Daerith Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahuii 2003 tentang Pedoman Pelepasan, 

Perubahan Peruntukan, Sewa-menyewa tanah kas desa di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yaitu dengan cara: Pengajuan perrnohonan tertulis kepada Lurah Desa 

dengan metlyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa, Setelah Kepala 



Desa dan BPD membahas permohonan tersebut diajukan permohonan rekomendasi 

kepada Bupati. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati 

dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi. Jika dalam ha1 permohonan 
* 

diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomendasi dari Gubemur. 

Dalam ha1 pennohonan diterima, maka Gubeinur menerbitkan Keputusan Gubernur. 

Kemudian sesuai dengan Perahran Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 

199'7 tentang Pendaftaran Tmah Pasal 131 ayat (3) dalam proses pelaksmaan 

pengadaan tanah Peilgganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan harus dilakukan dengan 

cara, pemohon dapat menghadap Notaris untuk mengurus Akta Pelepasan Hak atas 

ohyek tanatl sebagai penggmti ymg senilai dengar1 Tanah Kas Desa yang 

dilepzskan. Dalarr. klx~su! akta pelepssa~ h& atas tmah terskbut di sebutkx 'oahwa 

Pihak Peitcima inelepaskar, 3ak kepada negara tintuk diteiima olch Pihzk Kedua 

selaku Psmerinth Dess yang di wakilka~ oleh Kepala Desa Sebagai pecerima. 

Kernlidism - k t a  Pelepasan Hak tersebut dilekatkan dzlam Ber"lta Acara Pernyataan 

Yelepasan Hak yang ditmdatangari pemegang iiak dengan disaksikac Panitia 

Pelaksana Pengaclaan Tanah Kabupaten d m  Panitia Pengawas Fropinsi. 

Dari latar belakang tersebut diatas penting kiranya untuk dilakukan 

penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahm masukan lmtuk 

perbaikan sistem pengelolaan Tanah Kas Desa sesuai dengan prosedur yang berlaku 

pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang "PENYALAHGUNAAN FUNGSI TANAH KAS DESA 



DI KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA". 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bectuk Penyalahgunaan kepemilikan hak atas Tanah Kas Desa 

yang di duduki warga sebagai tempat tinggal dm upaya Pemerintah Desa 

dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi Tanah Kas Desa di Xeczn~atan 

Bmguntapm? 

2. Eagaimma Penegakan Hukunl proses peng~~xsan, berkaitan dengan 

penyalahgmam fungsi Tanah Kas Desa Di Kecamatm Banguntapan 

ICabupaten Bantul Daer:rah Istimewa Yogyaiiarta? 

1) Mefigetahui bentuk Penyalahgunaan kepemilikan hak atas Tana! Kas Desa 

y a ~ g  di duduki warga sebagai tempt tinggal dan ripaya Pemerinrah Desa 

da lm mengatasi penyalahguilaan hngsi Tanah Kas Desa di Kecamatan 

Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istim~wa Yogyakarta. 

2) Mengetahui bentuk Penegakan Hukum proses pengurusan, berkaitan dengan 

penyalahgunaan h g s i  Tmah Kas Desa Di Kecamatan Banguntapan 

Kab-apaten Bmtul Daerah Istimewa Yogyakarta. 



D. Orisinalitas Penelitian 

* 

Penelitian yang dilakukan oleh Idam Adit Nuraga dari Fakultas Hukum 

Wniversitas Muharnmadiyah Surakarta dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Sewa 

Tmah Kas Desa Di Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten", di desa 

ada suaki usaha lxltuk menyewakml tanah kas desa ymg bertujuan untuk 

membanguiz desa iersebut. Desa sebagai badan 11ulm.m pablik yang diberi 

kewenangan hak atas tanah kas desa, berkewajiban untuk inempergufiakan tanah kas 

desa tersebut guna dijsdikan swana di dalam menlmjang pen~bangunan di 

 maul penelitim ir,i adalah obyeknys yaitu Tanah Kas Desa, &an tetapi 

terdapat perbedaan zt2s be~tck  pelaksmazn hak diaiartlya yaibl d i l M ~ < a ?  de~gan  

cara perjanjiar? sews sedmgkan dalarn penelitim ini bentuk hak ymg terdapat 

diatasnya bdum Sisa ci ikaterg~rik~ kedalam perjmjian sewa kxena tidak memenuEli 

syarat diijiakanya Tanah Kas Desa didirilkar, mtuk tempat tingga!. 

Penzlitiar, lainya kaya Bispi Hakim berjudul "Feilgelolaan Tanah Kas Desa 

Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa Pasigitm Kecamatan Bojz Icabupaten 

Kendal)". Tanah kas desa yang merupakari salah satu kekayaan desa pcrlu 

dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan 

pemcrintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan 

lo Idam Adit Nuraga, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Di Desa Kenaiban 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2009), hlrn. 04. 



kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalarn 

pernbangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia." 

Selanjutnya, terdapat penelitian lain yang berjudul "Pcmanfaatan Tanah Kas 

Desa Oleh Pemsahaan Swasta Melalui Sewa Menyewa" oleh Elok I-Iariyati. 

Pendaftarm hak atas tan& dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukcm buksn 

saja menjadi kewajiban pemerintah dan mzsyarakat selaku pemilik aiau pemegang 

hak atas tan& akan tetapi juga dibutuhkannya peran Kepala Desa dalam rangka 

memberiian perlindungan dan kepastian hukum atas T a a h  Kas Desa yang berada 

dalam wewenanpya. l2 

Persarnaan penelitiar, iri adalah pemafaatm Tan& Kas Desa, dcrn tetapi 

terdapat perbedam atas pihall keclua yang me~nanfaatkan pelaksmaan hngsi Tanah 

Kzs Desa atas hak diatasnya yang dila-mkm GI& swasta dengan cara peqanjiail sews 

sedangksr, dalam penelitian ini dilakakan oieh perorangan akm tetapi dengm cara 

yag tidak dibenarkzn sesuai dengan Psraturari Gubanur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 65 Tahm 2013 Tentang Tmah Kas Desa, dalarn Pasa! 14 

disebutkan "Sewa Tanah Kas Desa sebagaiama dimaltsud da!;rll ha1 pemanfdatan 

u ~ t u k  mengoptimalkan pendapatan asli desa, Tanah Kas Desa dilaraag untuk 

dipergunakm sebsgai pemukiman atzu tempat tinggal". 

11 Bisyri Hakim, Pzngelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Desa 
Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal), Skripsi, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas 
Negeri Semarang, 20 15), hlm. 03. 

l2 Elok Hariyati, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Oleh Perusahaan Swasta Melalui Sewa 
Menyewa, Tesis (Surabaya: Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, 2012), hlm. 06. 



E. Kerangka Teori 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan 

manusia itu sarna sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas 

tanah dan rnemperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakm tanah. Sejarah 

perkembangzn dan kehancilrannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat 

meni~nbulkm persengketaan dan peperangan dahsyc~t karena manusia-manusia aiau 

siatu bangsa ingn rnenguasai tanah orang atau bangsa lain karena surnber- suinber 

alarn yang terkaidung di d a l z ~ m ~ a . ' ~  

Lawrence M. Fricdman n~engemukzkan bahwc efektif dan berhzsil tidaicnya 

penegslkm hukum tergantmg unsur-unsur sistem h~Awm, yakni: 

1. S t d t u r  Huhn, yaitu keselurdan institmi-instiiusi liukum ymg ada. beserta 

aparatnya, mencahpi antsrci lain kepolisian dengzn para polisiiiya, kcjakszax 

dengan jaksanya, pengadiian dengan hakimya, dan kin-lain. 

2. Substansi Hukum, ysitu keselunlhan aturan huk r i ,  norrna hukum dan aazs 

hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan 

pengadilan. 

3. K u l ~ ~ r  H u ~ I ,  yaitu o2ini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- 

keyakinan), kebiasam-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari 

para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan 

l 3  G. Kartasapoetra, dkk, Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, 
Cetakan Pertarna, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1. 



berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. polisinya, kejaksaan 

dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.14 

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hkum,  substansi hukum meliputi 

permgkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan h u h  yang hidup 

(living law) yang dianut da la i  suatu masyarakat. Dzlan kerangka berpikir seperti 

ini, hak-hak perorangzn atas tanah tidak bsrsifat inctiak, tetapi seldu ada batascya, 

yakni kepentingan orang lain. masyarakat atau negara. Dengan cizmikan dituntut 

psnguasaan dan pefigg~nzan tanah secara wajar dan bertanggung jawab, disamping 

bahwa setiap hak atas tanah yang dipunyai diletakkan pula kewajiban tertentu. Ada 

pertanggmgjawaban individu terhadap rnasyarakat melalui terpenuhinya 

kqmiingan bersmdkepe~itingw ummn. I5 

klenurut Sudikno Mertchsumo, kcpastian h u h m  acialah jamisan bahwa 

hr;b'lim dijalankm, bahwa yang berhak menurut hdcum dapat fimmperoleh haknya 

dan bahwa putusar~ dapat dilaksmakan. Wa1aci;un kepastim h d a i  crat kaitmnya 

daigan keadilan, namun hdxni  tidak identik dengm keadilm. iJukum bersifat 

umLim, mengikat setizip orang, bersifat inenyarnaratakan, sedangkan keadilan bersifat 

s~~byektif, individualistis, dan tidak menyamarat&an.16 

l 4  ~ c h m a d  Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dun Teori Peradilan 
(JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisp~~dence), cetakan pertama, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 204. 

l 5  Maria S.W. Sumardjono, Kehijakan Pertanahan Antara Regulasi dun Implementasinya, 
cetakan ketiga edisi revisi, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 177- 178. 

l6  Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, cetakan pertama edisi ketiga, 
(Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77. 



Tertib Hukurn Pertanahan, yang berati bahwa segala tindakan pemerintah, 

demikian juga masyarakat di dalam menangani dan menanggapi masalah pertanahan 

harus didasarkan pada peraturan perundang-ui~dangan yang berlaku dan diarahkzn 

psrda tenvujudnya pengayoman terhadap semua anggota masy~rakat tennasuk negara 

dan institisi pemerintah.'7 Suatu asumsi berdasarkan beberapa kenyataan yanng 

terjadi, bahwa aksi seseor'mg atau kelompok biasanya diorientasikan pada 

seperangkat aturari besdasarkan penjeiaszn rasional.18 

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa " Bumi, Air 

dan kekayaan alarn yzng terkand~ng di dalamnya, dikuasai oleh negara dan 

dipergxakan untuk kemalu~~uran rakyat" m e n ~ w t  ketentuan dalam pasai tersebut 

dcipat c',isi~~?pillkan bahwa tailah sebagai salah sat2 UIISLX penting bagi sumber 

k e m h u r a n  raicyat hariis dapat rnemberikar, kebalriagiaan dan kesejal~teraan Lahir 

batin bag seluruh rakyat Indonzsia yang berdzsa-km yancasila. 

Tan&, Kas Eesa mewunyai peran jrmg penting dalaq rnei-iy~kong 

berjalanya Peinerintahar~ Desa. Sejak dilaksanakmya otol;omi daerah, keberad~ian 

tWah kas desa saat ini begitu diperhatikan o!eh pernerintah daerah. Tanah kas desa 

merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang keberadaanya tetap 

diiestarikan agar tidak mengalami penyusutan. Persoalan tanah pada umum dan 

17 Departemen Pekerjaan Umum Sekretariat Jenderal, Biro Hukum, Buku Pedoman: Tata 
cara Pembebasan tanah Untuk Kepentingan Pemerintah, (Jakarta: Badan Penerbit Peke rjaan Umum), 
hlm. 6. 

l8 Anang Husni, Hukum, Birokrasi dun Budaya, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2009), hlm. 115. 



khusunya adalah persoalan dalam rangka pembangunan ek~nomi . ' ~  Oleh karena itu 

dalam ha1 ini, Pemerintah Desa di haruskan untuk membuat kebijakan dengan 

berdasarkan pada Perslturan Per Undang-Undang ym.g terkait tentang ugaya 

pemberdayaan Tanah Kas Desa dengan memmfaatkm untuk keuntumgan yang 

sebesar-'nesarnya yang bermanfaat bagi Pembangunan masyarakat Desa rnaupun 

Pemerintah Desa Itu sendiri. 

Sebagian sumber pemasukan desa atau kekzyaan desa terdiri dari: 

a. Tanah-tanah Kas Desa, 

b. Pemandian Umum yang d i m s  oleh Desa, 

c. Pasar Desa, 

d. Obyek-obyek rehezsi y m g  d i m s  Desa, 

e. Bangunix milik Desa da11 

f. Lain-lain kekayaatl milik Penierinth Desa. 

Menwcl: Peraturm Daerdl Propinsi Daerah Istilnewa I'ogyakarta N o m ~ r  5 

Tahun 1985 dalam Pasal 9, Tanah-tanall Desa j 7 ~ g  berupa tanah kas desa, 

bengkok/lungph, pcngarem-arem, lcuburan dan lain-lain yang sejerlisnya ymg 

dikuasai oleh dan men~pakan kekayam desa dilarang untuk dilimpdikan kepada 

pihak lain, kecuali diperlukan kepentingm- proyek-p-oyek yang ditetapksln 

denga Kepxtusan Desa. 

l9 Soedigdo Hardjosumarmo, MasaIah Tanah di Indonesia (Suatu Studi Sekitar Pelaksanaan 
Landrefom di Jawa dun Madura), (Jakarta: Bhratara, 1970), hlm. 16. 



Dalam ketentuan Peratuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 

Tahun 2013 Tentang Tanah Kas Desa Pasal 14 disebutkan: "Sewa Tanah Kas Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu tentang pengoptimalan 

pendapatan asli desa, dilarang unkk dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat 

ticggal." 

Berkaitan <iengan Pengelolaan juga d i aw  pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengdolaan Kekayaan Desa, dalam 

Pasa! 15 diterangkan sebagai berikut: 

1. Kekayaan Desa y m g  berupa tmah Desa tidak diperbolehl:m dilakukan 

pelepasan hak kepemilikan kcpada pihzk lain, kecuali diperlukan untuk 

kepmtingm m u m .  

2. Pelepasan hstk kepenlilikaa taj..a\ desa sebagAmana diinzksud pada ayat (1) 

dilakukan sctelah mefidapst galti rig sesud harga yarlg menguntua&m 

desa detlgan memperhatikan harga pasar darl Nilai 3ual abjek Pajzk (NJO?). 

3. Penggmtian ganti rug berupa uang h m s  digunakan untuk rnembeli tanah 

lain ymg lebih baik dan berlokasi di Dcsa setempat. 

4. Pelepasan hak kepemilikar. timah desa sebagaiinjlrta dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

5. Keputusan Kegala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan 

setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari 

Bupati~Walikota dan Gubernur. 



Yang dimaksud Pemerintahan Desa dalam PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pernerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asai-usul dan ad& istiadat sctempat yang diakui 

dm dihonnati daiam sistem Pemerintdlan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengm. demikian, da lm penjlele~ggar~an pemcrintahm desa itu ada 2 institusi yang 

mengendalikanya, yaitu Pemerintah Desa dm BPD.~' 

Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskm dalarn kaitanya dengar1 

konsep Negma Kesatuan Rep~iblik Indonesia yaitu Negaa Hukum yang berorieiltasi 

kepada kesejahteraraar, rmW sebagaimana tersurat dan tersrat dalaa Undang-Undang 

Dasar 1945. Dalam bentilk negara y-ang demikh, maka setiap usaha penierintah 

mau tidak mau akm memas& hampir seluruh asp& kebidupan dan pengh~dcpal 

rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Sehingga sid& barang 

tentu pembcatilkan hzk dm kewzjibm tidak drpat dihindarkan dan &an selalu 

t e ~ j a d i . ~ ~  

Philipus M. Hadjon mengmukakan bahwa: Perlindungan hukwn merupaka~ 

perlindungan harkat d m  martabat dm pengakuan terhadap hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukurn dalam negara h u h  dengan berdasarkan pada 

ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya 

20 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat 
dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 32. 

*' Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Cetakan Pertama, (Bandung: 
Alumni, 199 I), hlm, 1. 



kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu 

peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya 

sanksi yang hams dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.22 

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, 

yaitu: 

1. Perlindungzn h - h m  yang preventif yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya penrrasalahan atau sengketa. 

2. Perlindungan hukum yang represi f yang bertujuan untuk meilyelesaikan 

permasalahan atau seilgketa yang timbul. 

Perlirdungan hukum mcmperoleh lmdasai~ ideal (filosofis) pada sila kelima 

Pancasila, yaitu: Keadilar, sosial bagi sel'~rui rakyat Indonesia. Didalamnya 

terkmdung suatu 'h&' selumh rakyat indonesisl 11flf~~k 6iperIakukan sama didepan 

h~ikum. Hak adalrh suah ke'hatan hukiim, yakni h & ~ i  dalam pengertian subyektif 

yang merup&zn kekuatan kehendak ymg diberikan oleh tatanal hukurn. Oleh 

karena ha\ dilindmgi oleh tatanan i u k ~ n l ,  maka yemilik hak memiliki lcekuatan 

untuk memperiahankan haknya dari gangguaiiancaman dari pihak rn anapun juga.23 

Warga masyarakat selalu ingin memyertahankan hak-baknya sedangkan 

pemerintah juga hams menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan 

umum bagi seluruh warga masyarakat. Sengketa-sengketa demikian tidak dapat 

22 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Cetakan Pertama, 
(Surabaya : Bina Ilmu. 1987). hlm. 205 

23 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum NormatiJl. (Bandung: Nusa 
Media, 2006), hlm. 152. 



diabaikan tanpa ditangani secara sungguh-sungguh, oleh karena apabila ha1 tersebut 

dibiarkan maka akan membahayakan kehidupan bermasyarakat, tergaggunya tujuan 

negsra serta program pemerintah itu s ~ n d i r i . ~ ~  

P. Metode Penelitian 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian yang dijadiitan sebagai rujukan dalarn penelitian ini adalah 

pihak-pih& yang dipilih peneliti untuk memperoleh informasi dan keterangan 

terhadap masal* ymg akan diteiiti aniara lain adalah: 

a. Bugati Kabupaien Banhl (Kepala Daerah Tingkat Il), 

b. Kepala Kantor Pertanahan Bantul, 

c. Kepala Keca-ataii Bangiintapan, 

(1. Kepala Desa se-Kecarnaian Bmguntapan. 

e. Notaris 

Sedangkan yang rnefijadi abjek pcnelitiamya adalch Tanah Kas Desa di 

Kecamatan Bm~wntapan Kabupzten Bantu1 Daerah Istirnev~a Yogyakarta dan fdctor 

penyajahgucaan fungsi Tanah Kas Desa yang meliputi: 

1. Kedudukan kepernilikan hak warga yang menducluki Tanah Kas Desa di 

i(ecaniatan Bangmtapan. 

2. Bentuk upaya yang dilaksanakan Pemerintahan Desa dalam mengatasi 

pennasalahan penyalahgunaan fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan 

Banguntapan. 

24 Ibid., hlm. 1. 



2. Data Penelitian 

Jenis-jenis data dapat dibagi berdasarkan karakteristiknya, sumbernya, cara 

memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Menurut sifatnya, penulis akan 

menggunakan data dan infonnasi yang bersurnber dari data yang berada di tiap-tiap 

desa yang ada di Kecamatan Eaguntapan. Sumbel Data tersebut di klasifikasilcan 

menj adi dua (2) yaiicu: . 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang 

dapat berupa hasil wawancara dan ztau Peraturan Perundang-Undangan 

scrta Feraturan lainya yang terkait dcrlgm kasus yang dimgkat penulis 

wtuk dijadikan sebuah penelitim.. 

2. Data Schnder 

Cata yang dipsroleh peneliti dzri tata kepust-kaan yang meliputi literatur, 

b d x ,  artikel, jurlal, media cetak dan tutorial yang tessedia di wcbsite di 

internet dan dohmsntasi yang merupakan hasi! peilelitian d m  

pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku dan 

sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengurnpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data yang 

lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan 

pmasalahan dalam penelitian. Dalarn penelitian ini dilakukan pengumpulan data 

yang berkaitan erat dengan pennasalahan ini dan semua data tersebut dipandang 



dapat memberikan penjelasan yang utuh. Adapun data yang dikurnpulkan diharapkan 

dapat memberikan penjelasan yang utuh secara tepat dan terarah untuk kepentingan 

penelitim ini. Dalam penelitian ini upaya mengumpulkan data dilakukan dengan 

teknik dokumentasi dan wawancara, diantaranya adalah: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh dengan cara wawancara sang dapat berupa 

wawancara bebas maqun terpimpin dm peneliti juga akm m e l h k a n  

obs~rvasi yang d i l h k a n  terhadap para plhak yar,g terlibat atau tidak 

terlibat dalarn pelaksanaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa di 

Kecarnatan Banguntap&?. 

2. Studi Kepustakaan 

Data yang diper~leh dan di kumyulkan d a i  buku-buh serta peraman 

penmdang-mdangan d m  atau peralxran lainya ymg berksitan erzt 

dengm obyek peneliti. Pengimpulan data ini digunakan untulc 

mendapatkan iilf'omasi-informasi ymg berkaitan dengan proses 

penyclsunaq higas &r sehicgga dapat diginakdn sebagai acuan dalam 

proses pembuatannya. 

3. Studi dokumen 

Mengkaji dokumen yang berkaita dengan proses pelzksanaan 

penyalahgunaan Tanah Kas Desa di Kecarnatan Banguntapan. 



4. Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian bisa menjadi terarah dan sesuai dengan tujuanya perlu 

adanya rnetode yang dapat digunakan. Metode penelitian merupakan suatu cara 

bagaimaa suab sumber data dapat diperoleh, sehingga penelitim tersebut rnenjadi 

valid hasilnnya. 

Berkaitan dengar* metode ini sebagaimana dikeinukankan oleh Romy 

Hmitijo Soeinitro, bahwa penelitian pada umurnnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menlbenarkan suatu pengetahuan.25 Sedsngkan menurut 

Burhan dalarn suatu penelitian, agar tujuan yang diinginkan berrhasil dengan baik 

sangat diperlukan adanya metode. Adapun metode pada dasarnya adalith cara yang 

diper_rmn&al iintuk inaicapzi tujaan. Sedangkan kjuan umum penelitian ini adalah 

ilctuk memecal-9m masalah, maka iangkah-langkah yang ditempuh itu h m s  relevan 

dengm masalah yang aa.km di~urnusitan.~~ 

Metode juga mempunyai lmgkah-langkah pokok atm cara kerja yang smgat 

diperlukan dalam suatu penelitian yang diselenggxaksn, sehingga mempunyai nilai 

ilmiah yang tinggi dan dapat dipertmgSilia~vabkan. Dalarn kegiatan penelitian irli 

metode yang digunakan adalah metode xjuridis smpiris yaitu suatu pendekatan yang 

meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian data primer dilapangan.'7~an d i d ~ h n g  oleh metode yuridis 

normatif yang berupa pendekatzn Peraturan Per Undang-Undangan, Adapun ymg 

25 Ronny Hanitijo Soematro, Metode penelitian Hukum, cetakan pertcma, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, l983), hlm. 15. 

26 Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama, (Jakarta: Rieneka Cipta, 
1996), hlm. 35. 

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan pertama, (Jakarta: Universitas 
Indoesia Press, 1984), hlm. 7. 



diteliti adalah Tanah Kas Desa yang beralih fimgsi menjadi tempat tinggal atau 

pemukiman yang berada di lingkup Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

5. Analisis Penelitian 

Pada dasarnya data yang diperoleh dalslln penelitian adalah data yang masih 

bersifat gambaran uinum sehingga memerlukan anslisis secara mendalam. Data 

tersebut airnanfaatkan darl dikerjakan sedemikian rupa smpai berhasil 

meilyimpillkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai ufituk menjawab persoalan- 

persoalan yang di ajukan dala- pene13tim.28 halisis data add& kegiatan 

mengwaikzn, membd~as, menafsirkan tenurn-tenl~an pezeiiti dccgan pers~etif atac 

sudct paidaag tertentu baik ymg diszjikan daiarn bmtuk narasi untuic datz halitatif. 

Pe~go lhaa  deta adslah kegiatar, mengorganisir datn penelitian sedemikian n p a  

sehingga ciapat dibaca dan dl interpretasikan. Dalazw penelitian ini peneliti mengolh 

data yang diperoleh dan diteliti serta disaiikan berdasarkam malisis deskriptif 

kuditatif yait.3 dengan merjabarkan, menguraikan, dm menyusun secara sistematis 

logis sesusli dengan tiljuan peneiitim atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana 

adanya, Eerdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi saat ini. 

28 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: P.T Gramedia, 1983), hlm. 
269. 



BAB I1 

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA 

A. Desa 

1. Pengertian Desa 

Cntuk mempelajai asal mula Desa, mengapa dan bagaimar-a timbulnya desa, 

periu dipelajari unslx- fisik Desa. Ada dua unsllr fisik yaih unsur penduduk dm 

unsur seiceiilingnya. Hubungan antara kedua unsur tersebut sangat erat, bahkaa 

demikim ripa sehngga jika seseorang meninggalkan desa sealcan-zkan merasa 

kehilaugzn pedomm hi&~pnya.~'  Desa lahir atm bei-kenhang secara trzdisiocal 

tanpa direncm.akan dan tanpa tats desa yang jeias dm bemnggung jalvab. liampir 

seinm fasilitas yang dinliliki kota belum pernah atau inungkin lnasih lama tidak aka1 

dimiiih dan dinikiiati orang yang tinggal di d ~ s a . ~ '  

Berdasarkan sejarah pertunlbuhm desa tersebut setidaknya ada 4 tipe desz di 

Indonesia sej ak awal perlxrnbu~hannya smpai sekarang: 3 1 

a. Desa Adat (self governing community). Eesa adat merupakan bentuk 

desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep otonomi asli merujuk pada 

pmgsrtian desa adat ini. Desa adat rnengatur dan mengelola dirinya 

29 Bayu Suryaningrat, Pemerintahan dun Administrasi Desa, (Bandung: Mekar Jaya, 1976), 
hlm. 1.  

30 B.N. Marbun, Proses Pembangunan Desa MenyongsongTahun 2000, Cetakan Keempat 
Edisi Revisi, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 25. 

31 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dun Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (Jakanta: 
Erlangga, 201 l), hlm. 65-66. 



sendiri dengan kekayaan yanqdimiliki tanpa campur tangan negara. Desa 

adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. 

b. Desa Administrasi (local state govermezt) adalah desa yang merupakan 

satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk 

memberikan pelayanar, administrasi dari pemelintah pusat. Desa 

administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara 

untuk mecjalankan tugas-tugas administrasi ymg diberikan negara. Desa 

adminstrasi secara substansid tidzk mempunyai otoncmi d m  dcmokrasi. 

Desa dibawah TTU No. 5 Tahun 1979 adalah rnerupakal desa administrasi 

semacarn ini meskipun diberi hak otonomi. Desa yang benar-benar 

sebagai ciesa &dministrasi adalah semuz desa yang bensbah menjadi 

kelurahan. 

c. Deea otonom (local se&"govei-nment). Desa otonom adalzh desa yang 

dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengar, undang-undang. Desa 

otonam mempunyai kewenangan yang jelas kaxena diatcr dalam UU 

pcmbentukanya. Oleh karena itu, desa otonom i n e n ~ p ~ y t i i  kebvenangm 

penuh mengatur dan mengurus urusan rumzh tangganya sendiri. Desa 

otonom mendapat transfer kewenangan yang jeias dari pemerintah pusat, 

berhak membentuk lembaga pernerintahan sendiri men~punyai badan 

pembuat kebijakan desa. Desapraja di bawah UU No. 19 tahiln 1965 

adalah contoh desa otonom. 

d. Desa Campuran (adat dan semiotonom), yaitu tipe desa yang mempunyai 

kewenangan campuran antara otonomi asli dan ,emi otonomi formal. 



Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan 

juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupatenlkota. Disebut 

serniotonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah 

otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya tidak dikenal dalam tori 

disentralisasi. Desa dibawah UU No. 22 Tahun 1999 d m  UU No. 32 

Tahun 2004 aclalah tipe desa carnpuran semacam ini. 

Menurut Bintarto desa adaiah watu hssil pzrpaduan antara kegiatan 

sekelompok manusia dengan lingkunganya. Hasil dari perpadusn itu ia!ah suatu ujud 

atau kenampakan di muka bumi yang timbul oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, 

ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar lmsw tei-sebut dan juga 

dalam hubunganya dengzn daerah-daeral: lain.3' 

UU Nomcr 06 Tahua 2014 Tentang Desa rnenyeliutkml d a l m  Pasal 1 angka 

1, bahwa Desa me-wpzkan kesatum masyarakat huicum yang rnemiliki batas wilayah 

yang benvenmg cntuk rnengatur dan mengurus urusan ~emerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prslkarsa masyarakaf hak asal usul, d d a t a u  hak 

tradisional yang diaicui dan dihormati dalarr, sisterr, pemerintahan Negara Kesatuar~ 

Republik Indonesia. 

Bentuk-bentuk desa di seluruh Indorlesia itu dalam kenyataanya berbeda-beda 

dikarenakan berbagai faktor antara lain: 

32 Bintarto, R, Znteraksi Desa-Kota, Cetakan Pertarna, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 
hlm. 1 1. 



a. Wilayah yang ditempati penduduk, ada wilayah yang sempit ditempati 
penduduk yang padat dan ada wilayah yang luas ditempati oleh penduduk 
,yang j arang. 

b. Susunan masyarakat hukum adat, ada masyarakat adat (desa) yang 
susunanya berdasarkan ikatan ketanggan dan ada yang susunanya 
berdasarkan ikatan kekerabatan (genalogis) d m  atau berdasarkan ikatan 
keagaxaan. 

c. Sistem pemerintahan adat dan nama-nama jabatan pemerintahan adat 
yang berbeda-beda dan penguasaan kekayaan desa y a g  be14beda-beda.~~ 

Masyarakat Desa adalah masyarakat paguyuban: persekutuan dan kerukunan. 

Menqmnyai kesatuan adat dan kepsrcayaan bahkan kerja dan pemilikan tanah 

bersifat guyub, segala sesuatu dilakukan bersama secara gotong rovong.34 Secara 

awam masyarakat desa sering diartikm sebagai ~nasyarakat tradisional dari 

inasysuakat primitif (sederhana). Namun pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat, 

kai-ena rnasyarakat desa adalah masyarakat yai~g tinggal di suatu kawasm, wilayah, 

teritorial tertentu y a g  disebut desa. SedangkaIi masyarakat trzdisiona! adalah 

masyardcat. yang penguasaan iptcknya rendah sehingga Eid~pnya masih sederhana 

dm beiunl kompleks. 

Sejarah beiituk peihrmbuhm masyarakat desa para &!i membedakan 

beberapa prinsiy yang mengikat warga masyarakat desa, menjadi suatu persekutuan 

hidup dan kesatuan sosia! yang b ~ l a t . ~ '  Dan mengenai ha1 ini Koentjaraningrat 

memaparkan suatu klasifikasi dari aneka warna bentuk masyarakat desa di Indoaesia 

ke dalarn empat tipe prinsip h~bungan yang mengikat kelompok manusia, yaitu: 

33 Tolib Setiady, Intisari H u h m  Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Cetakan 
Pertama, Edisi Kedua, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 377. 

34 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan, cetakan ketiga, 
(Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 19. 

35 I Nyoman Beratha, Desa Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa, cetakan pertama, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 16. 



a. Prinsip hubungan kekerabatan, 
b. Prinsip hubungan tinggal dekat, 
c. Prinsip tujuan khusus, seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor- 

faktor ekologis. 
d. Prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat pedesaan 

sendiri tetapi datang dari atas seperti aturan undang-undang yang dibuat 
oleh pemerintalh.36 

Desa atau Pedesaan sejak awal berdi~inya sampai kmudian mencapai 

perkembar~gan-perkembangm~ya hanyalah atas kchatar1 d m  kegiatan para warga 

desanya. Desa dapat berkembafig karena para warganya mengutamakan asas-asas 

yang mempununyai nilai yang universal, yaitu: 

a. Asas Kegotongroyongan, 

b. Asas Fungsi sosial atas milik dan man~sia daiam'ma~~arakat, 

c. Asas psrsetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, 

d. Asas perwzkilan dan permusyawacttan dalam sistem pen~erii-~tahiin~a.~~ 

Dzsa bukmlah baw&an kecaxatm, karena kecarnstan merupakan bagian 

dai-i persngkt daerdi kabupatenkota, sedangkan desa bukail merupakan bagian dari 

perangkai daerah. Berbeda dengan Kelurihafi, Desa merniliki hsk rnengatur 

wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah 

statusnya menjadi kelmahan. Perbedaan mendasar desa dan kelurahan yaitu: 

a. Desa merupakan suatu kesatuan masayarakat yang menempati wilayah 
tertentu, dimana kehidupan masyarakat desailya ditmdai oleh tiga ciri 
yaitu religius magis, kemasyarakatan atau kolilunal dan demokratis, 

36 Koentjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini, (Jakarta: Fakultas Ekononli 
Universitas I~~donesia, 1964), hlm. 348. 

37 G.  Kartasapoetra, et. al, Desn Dan Daerah Dengan Tata Pemerintahanya, cetakan 
pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 38. 



Kepala Desa dipilih melalui pemilihan dan bertanggung jawab dalam 
mengatur dan menurus rumah tangga desa itu. 

b. Kelurahan ditentukan oleh pemerintah, merupakan wilayah tertentu 
dibawah kecamatan. Dimana lurzhnya diangkat atau dtetapkan oleh 
pemerintah, guna menyelenggarakan pernerintahan pada tingkat wilayah 
paling 

Kewenanganya dalam hak mengatur m a h  tangganya sendiri maka posisi 

desa yang memiliki otonomi asli sangat sti-ategis sehingga memerlukan perhatian 

yang seimbang terhadap peilyelenggaraan otonomi daerah. Kaxlsena dengan otonomi 

desa yzng kuat &an mempengaruhi secara signifikan pcrmjudan otonomi daerah. 

Sebagai kesatuan masyarakat huhlm, desz mempunyai susunan asli berdasarlcan hak 

asal-usul yang bersifat istiinewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan 

Desa adalah kemeka-agarnu, partisipasi, otonoini asli, demokmtisasi d m  

pembsrdayaan ma~~araka t . ' ~  

Kewenangan Desa daiam UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. meliputi 

kewenangan di bidmg penyelenggaraan Pemerlntam Desa, pelaksanam 

Pernbmgunan Desa, pembinaan kernasyarckatm Desa, dan pernberdsyaan 

masyarakat Desa. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat iatiadat 

Desa. 

Model kebutuhan dasar ymg menekankan pembangunm dari bawah ke atas, 

keikutsertaan dalam otonomi dan swasernbada pedesaan, mengutamakan 

pengembangan kemampuan organisasi dan pe~gclolaan, demikian pula 

38 lbid., hlm. 39. 
39 H. A.W. Widjaja, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli Dan Bulat, Cetakan 

Pertama, Edisi Pertama, (Jakarta: Raja Grafmdo, 2003), hlm. 3. 



pengembangan koperasi dan bentuk-bentuk organisasi l a i ~ ~ ~ a . ~ '  Desa mempunyai hak 

otonom dalam beberapa aspek, oleh karena itu harus mengurus rumah tangga sendiri 

antara lain desa hams mempunyai surnber pendapatan sebagahana dimaksud dalam 

Pasal71 ayat (2) UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentag Desa, bersumber dari: 

a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 

b. klokasi Anggaran Pendapatan clan Belmja Negara; 

c. Bagan dari hasil pajak daerah d m  retritusi daerah KabupztenKota; 

6. Alokasi dana Desa yang merupakm bagian dsui dana perinibag;in yar~g 

ditcrima KabupctenKota; 

e. Bailtuan kcumgai d a i  Aiggaran Pendspatan dm Belaaja Daerah 

Provinsi d m  Anggaran Pendapatan dan Belmja Daerah KaSupatedKota; 

f. I-Iibdn dan sumbangtin yang tidak mengiitat dari pihak ketiga; d m  

g. Lain-lain p e n d p E t  Desa ymg szh. 

Secara umum desa adalah suatu wilayah ymg diteinpati sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat yzng di dalmlya terdiri dari dusun-dusun memiliki 

organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyeleng 

garakan rumah tangganya sendiri (otonomi). 

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan eara-cara rnembagi 

wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

40 Faisal Kasryno dan Joseph F. Stepanek, Dinamika Pembangunan Desa, (Jakarta: 
Gramedia, 1985), hlm. 88. 



antara pusat dan daerah. Salah satu penjelrnaaan pembagian tersebut, yaitu daerah- 

daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau 

yengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.41 

Kebijakan otonomi daerah untuk saat ini merupakan keputusan yang di 

anggap terbaik yang diambil oleh bangsa ini." Piiiiim ini tidak ter!epas dari kondisi 

wilayah negara yang luas, sehingga tidaic mu~gkin lad seluruh urusan negara 

diselesaikan oleh pemerintah pusat yang berltedudukan di pusat pemerintahan 

cegara, sehinggo dipandang perlu ciibentuk alat-alat gerlengicapan setenpat yang 

disebarkan ke seld wilayah negars unt& menyelesaikan urusan-urusan yang 

Di dalam otonomi, hubilngan kewecaiigan antara pmlerintzih pilsat dan 

daer&, mtara lain Sertalian dengan cara pembagim u i ~ s ~ ~ .  penyelenggaraan 

pemerintahan arau cara menen t~ka~  urusan i-umah tarigga daerah. Cara penentuan ini 

akan menceminkaii suatu bentult otonomi isrbatas atau otonoini luas. Dapat 

digolongkan otonomi terbatas zpabila: Pertama, urusan-msan ruinah tangga daerah 

ditenkkan secara kategoris dan pe~gembanga~ya  ddiatur dengan cara-cara tertentu 

pula, Kcdua, apabila siste~n supervisi dan pengakvasan dilakukan sedemikian rupa, 

sehiilgga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk inenentukan secara bebsrs 

41 Ni'matul Huda, Problematika PemSatalan Peraturan Daerah, Cetakan Pertama, 
(Yogyakarta, FH UII Press, 2010), hln1.46. 

42 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, Hukuni Pemerintahan Daerah, 
Pengaturan dun Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasali dun Pedalaman dalam 
PerspektifKedaulatan Bangsa, Cetekan Pertama, (Suabaya: Aswaja Pressindo, 2016), hlm.78. 

43 Vieta Imelda Corneli-. Hukum Pemerintahan Daerah, Pengaturan dun Pembentukan 
Daerah Otonomi Baru di Wilayah Perbatasan dun Pedalaman dalam PerspektifKedaulatan Negara, 
Cetakan Pertama, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 78. 



cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan 

keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-ha1 seperti keterbatasan 

kernampan keuangan asli daerah yang mernbatasi ruang gerak otonomi daerah.44 

Dalarn sejarahnya Indonesia merupakan negara yang menganut sistern 

sentralisasi, atau yang lazim diseb-at sentralisasi kekuaszan, narnur, lambsrt laun 

dengan me~lyadari bahwa sistem sentraiisasi dianggap kurang tepat dalam pengertian 

tidak efektif, maka dalam perkembangamya sistenl sentralisasi pun tidak dapat 

diperiah~dczn.45 

2. Pemerintahan Desa 

Istilah pemerkta!ia~ dapat dizrtikan ba,ik secara luss maupun ~e rn~ i t .~%alan  

xt i  luas. perneri~tahan ada1a.h segais, urusm ymg ciiiakuitan ole11 negara da1,a-c~ 

men~elenggarak~ kesejahleraan dan meningkatkm kehidupm rakyat serta ufituk 

menjamin kepentingan negara ifil secdiri, jadi bukm saja dikaitkan dengm 

pemerilitahan yang menjalaikai hngsi eksekuiif saja. Ealam ha1 ini pengertim 

pemerintahan mencakup ke semua hngsi tersebut di atas. Dalam ani aempit hanya 

meilyangkut h g s i  eksekutif saja. Demikim pula Bagir Mman mengaraikw bahwa 

pemerintahsn pertama-tama dizrtikan sebagai keseluruhan iingkungan jabatan suatu 

~ r ~ a n i s a s i . ~ ~  

44 Ni'matul Huda, vukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 
Kemerdekaar; Hingga Era Reformasi, (Malang: Setara Press, 2015), hln. 47. 

45 Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan, Op Cit., hlm 78-79. 
46 Jimly Asshidiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dun Parlemen dalam Sejarah, Telaah 

Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 59. 
47 Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Konsep, Azas dun 

Aktualisasinya, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Genta Pubishing, 2013), hlm. 60. 



Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di 

samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan instansi 

vertikal (garis menegak) atau daerah otonom ata~an.~' Dalam Undang-Undang 

Nomor 06 Tahun 2014 yang dimaksud Pemerintah Desa adalah kepala desa atau 

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsm penyelenggara 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

~emerintahan Negara Kesatuan Rep~blik Indonesia. 

Peinerintahan desa memilib perma yang signifikan dalam pengelolaan 

proses sosial didalam masyarakat. Tcgas utama yang hams diemban penierintahan 

desa adalah bagaimaa menciptalcm- kehidupm danokrasi dal  membeiikan 

pelaymm sosia! ymg baik, sehingga dapat membzwa wargmya pada keh.id~pan 

ymg sejahtera, tentrain: aman: dm bsrkeadilan. Pemerintahan desa yang deniokratis 

bisa scmakin kokoh, legiti~aie, da;l rnarnpu bekerja secara efektif bila ditopang 

dengan kesejajar=, keseimbangan, d x  kepercayaan mtar elemen governance di 

desa. Guna me~vujudkan tugas tcrsebut, pemcrintah desa dituotut untuk melakukm 

perubahm yang serius, apikah dari segi kepemimpinan, kinerja biroki-asi yang 

berorientasi pada pelayanan ymg berkualitas dan bermakna sehingga kinerja 

pemerintah desa benar-benar semakin mengarah pada praktek good governance.43 

Pemerintahan Desa Dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

48 A. W. Widjaja, Pemerintahan Desa dun Administrasi Desa, Cetakan Pertama, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persadr 1993), hlm. 7. 

49 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat 
dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 32. 



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6) menyebutkan, 

bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Nsgara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 dijelaskan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan desa oleh Pcmerintah Oesa d m  Badan Permusyawaratan Oesa 

(BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempai yang diakui dai  dihormati dalam sistenl 

pemerintahan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia. Dengan dernikian, dalarn 

penyelenggaraan pelnerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu 

Pernerintah Desa dan EPD.~' 

Sebagai unsur penyelenggzra pemerintahatl desa, pen~erintah desa 

mempunyai tugas menyelenggarzkar, urusan pemerintahan, pembangunm, dan 

kcmasyarakatan. Karens itu, kalau djlihat dari segi fungsi, ni&a pemcrintah desz 

memiliki fimgsi. (1) Menyeler-ggarakm urusan r ~ m a h  tangga desa, (2) 

Melaksanakan pembmgur-a dan pembinaan kernasyankatan, (3). Mel&sa?lakan 

pembinsan perekonomian desa, (4) Melaksanalcan pembinaan partisipasi dan 

swadaya gotong royong masyarakat, (5) Meiaksanakan pembinam ketentraman dan 

ketertiban masyarakat, (6) M e i a k ~ a n a k ~  musyawarah penyeiesaian yerselisihan, dan 

Pernerintah Desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: unsur 

pimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantuk kepala desa yang terdiri atas 

- 
50 lbid., hlm. 62. 
5 1 Hanif Nurcholis, Op. Cit., hlm. 73. 



sekretariat desa yaitu unsur staf dan pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa, 

unsur pelaksanan teknis dilapangan, dan unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala 

desa diwilayah desa seperti kepala dusun. 

Kepala desa mernpunyai tugas menyeienggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam rnelaitsanakan tugasnya, kepala desa 

mempunyai wewenang:j2 

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakm 
yang ditetapkan bersama RPD, 
Mengajukafi z-ancar~gan peraturaa desa, 
Meneiapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuari bersama 
BPD, 

d. Menyusuir, dm n~engajukan rancangan peraturan desa mengenai 
APBDesa untuk dibahas d a  ditetapkan bersama BPD, 

e. Membiiia masyarakai desa, 
f. Membina psrekcnomian desa, 
g. Mengocrdinasikan pembangunan desa secara partisipatif, 
h. Mewakiii desanya didalam maupun diluar pengadilan dan dapat 

menuiljuk kuasa h u h m  urituk ii~l.;wwakilinya sesuai dengan perahrail 
penindang-undangan, dan 

i. Melaksmakm wewenmg lain sesuai dengm peratuiian perundang- 
undzngan. 

Selanjutnya BPD sebagai mitra pemerifitah desa, dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya berdasarkm UU Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 disebutkan bahwa 

"Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desayy. Atas peran dan fungsinya tersebut, dijelaskan juga didalam UU 

52 Ibid., hlm. 73. 



Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 61 Tentang Desa disebutkan bahwa BPD mempunyai 

hak sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Mengawasi d m  meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, 

b. Menyzitakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembanguzan Desa, pembinam kemasyarakatan Desa, dzin 
penlberdapan masyarakat Desa, dm 

c. Mslndapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas d m  fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Anggota BPC adalzh wakii dari pendud& desa bersanetan berdasarkm 

ketemrakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawaah dan mufakat. 

h g g o t a  BPD terdiri atas ketua n h n  warga, pemangku adat, golongm profesi, 

pemuka agama d m  tokch atsu pmlaka masyarakat lainya. Masa jabatan mggota 

EPD adalsh 6 t a h n  dm d a p t  dim&atldiusul~an kembali untuk 1 kali masa jabatan 

berikuifiya. Jumlah mggota RPD ditetapkan dengan jumlah gm-jil, paling seciikit 5 

orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperlhatikm luas wlzyah, jumlah 

pefiduduk d a ~  kemampuvl kegmgan d e ~ a . ~ ~  

Dalam Peramran Daerah Kabupaten Bantu1 Nonor 14 Tahun 2007 Tentang 

Badan Perrnusyawaratan Desa dijelaskan dalarn Pasal25: Tata Kerja BPD meliputi: 

a. Dalam melaksankan keweilangan , fungsi, kedudukan hak, dan 

kewajibawnya BPD wajib mencrzpkan prinsip koordinasidan konsultasi 

antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan 

Desa dan Pemerintah Daerah. 

53 Moch. Solekhan, Op. Cit., hlm. 63. 
54 Hanif Nurcholis, Op. Cit., hlm 78 



b. Dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi, Pimpinan BPD 

dibantu oleh seorang unsur staf Desa yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Lurah desa yang diperbmtukan kepada 

Pimpinan BPD yang disebut Kepala Urusan tata Usaha BPD. 

c. Pimpinan BPI) mempunyai higas: 

1. menpstm rencana kerja dan penbagan ke rja kepada anggota BPD; 

2. niemimpin rapat-ragat BPD dan menyimpulkaii hasil rapat y-ang 

dipimpinnya; 

3. menyanpaikan kcputusan rapat kepada pihak-pihak mggota yang 

bersangkutan; 

4. melakubm koordinasi dcstigan Lurah dalain menyelenggarakzn 

pernerifitahan desa. 

Dengm memperhatikan tugas dm f~ngs i  dari masing-masing institusi 

tersebut, maka hubungm antara kepala desa dengm BPD bersifat kemitraan dm 

didasarkan pada prinsip check balances. Karena itu proses penyelenggaram 

pemerintahan desa hams membuka ruang bagi demokrasi substantif yang bekerja 

pada ranah sosial budayarnaupun ranah politik dan kelembagaan. Di ranah sosial 

budaya, demokrasi substantif menganjurkan kebersamaan, toleransi dan anti 

kekerasan, pluralisme, tidak inkluvisme, kesetaraan gender, dan lain-lain. Dalarn 

ranah politik kelembagaan, demokrasi substantif yang hams diatur secara seksplisit 



dalam peraturan adalah akuntabilitas, trasnparansi, responsivitas dan partisipasi 

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

SCKPPTARIAT OESA L - 7  

Dalam pelaksanaannya Perangkat Desa pada era pemerintahan reforrnasi saat 

ini, kedudukan desa bersifat otonom, sehingga tidak lagi menjadi bawalan dari 

kecamatan. UU Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, bahwa sebagai 

daerah otonom, desa memiliki kewenangan-kewenangan Urusan peme-intahan yang 

menjadi kewenangan desa mencakup: 

- 

55 Moch. Solekhan, Op. Cit., hlm. 64. 



a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupatenkota yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Pr~vinsi, dan Pemerintah 

KabupatenlKota; dm 

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundmgan 

diserahkan kepada desa. 

B. Tanah Kas Desa 

1. Sejarab dan Peugertian Tanah Kas Desa 

Tanah rnercpakan keentingm pokok manusia. Hal tersebut sudtd4 tid& 

ineiadi rahasia umum la@ bahwa ilalam menjalani Icehidupen seseormg atau badan 

huicurn memerlukm tmah untuk inenjalankan kegiatm sehari-hari. 56~ebutuhar, atas 

tanah dewzsa ini semakin meningk~t sejalan dengan ber-tmlb&inya jumlah 

pendiidak, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain ywtg berkaitan 

dmgan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bei-tani, 

tetapi jugs dapat dipakai sebagai jaminin untulc niendapatkan pinjaman di bank 

untuic keperluan jual beli dan sewa menyewa.57 

Tan& kzs desa diadakan khusus untuk menutupi anggaran desa yang semzkin 

besar karena banyaknya pajak tana! yang tak terbayar oleh masyarakat desa. 

Demikian juga dengan tanah pelungguh, yang menjadi sernakin luas karena berasal 

56 Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, Awas Jangan Beli Tanah Sengketa, Cetakan 
Pertama, (Yogyakarta, Pustaka Tustisia, 2005), hlm. 1. 

57 Florianus, S.P. Sangsun, Tata Cara Menurus Sertifkat Tanah, Cetakan Pertama, (Jakarta: 
Visimedia, 2007), him. 45. 



dari penyerahan tanah milik sikep akibat tidak mampu membayar pajak tanahnya 

sehingga diserahkan kepada para pejabat desa." Dalam suatu studi kasus di Jawa 

pada tahun 1953 menunjukkan adanya dua bentuk pemilikan tanah yaitu bentuk 

pemilikan tanah bebas perorangan dimana hak ulayat masyarakat desa tidak lagi 

berlaku diatasnya (yasan) dan penggarapan tanah. yang dikuasai secara komunal 

dengan hak ulayat masyarakat desa yzng terbatas ( k ~ n ~ s e n ) . ~ ~  Sejak dilaksacakanya 

otonomi daerah, keberadaan tanah kas desa saat ini begitu diperhatikan oleh 

pmsrintah daerah. Tanah kas desa merupakan. salah s a b  sumber pendapatan asii 

desa yang keberadaanya tetap diiestarikan agar tidak rneilgalami penxjusutan. Untuk 

meningkatkaii hasil dari 'tmah kas desa inzka perlu pengelolam dari pemerintah 

desa yang menGit In s t~ks i  Menteri Dalarn Negeri Nomor 22 T h u n  1996 

merupaka:~ "kegiatan pen,.;urusan, pecdayawaan dan pemanfaatas serta 

pemeiiharaan t a a h  kas desd'. Tm$n Kas Desa dapat dius&&an sendil-i oieh 

pemerintah desa dengan cara dikeola oleh aparat ddesa. Bagi hasil dengan pihak 

keiiga meruljakan card yang biasa dilahkan, pemerintah desa tidak perlu 

me~ge lua r~m mggaran, &m tetapi c u h p  mel&&an pcnawarm atas Tanah Kas 

Desa. Hasil dari pemanfaataq tanah kas desa tersebut sebagian akm diberikan kepada 

pemerintah desa sesuai dengan perj anjian yang telah disepakati. 

Ciri pertanahan di Jawa adalah terdapatya berbagai macarn bentuk pemilikan 

tanah terutama yang di dasarkan atas konsep-ltonsep tradisional. Adapun beberapa 

bentuk atau status tanah tradisional itu adalah: 

58 Ibid., hlm. 14. 
59 Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah, Cetakan 

Pertarna, (Jakarta: Gramedia, 1984),hlm. 149. 



a. Tanah yasom, yasa, atau yoso, yaitu tanah di mana hak seseorang atas 
tanah itu berasal dari kenyataan bahwa dia atau leluhurnyalah yang 
pertama-tama membuka atau mengerjakan tanah tersebut. Hak atas tanah 
ini memperoleh status legal dalam Undang-Undang Pokok Agraria 
sebagai tanah milik. 

b. Tanah norowito, gogolan, pakulen, playangan, kesikepan, dan sejenisnya, 
adalah tanah pertanian milik bersama, yang darinya warga desa dapat 
memperoleh bagian untuk digarap baik secara bergilir maupun secara 
tetap, denga~ syarat-syarat tertentu. 

c. Tmah titisara, bondo desa, kas desa, adalah tanah milik desa yang 
biasanya disewakan clikapkan, dengan cara diielang kepada siapa yang 
mau menggarapnya. 

d. Tanah hcngl~ok, yaitu tanah nlilik desa yang diperuntlildtm bagi pejabat 
desa terui-ama lurah, yang hasilnya sebagai gaji selama rneilduduki jabatan 

Untuk membiayai selunh kegiatan penierint~h daerah, maka diperlukm uang 

yang ddak sedikjt j u ~ l a ~ y z .  Fembentukan tm& titisara atau tanah kas ciesa yang di 

kt~ususkan uimk menutup anggaran desa itu, h m s  dilihsi dda-i sudut mzsuknya 

ekonomi umg6' Karena itu kepada daerah diberi hak mencari suinber per,ghasilm 

dzerah dengan jalan mecgadakan pungutan d.ai r a k ~ ~ a t . ~ ~  

2. Tata Cara Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Kas Desa 

pemanfaatan tanah kas desa adalah pendayagunaan tandl kas desa yang 

ilimanfaatkm sebagai peng\asilan tetap dan perghargaan kepada kepala desa 

danlatau perangkat desa dan sebagai pendapatan desa. Pemalfaatan tanah kas desa 

meliputi sewa, a t a ~  bangun serah guna danjatau Sangun guna sera11 dengan tidak 

mengubah st~tus tanah kas desa sebagai kekayaan desa. Jangka waktu pemanfa~tan 

60 J. Sembiring, et all, "Makalah Pengelolaan Tanah Desa Di Jawa Barat", Artikel, 2003, 
hlm.7. 

61 B.N. Marbun, Proses Pembangunan Desa,, Cetakan Keempat, Edisi Revisi, (Jakarta: 
Erlangga, 1988), hlm. 82. 

62 M. Manulang, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Edisi Pertama, 
(Jakarta:Pembangunan, 1973), hlm. 78. 



tanah kas desa dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 T*un 2013 Tentang Tanah Kas Desa 

jangka waktu 3 tahun sampai dengan paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjmg. 

Dalarn Perda Propinsi DIY Pasal 9 Nomor 5 Tahun 1985 tentang Surnber 

Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengunsan dan Pengawasanya jo. Perat-aran 

Daerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001, Tanah-tanah 

Desa ymg berupa tanah ka,s desa, bengkokllungguh, pe~garem-arem, kuburan dan 

lain-lain yang sejenisnya yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa dilarang 

untuk dilimpahkan kepada yihak lain, kecua!i diperlukan uahk kepentingan pr~yek- 

proyek ymg ditetapkan dengan Kepfitusan Desa. 

Selmjjuitnya dengan Surat Dirjend PUOD Nomcr 140!3442/PUOD tanggal 25 

Oktober 1994 perihal Pengadaan dan Pengelolzan Tanah Kas Desa y~ t ig  ditunjukkan 

kepada seluruh Gubernur Kepda Daei-ah Tifigkal I di seiumh Indonesia. Di dalam 

smat tersebut disebutkan Sahwa pengadaan tanah kas desa dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengadam tanah kas desa dapat dilczkukm dengan: 

1. Memaxxfaatkm tanan negara, tanah ulayat dan lain-lain sejenisnyz; 

2. Pembelian 

3. Hibah atas penyerahm oleh seorang/masyarakat/perusahaan- 

perusahaan kepada Pemerintah Desa. 



b. Bentuk dan jenis tanah kas desa dapat berupa sawah, kebun, tambak dan 

bentuk usaha desa lainya seperti antara lain kawasab obyek wisata dan 

lain-lain. 

c. Status kepemilikan. 

d. Tanah kas desa merupakan kekayaan desa yang h m s  disertifikaikan atas 

nama Pemerinth Desa yang bersangkutan. 

e. Sertifikat asli tanah kas desa disimpaa pada Kantor 

Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat I1 dengan berita acara, 

sedangkan duplikatnya dipegang oleh Pemerintah Desa dan Carriat yang 

Bersangkutan. 

f. Tanah kas desa tidal! dapat dipifidah tailgatlkan kepada pih& keduallain 

kecuzii diperlukan ur,hlk kepentingan proyelc pembmgunan yang 

ditetapkan de~gan  keputusm Pernerintah Desa dm disal&an oleh Bupati/ 

Walikotarnadyil Kepaia Daerah Tiilgitat 11. 

g. Tanah kas desa, dari desa-desa yang statusnya berubah rnenjadi 

kel~rahm, pengxusanya dilaksaiiakan cleh Penierintah Daerah Tingkat TI 

melalui Angga-a~ Pendapatan dan Belanja. Daerah Tingkat TI yang 

diperuntukan bagi itepentingm pelaksanaan pemerintah dan 

pembangunan di Tingkat Kelurihan dngan tetap memperhatikan 

lteseimbangan antr Desa dan atau Kelurahan lainya yang ada di wilayah 

Kabupated Kotamadya Daerah tingkat I1 yang bersangkutan. 



Sesuai peraturan yang diatur dalam Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umurn Pada 

Pasal 2 disebutkan bahwa, Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 

kepntingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksandcan dengan cara 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Sedangitm pada Pasa! 5 Perpres RI Nomor 36 Tahun 2005 diseb~tkan 

pembangunan untuic ltepentingan umu= yacg dilaksmakan pzmerintal~ atau 

penleiintall daerah meliputi: 

a. Jalan W~UITI,  jalan iol, re1 kereta api (di atas tanah, diruang atas tanah. 

atal~pun diruang bawah tanah), sa lum air zinwdair  bersih, sahiran 

pembumgm- air dan sanitasi, 

b. Waduk Sendungan, bending, irigasi dan bangman pengairan lainya. 

c. Rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat 

d. Pelzbullmi, Bmdar udara, stasiun kereta api dan terminal. 

e. Peribadaian. 

f. Pendidikm atau sekolah. 

g. Pasar umum, 

h. Fasilitas pernakaman umum. 

i. Fasilitas keselamatan umum. 

j. Pos dan telekomunikasi. 

k. Sarana olah rzga. 

1. Stasiun penyiar radio, televise dan pendukungnya. 



m. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga internasional dibawah 

naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

n. Fasilitas Tentara Nasionzl Indonesia dan Kepolisisn Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan hngsinya. 

o. L.embaga perrnasyarakatan dan rumah tanahan. 

p. Rumah susun sederhana. 

q. Tempat pembuangar, sampah. 

r. Cagar alam da.11 caga budaya. 

s. Pertatiilman, 

t. Panti sosia!. 

u. Pembzngkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. 

Pcrabxan Mentei-i Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun i999 

tentag Pe1impaha.n Kewenangm Pemberian d m  PemSatalan Keputusan Pemberian 

Hak Atas Tanah Negara menegaskm Sahwa pmbaiiar, hak adalah genetapan 

pemerintah mengenai penegasm b h w a  sebidang tanah ya.ng semula dipunyai 

dengan suatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi 

tanah negara dan sekaligus memberikm tanah tersebut kepadanya dengan hak atas 

tanah jenis lainya. Sedangkan dalam pembatalan keputusan pemberian hak adalah 

pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan 

tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitanya atau untuk melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 



Kebijaksanaan Umum Keputusan Gubernur DIY Nomor 82 Tahun 2003 

Pasal 3 dalam Prosedur Pelepasan Perubahan Peruntukan, Sewa Menyewa Tanah 

Kas Desa sebagai berikut: 

a. Pemohon mengajukan perinohonan iertulis kepada Lurah Desa dengan 

menyertakan proposal rencma penggunaan tanah kas desa, kecuali untuk 

Perubahan Peruntukan permohonamysl adala.? L,urah Desa. 

b. Lurah Eesa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud 

hurif a. 

c. Dalam ha1 pemohonan diterima Lurah Desa mengajukan pemohonan 

rekomendasi kepada Bupati. 

d. Permohonan scbagairnana dimdsud h m f  c dilzmpiri Keput~san Lurah 

Desa dengai~ persetuj'uan BPD dan diketahui oieh Canat. 

e. Ecrdasarkan peratur= percmdmg-undangan yang berlslh~ Bupati dapat 

menerima atau msnolak permohonan rekomendasi. 

f. Dalam ha1 pmohonan diterima, Bilpati nlenyampaikan pennohonen 

disertzi rekomendasi dari G-dbernur. 

g. Berdasarkm pada peratura perundmg-undangan yang bcrlalcli Gubernur 

dapat menerima atau menolak permohonan sebagairnana dimaksud huruf 

f. 

h. Dalam ha1 permohoilan diterima, maka Gubernur menerbitkan Keputusan 

Gubernur . 

Khusus dalam proses pelaksanaan Pelepasan Tanah Kas Desa diatur dalam 

Pasal7 ayat (2) yaitu: 



Penetapan Peraturan Desa yang mengatur tentang Pelepasan Tanah Kas 

Desa dan pengadaan tanah penggantinya. 

Permohonan pengukuran dari Lurah Desa kepada Pemimpin Instansi yang 

mengurus tentang pertanahan di Kabupaten atas Tanah Kas Desa yang 

&an dilepaskan. 

Permohonan untdk dilaksanakan penaksiran atas Tmah Kas Desa yang 

teiah diuhxr dari Lurah Desa kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Taiian 

Kabupatefi sebagaimana dimaksud huruf b. 

Pelaksanam penaksiran sebagairnana dimaksud huf c disaksikan oleh 

Panitia Peilgawas Propnsi. 

Hasi! pen&sirm diwangkan da lm berita acara pefiaksiran harga yang 

ditandatacgani oleh Panitia Pelaksana Pengadmi Tanah Kabspaten, 

Fanitia Penga~vas Propinsi dan Pcmohon. 

Perinbayarm oleh Pemohon kepada Pemerintah Desa atas tanah kas desz 

yacg diiepaskan clisdcsikan oleh Panitia Pel~ksma Perlgadzan Tanah 

Kabupaten dan Panitia P e~gawas Propinsi. 

Bersamaan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud humf f 

dilaksanakan pelepasan h& atas tanah. 

Pelepasan hak atas tanah ditumgkan dalam Berita Acara Penyertam 

Pelepasan Hak yang ditandatangani pemegang hak atas tanah dengan 

disaksikan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten dan 

P anitia P engawas Propinsi. 



C. Notaris 

1. Sejarah dan Pengertian Notaris 

Profesi Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di 

d ~ n i a . ~ ~  Jabatan Notaris lair karena masyarakat membutuhkamya, bukm jabatan 

yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.6hdanya 

kebutuhan inasyarakat d a l m  pergaulan sesama manusia mengenai hubungan huh 

di bidang keperdataan yang diperlukan sebagai alat bukti dalam memper~leh 

kepastian hukum. 

Pada zaman Rornakvi dahulu telah dikenal seorang penulis yang tugasnya 

mtara lain memhatkan silrat-swat bagi rnereka yang tidak dalpat menulis. Surat- 

swat yang disusunnya tjdak memp-myai kekuatan hukum yag khusus, pen~lis- 

penulis itu terdiri dslri  rang-orang ymg bebas d m  kadang-kadang budak belian. 

Orang menyebilt mereka n~ta-ii. Di samping itu terdapat pulz orang yang iiiserahi 

rnembuat akta d m  mereka disebut tabelliones atax tabelarii, mereka tugasnya harnpir 

mirip dengan di Indonesia yang disebut peiaksana perkara baainuaarnerner).65 

Sejarah notariat diawali tumbuh di Italia dimulai pada abad ke XI atau XI1 

yang dikenal dengan nama "Latinjse Notariat" yang n~erupakan tempzt asal 

berkeabangnya notariat, tempat ini teletak di Italia Utara. Dari perkembangan 

notariat di Italia ini kemudian meluas ke daerah Per'mcis dimana notariat ini 

sepanjang masa jzbatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada 

63 https://id.wiki~edia.orglwiki/Notaris, Notaris, Akses 12 April 2016. 
64 Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dun di Masa Datang, 

Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008),hlm. 40. 
65 R. Soesanto, Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, (Kakil Notaris Sementara), 

Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 11. 



masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat 

pengakuan dari masyarakat dan dari Negara, dari perancis pada frase ke dua 

perkembangannya pada perumulaan abad ke XIX leinbaga notariat ini meluas ke 

negara lain di dunia termasuk I n d ~ n e s i a . ~ ~  

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-XVII dengan 

beradmyn Veresnigde Oost hdische Compaignie ( v o c ) ~ ~  di ~7donesia.~' Jabatan 

Notaris pada waktu itu tidak mempunyai sifat ymg merdeka, berbeda halnya dengan 

sekaang ini, oleh karena para Notaris pada waktu itu ietap merupakan pegawai dari 

"Oost Indische Compaigr," yang dibentuk untuk kepentingan negara atau pemerintah 

l~danda.~ '  Pengangitdm Notzris di Indonesia ymg pada w&tu  it^^ disebut 

Kepulauai~ Hindia Belanda berhj~~an untuk mengzrur persaingan dagang y m g  

berlatar belakang penjajahan. Hal ini dilakukan dengaa menguasai bidang 

perdagangan sec.xa monovoli dm sekaligus penguhhan penguasaarl wilayah jajahan 

pemerintah Eelmda di Indonesia. 

Pada tahm 1795 Pengums dari VOC dihquskan clan diganti der,gm 

Conmitee lint& urusan dagmg dm harta betlda di Hindia Timur. 'JOC dihapuskari 

dari urusan kolonizl beralih ke tangan Negara Bataafsche ~ e ~ u b l i e k ~ '  (1795-1806), 

66 https:~/riz41dee.word~ress.c0ml2009/03/04/seiarah-notaris/, Sejarah Notaris, Akses 12 
April 2016. 

67 Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur yang didirikan pada tanggal 20 Maret 
1602, merupakan persekutuan dagang asa! Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas 
perdagangan di Asia. 

68 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafiir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.3. 

69 A. A. Andi Prajitno, Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Cetakan Pertarna, (Surabaya: 
Putra Media Nusantara, 20 1 O), hlm. 5 1. 

70 Nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 18C5, 
yang bentuknya mengikuti model Republik Perancis. Republik Batavia diproklamasikan pada 19 
Januari 1795, yaitu sehari setelah walinegara Willem V van Oranje-Nassau melarikan diri ke Inggris. 



tetapi baru pada tahun 1800, VOC telah betul-betul bubar, baik secara nyata maupun 

secara hukum. Segala keuntungan dan utang-utangnya dioper ke Bataafsche 

Repuhliek. Dengan demikian maka yang berkuasa tidak lagi suatu perusahaan dagang 

dengm nama Vereenigde Oost Indische Cornpaignie melainkan negara.71 

Sejak masuknya notariat di hld~nesia sampai tahun 1822, notariat hanya 

diatxr oleh 2 buah reglemen7? yang agak terperinci, yakni dsri tahun 1962 dan 1975. 

Reglelnen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan-perubdnan, oleh karena 

setiap kali apabila untuk itu dirasakm ada kebutxhan, bahkan juga hslllya untuk 

pengangkatan seorang notaris, maka peraturan yang ada dan juga sering t ~ j a d i  

peraturm yang sebaiarnya tidak berlaku lagi, diperbaha~i, dipertajam atau 

dinyatakar! berldc~i kembali ataupun diadakan peraturan iambahamya. Menurut 

kenyatamya seixumya iru dilak~~kzn senata-mata hmya unt~lk kepentingan dari 

yang berh~asa pada waktu itu d m  scicali-kali bukan untuk kepentingai~ umurn, 

sebagsimana haicya sekarang ini .73 

Sal& satu ketentuan dalam reglernen-reglenen tersebut adalah Ixangan 

kepada para Komisaris dari Raad van Justice di Batavia yang dimuat cialam reglemen 

tahun 1965, agar didalam melakukan inspeksi atas protokol para notsuis tidak 

mengadaka1 pemeiiksaan lebih jz-uh atas surat-surat wasiat dan akta-akta lain 

daripada yang di perlukan untuk menjaiankan tugas itu, lagi pula mereka hams 

71 R. Soegondo Notodisoejo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Ce+skan 
Kedua, (Jakarta: Raja Grafmdo Persada, 1993), hlm. 23. 

72 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Berasal dari bahasa Belanda aturan (peraturan) 
yang harus ditaati oleh anggota (kelompok atau masyarakat), http://kamus.cektkp.corn/re~lemen/, 
Akses 16 April 2016. 

73 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Kelima, (Jakarta: Gelora 
Aksara Pratama, 1999), hlm. 18. 



menjaga agar para sekretarus atau para pegawai yang disumpah yang membantu 

mereka didalam melakukan inspeksi itu tidak turut melakukan pemeriksaan itu. 

Alasan unhik mengeluxkan perahran itu ialah disebabkan adanya laporan pada 

waktu penyer&an rancangan "Niewe Bataviasche Rechten" kepada pemerintah pusat 

dalam tahun 1761, bahwa di Batavia terdengar desas-desus adanya usaha dari 

Komisaris Raad Van Justice di Eatavia untuk mengetahui seluruh isi protckol daii 

para notaris dan dengan demikian dapat mengetabui rahasia dari seluruh kota 

~ a t a v i a . ~ ~  

Pada tzhun 1860 diundan&anl& suatu peraturan mengensi Notaris yang 

dii-naksudkan sebagai pengganti peraturan-perahran yang lama, yaitu PJN (Notaris 

Reglemen) y a g  diur,dangkan pada 26 Januari ! 860 dalm Staadblad Notnor 03 dan 

mulai berlaku ~ a d a  juii 1960. Inilah yang menjadi dasar yang h a t  bagi pelcmbagaan 

notaris di Indonesia. Tahun 2004 diundangkm Undang-Undang Nomor 30 Thr;n 

2004 tentang Jiibatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 20C4. Pasal 

9i  UUJN telah mencabut dan menyatakar~ tidak berlaku i ~ t ~ i : ~ '  

a. Reglemcnt op Hei Notcaris Ambt in Nederlands Indie (staatblad 1860:3) 

sebagaiinana telah diubah terakhir dalarn Lembaran Negara 1954 Nomor 

101. 

b. Ordonantie 16 September 193 1 tentang hoilorarium Notaris. 

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954. 

74 Ibid., 19. 
75 Habib Adjie, op, cit., hlm.6. 



d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang SumpaWJanji 

Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notais yang 

kemudian disebut sebagai UUJN telall inengalami pmbahan satu kali me~jadi 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Secara g*s besar isi 

yang terkandw-g dari UU sebe lmya  masih s m a  akan tetapi ada bebergpa 

perubahan d m  penambahan berhubungan dengan berjalanya waktu pelaksanaan 

Jabatm Notaris. 

Dalam Pasal 'i UUJW Notaris diistilahkai~ sebagai pejabai u m m ,  yang 

dlhaksud clengan notslris adalah pejabat urnurn ymg benvenmg mcmbuat akta 

mtentik d m  meiniliki kewenangm lainya sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang ici atau berdasarkail Undang-Undang lainya. Pembuatan akta otentik ada 

yang dihz~skan oleh peraturm perundang-undangan dalam rangka menciptakan 

ke~astim, keterti'ban d m  perlicdungan hulaim. Selain akta otentik yang dibuat oleh 

stau dihadapan IVotaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang- 

undmgm, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian, ketertiban dan 

perlindungan huicum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat 

secara keseluruhan. 

Istilah Notaris sebagai Pejabat Umum, tidck hanya Notaris yang mendapat 

sandangan sebagai pejabat umum akan tetapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 



juga diberi kualifikasi sebagai pejabat urnurn dan pejabat lelang. Pemberian 

kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak 

belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya 

membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta 

yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelmg ~ a j a . ~ ~  

Adapun proses yang harus dilalui oleh seorang untuk dapat diangkat menjadi 

Notaris sebagaimana dimaksud dalam T?JU Nonlor 2 Tahun 2014 Perubahan atas UU 

Nomor 30 Tahun 2004 Pasal3 tentang syarat pengangkatan adalah sebagai bcrikut: 

a. \A7arga negara Indonesia; 

b. B e r t h l a  kepada Tuhar, Yang Maha Esa; 

c. Benn~ur  paiing sedikit 27 (dua puluh tujuh) t a h q  

d. Sehat jasmani cian rohani; 

e. Ecrijazah sarjana hukurn dan lulusm jenjmg strata dua kenotariaiar,; 

f. Tel& menjalani magang atau riyzta-nyaia telah Sekerja sebagzi karyzwan 

Notaiis dalanl waktu 24 (dua empat) bulan bert~nt-turut pada kantor 

Notaris atas prakarsa sendiri atau citas rekomendasi Organisasi Notaris 

setelah lulus strata dua kenotariatan; dan 

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

tidak sedang inemangku jabatarl lain yang oleh undang-undang dilarang 

untuic dirangkap dengan jabatan Notaris. 

76 Ibid., hlm. 13. 



2. Tugas dan Wewenang Notaris 

Wewenang merupakan suatu tindakan hukurn yang diatur dan diberikan 

kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan pemndang-undangan yang berlakii yang 

mengatur jabaian yang bersangkutan. i3engan demikian setiap wewenang ada 

bztasanya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundmg-undzngan yang 

mengatmya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang- 

lmdangan ymg mengatur jabatan pejabat yang bersangkxtan. 77 

Dalarn Pasal 15 UUJN dijelaskan kewenangan notaris adala? membuat akta 

oterltik iliengenzi semua pabuatan, perjanjian, dan keietapan ymg dihail~skail oleh 

peraturan perundmg-undangan daiiatax yang dikehendaki oleh yaxg berkepe~itingan 

~i l tuk dinyataican dalam akta otentik, xenjamin kepastian tanggd peinbuatan akta, 

i ~ e n y i ~ p a n  akta, memberikan grosse, salinan dan -kutipan aktz, semuanya itu 

sepmjmg peinbuatm akta-akta itu tidak juga ditugaskm atau dikecualikan kepzda 

psjabat lain atau orang jain ymg ditetapkan oleh undangundang. 

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan ke&.lian kht~sus yang menuntut 

pengetahurn luas, serta tanggung jawab yang berat lmntuk melayani kepentingan 

umum d m  inti tugas ilotaris adalah mengatur secara terhiljs dan otentik hubungan- 

hubungan hukum antwa paxa pihak yang secara mufakat meminta jasa n~taris. '~ 

Seorang notaris hams jujur, mandiri, cermat dan tidak memihak, serta hams 

mengikuti semua peraturan tidak terbatas peraturan jabatan notaris, tetapi juga semua 

77 Habib Adjie, op, cit., hlm.77. 
78 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris, Cetakan Pertarna, (Yogyakarta, Bayu Indra 

Grafika, 1995), hlm. 86. 



peraturan yang ada hubunganya dengan akta yang akan d i b ~ a t . ~ ~  Empat Pokok ha1 

yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas jabatanya adalah sebagai 

a. Dalam menjzlankan tugas profesinya, seorang notaris h m s  mempunyai 
integritas moral yang mantap. Dalam ha1 ini segala pertimbangan moral 
hams inelandasi pelalksanaan tugas profesinya. Walaupun aka1 
mempercleh imbalan jasa yang tinggi, namlm sesuatu yang Sertentangan 
dengan moral yang baik harus dihindarkan, 

b. Seorang notaris hams jujur, tidak saja pada klienya, juga pada dirinya 
sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampannya, tidak 
memberi janji-janji sekedar unhk menyenangkan klienya, atau agar si 
klien tetap mau inemakai jasanya. Kesemuw.ya itu merupakan sesuatu 
ukuran tersendiri tentang kada kejujuran intelektual seorang n~taris. 

c. Seorang notaris harus menyadari 3km batas-batas kewenanganya. Ia 
harus menaati ketentuan-ketent-clan hukum yang berlahu tentang seberapa 
jauh ia dz2at bertii~dak dan apa yang boleh serta ap? yang tidak boleh 
dilakukan. Adalah bertefitangan deng<m perilaku profesional, apabils 
seormg notaris ten~yata berdomisili d m  hertempat tinggai tidak djtanpat 
kedudukm~yzi sebagai notaris. Atau memasang papim dm mempunyai 
kantor ditenlpzt keududukannya tapi tcinpat tinggd~~ya di lain tempat. 
Secrag notaris juga dilarang u n u  menjalmkan jabatarxiya dililar dslerah 
jabatannya. Apabila ketentuar, tersebut dilacgga:, ~naka &a yang 
bcrsangkutan aka1 kehilangm daya otentiknya. 

d. Sekalipun keahlian seseorag dapat dirnml'aafkar, sebagai upaya ;rang 
lugas lintuk mendapatkan uang, nanun dalam me:aksan&an higas 
profesinya ia tidsrk boleh sernata-mata didorong oleh pertimbmgan uang. 
Seorang notaris yafig pancasilais hams bepergang t e e s  kegada rasa 
keadilan yang hakiki, tidak tcrpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak 
semata-matz hmya menciptakan suatu aht  bukti forma! mengejar adanya 
kepmtiar, hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan. 

Sebelmn memangku jabatan seorang notaris harus mengangkat sumpah 

dihadapan menteri atau pejabat lain yang ditunjuk ha1 ini teLmuat dalarn Pasal 4 

UUJN, oleh karena itu notaris harus netral dan tidak berpihak. Artinya bahwa notaris 

dalam membantu para pihak merumuskan dalam ak+a harus diingat kepentingan 

79 Mulyoto, Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dun Hukum Perjanjian Yang Hams 
Dikuasai), (Yogyakarta: Cakrawala Media, 201 l), hlm.27. 

80 Liliana Tedjosaputro, Op. Cit., hlm. 87. 



kedua pihak. Lebih-lebih kalau akte yang dibuat dihadapan notaris itu dijadikan 

sengketa sampai dimuka pengadilan.81 

Dalam melaksandcan tugasnya notaris tidak bekerja dengan hanya 

ba-pedoman pada UUJN dan kode etik saja, akan tetapi seorang notaris diawasi juga 

oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk d m  berkedudukan di kabupaten atau 

kota (pasal 69 UUJN), Majelis Pengawas Wiiayah (MPW) dibentuk dan 

berkedudukan di ibukota propinsi (pasal 71 ayat (1) -UUJN), Majelis Pengawas Pusat 

(MPP) dibentuk da: berkedudukan di ibukota negara @zsal75 ayat (1) UUJN).'~ 

Pengawasan d m  pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukm oleh Majelis 

Pengawas, yang didalarnnya ada unsur noiaris, dengm demikian setidaicnya cotaris 

diawasi dan diperiksa oleh axggota majelis perigrxas chi notaris mer~pakm 

Fengawasan internal zrtinya ciilak&m oleh sesana notaris yang inernahami dunia 

noiaris luar dalam, sedslngkan unsur lainye merupakan unsur ekstcrnal yang 

mewakili dunia akademik, pemerintah d m  masyaakat. Perpaduan keangootam 

Majelis Pe~gawas diharapkan dapat msmberikan sinergi pengawasan Can 

pmeriksaan yang objektif, sehi~gga setiap pzngawasan dilakukan berdasarkan 

aturan hukum yang berlaku, dan para cotaris dalam menjaldan tugasnya ticiak 

menyirnpang dari VdJN karena diawasi secara internal dan eksterr~al.'~ 

Profesi notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak 

81 A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 27. 
82 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cetakan 

Kesatu, (Bandung: Refika Aditama, 201 I), hlm.5. 
83 Ibid., hlm. 6. 



boleh memihak ke salah satu pihak dan hams berlaku adil terhadap kedua belah 

pihak serta menjelaskan alubat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah 

pihak terutama pihak yang lemah. Tetapi karena kurang pengertian dari polisi dan 

jaksa, maka sering dimggap yang melakukan perbuatan h u h  itu adalah n~taris . '~ 

Dijelaskan juga dalam Yasal 15 ayat (2) huruf e UUm, Notaiis juga dituntut 

sebagai penasihat huk-dm yaitu memberikan penyuluhan kegada masyarakat 

sehubungan dengan akta yang &an dibuatnya, sebelun para penghadap menualgkan 

kehendaknya dalam akta, notaris memberikan nasihat seperhnya kepada para pihak, 

antara lain siapa yang boieh melakukm pesbuatm hukum sehubungan dengan akta 

yang liendak dibuatnya, apa ymg hcrus dilengkapi untuic aenbuat aha dan lain 

sebagainya." 

Pejabat umum yang dim~ksud adalah pejabat yzng dinyataari dengm Undmg- 

Undmg mempunyai wewenmg uniuk membuat akta otentik: inisalnya ilotaris: 

paitera, jcrusita, dan pegawai pencatatan sipil. Selajutnya setelah dijelaskm b&wa 

wewenmg notaris adalah mernbuat akia ~tentik yang berfimgsi sebagai alat bukti 

yang sempurna. Menurut Pasal 1568 KUH Perdata jika alcta yatlg bersangkutm 

memenuhi persyaratan: Akta itu hams dibuai oleh atau dihsdagan seorang pejabat 

umum, Akta itu hams dibuat d a l m  bentuk yang ditentukan oleh Undmg-Undang. 

Pejabat mum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, hams mempunyai 

wewenang untuk membuat akta itu. 

84 Liliana Tedjosaputro, Op. Cit., hlm. 89. 
85 Ibid., hlm. 27. 



Menurut G.H.S Lumban Tobing wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu:86 

a. Notaris hams benvenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat 
itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. 
Akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris hanya akta-akta tertentu yang 
ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan 
Perundang-undangan. 

b. lVotaris liarus benvenang sepanjang mengenai orang-orang untuk 
kepentingan siapa akta itu dibuat. Maksudanyz notaris tidak benve~ang 
membuat akta untuk kepentingar, setiap orang. Dalam Pasal 52 UUJN 
ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri 
sendiri, istrilsuami, orang lain yang mempunj-ai hub?lngan kekeluargaan 
dengan noiaris, baik lcarena perkawiilan ataupun hubungzn darah d a l m  
garis keturunan lurus kebawzh dm' keatas tanpa pem5atasan drajat, serta 
dalam garis kesamping sampai denganderajzt ketiga, serta menjadi pihak 
untuk diri sendiri maupun cialam suatu kediidilkan ataupun dengan 
perantaraan kuasa. Pelmggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan 
akta cotaris tidak l a g  berkedudukan sebagai akta oteniik, tetapi hanya 
sebagai akta dibawah tangan, 

c. Notaris h m s  benvenang scpa~ijang mtngenai tempzt dimma akta dibuat. 
Maksudnya bagi sdiap notaris ditentukan wilayah jabiitm sesuai dengm 
terr~pzt I~ted~zdukx~. TJntuk i ru notaris hLnya benvenang ~ ~ e m b u a t  ak ta 
yang berada di dalam wilayah jabatanya. Akta :vrang dibuat ddiluar wilayah 
jabatmya hanya berkedudukan seperti akta dibawah tangan, 

d. Notaris harus berwenang sepsu?jmg mengenai wakta psmSuatan akta itu. 
Maksudilya adalall notaiis tid& boleh me~nbust aka  selma masih cuti 
atau dipecat dari jabatmilya, demikian pula notaris ticlaic benvenang 
merr~buat akia sebelum memperoleh Surat Pengaiigkatan (SKI d m  
sebel-dm melakakm sumpah jabsltaii. 

86 G.H.S. Lurnban Tobing, op cit., hlm. 49-50. 



BAB I11 

PENYALAHGUNAAN FUNGSI TANAH KAS DESA DI KECAMATAN 

RANGUNTAPAN UBUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA 

A. Monografi Daerah Penelitian 

1. Geografi dan Adininistrasi 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mmpunyai !ima kabupaien dan satu 

kotamadya, salah satu kabupatefi tersebut aclzkih Kzbupaten Bmtul. A2abila dilihat 

dari berltang alamnya, wilayah Kabupaien Bantu! terdiri dzri dasriih dataran :fang 

terletak pada bagian teilgzh dan daerdi perbulutan ymg terletzk pada bagiLm timur 

dan bar& serta k~wasan pantai di sebeld se!atan. 'iCor,cSisi bentang alain tersebut 

relatif membujur dari utara ke selatan. Secslra geografis, Kabup~ten Bantul terletak 

antara 07"44'04" 08"00127" Lintang Selatzn dan !1@"12'34" - 110°31'08" Bujur 

Timur. 87 

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km2 (15,90 % dari Luas wilayzh 

Propinsi DIY) deilgan topografi sebagai dataran rendah d m  !ebih dari separuhnya 

daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari: Bagian Barat, 

adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke 

Selatan seluas 89,86 km2 (17,73 G/o dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah 

daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 krn2 

87 Bantul Dalam Angka 20 1 5 ,  GeograJis dan Iklim, hlm. 3 



(41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang 

keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km2 (40,65%). 

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah 

dengm keadaan alarnnya yang berpasir dan sedikir belagun, terbentang di Pantai 

Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dm ~ r e t e k . ~ ~  

Pada penelitian ini penulis mengambil ~byek  penelitian di beberapa Desa di 

Kecamatan Banguntapan, diantaranya adalah: 

g. Desa ~ a ~ i ~ u n t a ~ a n ~ ~  

Proses tesbenk'cnya Desa Banguntayan Berdasarkan Maklurnat 

Pernerintall Daerah Isti11;ewa Yogyakarta tahun 1946 mengexii 

Pexcriritdl Kelurahm, maka 6 (enm) Kelurahan d wilayah ini y&i 

Kelurahaii Pengawat Rejo, Kelurahan Wosocatur, Kelurahan Sorowajm, 

Kelurahan Katandan, Kelurahan Pringgalayan dm Kelurahan Filahafi 

digabung menjadi siih "Ke!ur&m Yang Otonom" dcngm nama 

Kelurahan Bangcntapan, dengan Bapak Dirjo Suiilarto sebagai lurah 

pertama N m a  tersebut kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan 

Mrklumat Pcmerintah Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 

tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan. 

Desa Banguntapan dengan luas wilaydh 701,8 hektar yang terdiri dari 11 

dusun, 4.7 RW dan 172 RT dengan jumlah penduduk 41.224 jiwa 

88 ht~s://www.bantull-ab.ao.id/urofiYsekilas kabupaten-bantul.htm1, Bantul, Akses 22 Juni 
2016 

89 http://desabanauntavan.blo~s~ot.co.id/, Desa Banguntapan, Akses 10 Mei 2016. 



pertanggal 1 Januari 2012. Desa Banguntapan terletak di dataran rendah. 

Desa ini terletak pada ketinggian 100 meter diatas perrnukaan laut. Jarak 

kecarnatan ke pusat pemerintahan Bantu1 adalah 15 b.. Desa 

Banguntapan beriklirn layaknya di daerah dataran rendah di daerah tropis 

dengm cuaca panas sebagai ciri khasnya, suhu ymg tertinggi di Desa 

Banguntapan adalah 37 derajat celcius dengan s u h ~  terendah 24 derajat 

celcius. Bentangzn wilayah Desa Banguntapan 10096 bempa daerah yang 

datar sarnpai berombak. Corak masyarakat di desa ini adalah 

majemukheter~gen, tidaic seperti halnyc di desa yang terletak di 

Kabugaten Bantu1 lain ya p g  pe~duduknya rata-rats adalah y etari, ha1 

ini karena pvsisi Desa 3anguntzipai1. berl?ataa de~gan: 

4. Sebelah 3xat : BerSztesa~~ dengan Kota Yogyakarta. 

5. Sebela?? Utara : Eerbatzsan dengan Desa Caturtxnggal, 

6. Sebelah Timur : Bcrbatasan dengan Desa Bsturetilo, Ean'iul. 

7. Sebelah Se!atm : Behatasan dengan Desa Wirokerten, Bcnt~~l  

dan Kotagede, Kota ~ o ~ ~ a k a r t a . ~ '  

Adapun jurnlah penduduk Desa Banguntapan berdasarkan jenis kelarnin 

pada tahun 20 12 yaitu : 

1. Laki-laki : 21.618 Jiwa 

2. Perernpuan : 21.490 Jiwa 

Jumlah : 43.108 ~ i w a ~ '  

90 htt~://kecamatanbanauntapan.blopspot.co.i2013/01/desa-banguntapan.html, Desa 
Banguntapan, Akses 09 Mei 2016. 



Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banguntapan: 

- Kepala Desa : Puthut Damarjati, SE. (PJS Kepala Desa) 

- Sekretaris DesafCarik : Puthut Damarjati, SE. 

- Kabag. Pemerintahan : H. Wardjono, BA. 

- Kabag. Ekobang : Sutikmmtoro, BA 

- Kabag.Keuangan : Drs. Endro Suryono 

- Kabag. Kesra : Sudmaji  

- Kabag. Pelayanan : Suharjono, SE. 

Dibantu olzh 10 Staf desa dan 2 pefijaga malam serta petugas 

clapur/kebersih.m 

Pedukuhan di Desa Bangtritzpzn: 

P e d ~ a n  Tegalt=dan 

Ped-kiihan Jaraian 

P edukuhan Jo~nblangm 

Peduhlhan Wonocatur 

Pedukuhan Karangjambe 

Pedukuhan Karmgbendo 

Pedukuhan Sorowajan 

Pedukuhan Plumbon 

Pedu'lcuhan Pelemwulung 

P edukuhan Pringgolayan 

91 http://desaban~untapan.blogspot.co.id/, Desa Banguntapan, Akses 10 Mei 2016. 



- Pedukuhan Modalan 

- Komplek Lanud Adisutjipto 

Kelembagaan Desa 

1. B&dar, Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. Bersama dengan Kepala Desa 

membuat Peraturan Desa, menetapkan APBdes, dan mengawasi 

pelaksanaar! Peraruran Desa. 

Struktur BPD terdiri dari 9 Anggota: 

A. Unsur Pimpizan merangkip anggata BPD 

Ketua : H. Sabardi 

Wakil Ketuz : Sxjimin B.Sc. 

Sekretar-is : R. Mzrdi SuyaLio, Bc.Hk. 

B. Anggota 13P3 terdiri dari 6 ormg. 

C. Dibantu cleh 1 orang Kepala Tsta Usaha EZPD yafig merupakan unsur 

pamong desa. 

2. Lembaga Pemberdayaan Masyaraicat Desa (LPMD) 

Ketua : Ir. Hadi Punvoko 

Sekretaris : Kuat Diyono 

l3endcha.a :BunyaminFarid 

3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

Ketua : Ibu Putut Damarjati 



Sekretaris : Ibu Harmoyo 

Bendahara : Indaryanti 

h. Desa ~aturetno'~ 

Desa Baturetno berdiri pada tahun 1936, yang merupakan penggabungan 

dari 3 (tiga) Kaiurahm Lama (Kalurahan sebelum kemerdekaan) yfiitu: 

Kalurahan hlantup, Kal~rahan Wiyoro, Kalurahan Ngipik. Dari gabungan 

3 (tiga) Kdur&.ar? Lama tersebut di atas menjadi Kalurahan atau Desa 

Barnetno, yang berada di bawah Wilayah K5panewon Kota Gede 

Yogjdcarta. Adapun Jsr.baia11 dan Stniktur Organisasi Pe~er in than  Desa 

Batxretno sebagai berih t : 

I .  Kepala Desa : Sarjaka 

2. Sekretzis Desa/Carik : Sugeng Atmojo 

3. Kabag. Keuangan : Sugiyanti 

4. Kabag. Umum : Budiono, S.lp 

5 ;  Kabag. Progrzm : Sumarmmta 

6. Kasi. Pemerintahan : Supandi 

7. Kasi Fembagunan : Sopi Aribowo, S.Md 

8. Kasi Ikmasyarakatan: Edi Sutrisno 

9. Ketua BPD : Sudiantara, S.Ip 

- 

92 h~://kecarnatanban~ntapan.blogs~ot.co.id/2O 13/01/desa-baturetno-43 17.htm1, Desa 
Baturetno, Akses 10 Mei 2016. 



Desa Baturetno terdiri dari 8 (delapan) Pedukuhan yaitu : 

1. Pedukuhan Pelern, : Arnat Wakid 

2. Pedukuhan Maltup : Tjiptohardoyo 

3. Pedukuhan Kalangan : R. Hadi Sumarto 

4. Pedukdan Wiyol-o : Imam Syaro'ni 

5. Pedukuhan Manggisan : Abdul Wahid 

6. Pedukuhan Ngipik : R. Atmo Wiyoto 

7. Pedukuhan Plakaran : Pudjoharsono 

8. Pedukuhan Gi!ang : Hardjodihomo 

X,uss Wilsyah pdlllrslhan/De~2 Baturetno : 371.1730 Ha 

Batas IVilayzh Desa 

1. Sebelah TJtzra : Lmud Adisucipto 

2. Sebelah Selatan : Desa Potor~no, Banguntapan Baiitui 

3. Sebeld~ Barat : Desa Ranguntapan, Banal 

4. Sebelah Timu : Desa Sendarlgtirto. Berbah, Sleman 

J~mlah  Penduduk 

Laki Iaki : 6.300 jiwa 

Perempuan: 6.427 jiwa 

Jumlah :12.727jiwa 



i. Desa ~ i r o k e r t e n ~ ~  

Desa Wirokerten dibentuk pada 9 Desember 1949, nama Wirokerten 

berasal dari rasa ingin mengenang secrang tokoh yang dianggap oleh 

masyarakat sebagai seorang pemberaii dan berjuang semata-mata untuk 

kejayaan Kerajaan Mataraii pada waktu itu. Tokoh tersebut adalzh 

Turnengg~ng Wirokerti. Beliau merupLakm komandan pasukan perarlg 

Sultan Agung. Sehngga untuk menghomati jasa-jasa Tumenggung 

Wirokerti yang pemberani tersebut, maka nana "Wircjkerted7 dari asal 

kata "Wirokerti" dipakai sebagai nama Desa ini sampai sekairang. 

Keadam unli-un Desa VJirokerten 

Luas wilayah 3 86.165 Ha terdiri dari: 

1. Saura!! iiigasi teknis : 255,75 Ila 

2. Sawall irigasi '/z teknis : 24,25 Ha 

3. Tegai i l~dmg : 15,55 Ha 

4. Pemukiman / pekarangax : 1 04,55 Ha 

5. TKlj : 48,GO Ha 

6. Lain-lair, (SG) : 8,00 Ha 

Batas Wilayah : 

1. Sebelah utara dibatasi : Desa Singosaren 

2. Scbelah timur dibatasi : Desa Jambidan 

3. Sebeiah selatan dibatasi : Desa Pleret 

93 h~://kecamatanban~nta~m.blopspot.co.i2013/0l/desa-baturetno 4317.htm1, Desa 
Wirokerten, Akses 10 Mei 2016. 



4. Sebelah barat dibatasi : Desa Tamanan 

Jumlah pendudck per Januari 20 15 berdasarkan jenis kelarnin : 

1. Laki-laki : 6.501 Jiwa 

2. Perernpuan : 6.485 Jiwa 

Jualah : 12.985 Jiwa 

Adapn Jabatan dm Stn;ktur Organisasi Pemcrintahm~ Desa Wirokzrten 

sebagai berikut: 

1. Kepala Desa : Hj. Rafixnawati Wijayaningrum, S.E. 

2. Sek;-etais Desa'Carik : - 

3. Kabag. Peiajranan : Kaswati 

4, Kabag. Pemerintahan : S ~ J - ~ S ~ ~ O  

5. Kabag. Ekobang : Widayanto 

6. Ka. Ur. Tata Usaha : Nur Almsah. A.Md 

7. Staf : Suk~ntto 

8. Staf : Warsii~i 

9. Staf : Musiyem 

10. Staf : Indrasworo Agung Pribadi 

11. Staf : Marsimin 

12. Staf : Darmadi 

13. Staf : Fitri Puji Isnani 

Unsur Pimpinan merangkap anggota BPD 



1. Ketua : Mu..  Asrori, S.Pd 

2. Wakil Ketua : Mutidjo, B.A. 

3. Sekretaris : Bintang Satya Parnungkas 

Anggota BPD terdiri dari 8 (delapan) orang 94 

Kabupalen Banhi mempunyai wilayah sell~as 506,85 KM2 (15,90 % dari 

luas w ilayah Propinsi Dzerah Istinewa Y ogyakarta). Ba@m barat adalah daerah 

lanclai seita yerbukitan yang inembujur dari ctara ke selatan seluas 89.86 KM2 

(17,73 % d a i  sel~ruh wilayaki). Bagian tengah adalah daerah datar dan Imdzi 

merupakm daer.5h pertania yailg subur seluas 210,94 Kh12 !4!,62 % dari luas 

wilzyahj. Sagian tiaur adalah daerah Imdai, miring d m  terja! yang keadaarlya lebih 

'baik dari daerah bagian barat, seluas 206,05 I(h.12 [40,55 % dari luas wilayah) 

B~gian selatm adaia5 sebe~aiiya merupakan bagim dari bagia  tengah dengan 

keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguns, terbentmg di pantai selatan 

dari Kecarnatan Srandakan, Kecarnatan Sanden, Dm Kecamatan -Kretek. 

Kondisi cuaca Kabilpaten Bantill pada tahun 2010, curdl hujan tertinggi 

tercatat 728 mm dan terendah 6 mm, sedangkan banyaknya hari hujan berkisar antara 

3 - 20 hari. Bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret tercatat 728 

94 Buku Monografi Desa Wirokerten Tahun 20 15 Semester I1 
95 h t t u s : / / w w w . b a n t u l k a b . ~ o . i d / p r o f W s e ~  bantul.html#, Topografi Kabupaten 

Bantul, Akses 15 Mei 2016. 



mm dan bulan dengan curah hujan terendah adalah bulan Juli tercatat 6 mm. Curah 

hujan rata-rata di Kabupaten Bantul berkisar 213,51 mm. Sepanjang Tahun 2014 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yang tercatat di Stasiun Pemantau 

Gedongan, yaitu sebanyak 821 mm dengan jumlah hari hujan 21 hari.96 

B. Yelaksanaan Peraturan Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas 

Desa Sesuai Dengan Peraturan Pcr Undang-Undangan Yang Berlakr?. 

Pcngelolaan tanah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas bgsional, asas 

manfact, kepastian hukum, keterbukaan, efisiefisi, zikcntabilitas, Jan kepzstian nilai. 

Cm- juga hxus bctiaya gJna clan berhasil gma untilk menkgkatkan pzndapatan 

desa.dan mtuk kernanfaatan Desa. 

Jenis pemanfa&n tanah kas desa diatur d a l m  Pasal 7 Ferabran Gubemur D N  

P-Jomor 65 Tal.un 201 3 Tentang Tanah Kas Desa yaih sebagri bedcut: 

a. Sewa nlenycwa 

Adalah kegiatan pzmanfziatan tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangks 

waktu tertentu dengan menerima uang tunai. Fernanfaatan tailah kas desa 

berupa scwa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 liuluf a Pergub 

DTY Nomor 11 Td~un 2012 Tentang Pedoman Fengel~laan Dan 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan atas dasar: 

1. Menguntungkan desa, 

96 Bantul Dalam Angka 20 15, Geografzs dan Iklim, hlrn. 3 



2. Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun untuk sewa menyewa yang 

tidak mengubah peruntukannya sesuai dengan jenis kekayaan desa dan 

dapat diperpanj ang, 

3. Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian 

adanya perubahan Pergub Nomor 39 T a b  2014 waktu sewa paling 

lama 10 (sepuluh) w.tuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya 

sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang, 

4. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Perahran Desa, 

5. Terhadap pelaksanaan sewa menyewa sebagairnana dimaksud dalarn 

hun~f c di!akukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun, 

6. Sewa insnyewa tidak boleh diperg~nakai -iituk tempzt tinggal 

p~ibadiipercrang~, 

7. Tihak penyewa tanah kas desa wajlb menanggung biaya pensedifikatar~ 

tanah kas desa yang disewa, 

8. Setelah jangka waktu seT.va menyewa baakhir, pihak penyewa arajib 

menyerahkm s e l w h  bmgunsul dan taialnan yang bmada Ci atas tanah 

kas dessl yang disewa kepada Pernerintah Oesa disei-tai dengan Berita 

Acara Serah Terima, 

9. Khusus terhadap sewa menyewa yang ciilakukan oleh Pemerintah 

Daerah, setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, aset yang 

didirikan di atas tanah kas desa tersebut tetap menjadi milik Pemerintah 

Daerah selama masih dipergunakan, 



10. Apabila pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban atau melanggar 

larangan dalarn Perjanjian Sewa ivlenyewa, maka Perjanjian Sewa 

Menyewa berakhirhatal. 

Segala pemanfaatan tanah kas desa yaitu meliputi sewa-menyewa, bangun 

serah guna clan bangun guna serah wajib mendapatkan izin dari gubernur. 

Pasal 9, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahur 

2013 Tentang Tanah Kas Dssa, untuk mendapatkan izin dari gubemur 

sebagaimana dimaksud, Pemerintah Desa hams menyampika surat 

permohonan icepada Gubenlur mel~lui Rupa'ci, yang dilmpiri dengan: 

1. Fotokopi akta pciidirian bagi bad&! usiiha atau organisasi atau bukti diri 

bagi perorangail atau peraturan peinbe~~tukan iceleinbagaan b a g  Iristansi, 

2. Fotokopi dcta pendirian, bulcti djri, atau peraturm pcnlbertukan 

kelembagaar~ sebagaimara dimaksitd pada huruf a dinyatakzm dengan 

surat pemysrtaan mengensi kebenarm fotokopi dokumen sesuai dengan 

aslinya yang ditandatangani oleh yang bersanghtan atau pimpinan dari 

badan usaha, organisasi, ctau instansi, 

3. Froposal, paling sedilut menguraikan inengenai: 

a. Maksud dan tujuan pernanfaatan Tanah Kas Desa, 

b. Letak Tanah Kas Desa, yang meliputi: 

1. Peduicuhan, 

2. Desa, 

3. Kecarnatan, dan 



4. Kabupaten, 

c. Perkiraan luas tanah yang dibutuhkan, 

d. Jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa, 

e. Rencana penganggaran, yang meliputi, 

1. Besamya dana, 

2. Sumber dana. 

4. Reputusan kepala desa Jan atau Pzraturm Desa, dan 

5. Persetujuan dari BPD. 

Selanjctnya dalam Pasal 10 Perahran Gubenlur Daerah Istiinewa Yogjakarta 

Nomor 6 5  Tahun 2013 Tentmg Tan& Kas Cesa, surat permohonan 

sekigaimana meildap~tkan izin dari Giibemir hams diketahi oleh Cainat 

setempat. Berdasarkan peimohonan sebagaimann dimaksud daiam membuat 

rckomer,dasi kepada gubemur palifig sedikit memuat: 

1. Kesesuaiz tata ruang yang dit~rbitka~ oleh badac koordinasi penataan 

r a n g  daerah, 

2. Asp& ekonori~i, dan 

3. Aspek lingkungan. 

Sewa sebagaimma dimaksud hams dibuatkan surat perjmjian sewa 

menyewa, paling sedikit memuat: 

1. Subjek dalam perjanjian, 

2. Obyek perjanjian, 



3. Ruang lingkup, 

4. Jangkawaktu, 

5. Hak dan kewajiban, 

6.  Besaran seura, 

7. Penyelesaian perselisihan, 

8. Keadaan memaksa (force majeure), 

9. Pengalchiran perjanjian, dan 

10. Peninjausui pelaksaxam* perjmjian. 

Pihak penyewa yang telah habis jangka waktu sewanya dan akafi melakukan 

perpanjangan rnasa sewa mendapatkan prioritas untuk menyewa Tanah Kas 

Desa, Gengan ketentum sebagai berj'kcit: 

1. Telah memenuhi kewajiban yar,g dirnuat dalam Keputusm Gubernur 

maigenai izin pemanfaatan 'Tar,& Kas Desa; d m  

2. Telali memenuhi perjmjian sel.va-menyewa de~gan Penierintah Desa. 

b. Bangun Serah Gilna atau Bangtan Guna Serah 

- Bangun serah gclna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas 

desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunail danlatalu sarana 

berikut fasilitasnya, keniudian didayagunakan oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan 

kembali tznah beserta bangunan dda tau  sarana berikut fasilitasnya 

setelah berakhir jangka waktu 



- Bangun guna serah adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh 

pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danlatau sarana berikut 

fasilitasnya, da i~  setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang 

disepakati. 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna atau bangun guna 

serah hanya dapat dil&kan icme~a Pernerintah Desa memerlukan bangunstn 

dan fasilitas bagi pmyeler?ggaraan Pemerinthan Desa untuk kepentingan 

pelayanan u~um: dmlatau tidak tersedia dana dalam mggaran pendapatan 

belmja Desa un'd penyediaan b m w n m  dsn fdsilitas bagi ~enyelenggaraan 

Pemerintahm Cesa. 

1. Dijelaskan dalam Pasai 18 leraturan Gubeml~r Daerah Istimewa 

Yoeyakarta Nornor 65 Tzhun 2013 T e ~ t m g  Tanah Kas Desa, Bangun 

serah gun2 atau bangun guna serah sebagaimmz dimaksud, dilaksmakan 

dengan ketes~tuan sebagai berikut: 

a. jangka waktu koiitrak bangun serah guna danlatau bangm guna serah 

paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan 

b. pelaksanaan lcontrak bangun serah guna dan bangun guna serah 

dilakukan tim. 

2. Jangka waktu kontrak bangun serah guna atau bangun guna serah 

sebagaimana dimaksud 'diatas, dapat diperpanjang paling banyak ! (satu) 

kali. 



3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk oleh Kepala 

desa, yang terdiri dari unsur: 

a. perangkat desa, dan 

b. tenaga ihli. 

4. Tugas tim sebagaimma dimzksud pada ayat (3), meliputi: 

a. Menyiapkan kontrak; 

b. Meilyusun prioritas objek bangun serah guria atau bangun guna serah; 

c. Menyiapkan dan membuat kerangka acuan atau praposal objek 

bang~n serah guna ztau bangun guna seraln; 

d. M,~nyiap!ian dx! membuat materi dan rancangan kontrdc; 

e. Menilai kerangkil acuan 2tal1 proposal dan studi kelayakan objek 

bangin serah guna dariata~ bar,gun guna serah dari pihak ketiga; dan 

f. Mclahkan pengawasan terliadap pelalisanam kontrak bangun sei-ah 

guna aiau bangun guna serah. 

Kemuadian dalarn pasal 19, bangun serii guna atau bagtin guna serah 

sebagaimana dimaksud 3i atas harus den.gan dckurnen kontrak b a n ~ n  serah 

guna atau bangun guna serah, paling sedikit memuat: 

1. Fihak-pihak yang terikat dalam kontrak; 

2. Obyek kofitrak bangun serah guna atau bangun guna serah; 

3. Jangka waklq 

4. Hak dan kewajiban para pihak; 

5. Penyelesaian perselisihan, 



6. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 

7. Peninjauan pelaksanaan kontrak bangun serah guna atau bangun guna 

serah 

C. Bentuk Penyalahgunaan kepemilikan hak atas Tanah Kas Desa yang di 

drrdu'ki warga sebagai tempat tinggal dan upaya Pemerintah Desa dalam 

mengatasi penyalahguuaan fungsi Tanah Kas Desa di Kecalnatan 

Banguntapan Kabupaten Bantu1 Daerah Istimewa Yogyakarta. 

1. Desa Baaguntapan 

Dess B=guntapan memiliki kekayaan yar,g 'oempa Tan& Kas Desa lebih 

dari 75 Ha (Hektai) lebih tepatnya 750.041 m2 (meter persegi). Sebagislr, besar tanah 

tersebut bel-iim bersertipikat dan masin se5at.s tercatat dalarn dafiar b u h  Pemerintah 

Desa. Beberapa diantaianya dinmfaatkan sebagai gaji peraiiglcat desa yang berupa 

tanah bengkok selama rnenjabat di penerintahan desa kecuali BPD (Badan 

Pennusyawaratan Desa) tidak menerima tanah bengkok melaidaz penghasilan tetap, 

dail juga dimanr'slstkan untuk fasiiitas urnum seperti sekol*, pernakaman, lapangan 

olahraga, puskesmas dan lain-lain, Sedangkan sisanya dimanfaatkan cleh investor 

untuk kegiatan usaha dan ~~enjacii tempat tinggal untuk pemukiman masyarakat. 

Dengan rincian sebagai beri'it: 



Data Pemanfaatan Tanah Kas Desa Banguntapan 

No. Penerima 

Luas Tanah Kas Desa 

(meter persegi) 

1 
I 

Kepaia Desa I 44.305 m2 

2 

4 
I I 

( Kepala Urusan Kesra 1 30.360 m2 -1 

Sekretaris Desa / 34.720 m2 1 
I 

i- 
Kepala Urusan Ekobang I ! 28.495 m2 

I 

Kepala Grusan Pemeriatahan 29.170 h-1 

1 7 1 Kepzls Urusan Urntun I 28.800 m2 
I 

I 
I 

6 1 Kepala Urusan Keuaagan 

I I - 
9 Kepala-kcpals Dusun I 131.7GOm2 I 

I I I 

28.660 m2 --4 I 

I I _I 

Sumber: Bagan Pemerintahm Desa Banguntapan, 20; 5 

1G 

Dari keseluruhaa Tanah Kzs Desa yang dimiliki oleh Desa Ba~guntapan, di 

.- - 
Fasilitas LJmunl ___F_t- 7 8 ~ 7 I  

Tanah Kas Desa yang praduktif tersebut di atas sebagaimana peruntukmya 

diberikan oleh desa kepada pihak lain untuk menanamkan modalnya yarlg hasilnya 

dikelola oleh desa untuk pemas~kan kas desa dengan bentuk Sewa Menyewa, 

Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serali. Di sisi tersebut banyak terjadi 

penyalah gunaan tailah kas desa sebagaimana mestinya yaitu diantaranya adalah 



pemanfaatan oleh warga masyarakat baik pendatang yang telah tercatat maupun yang 

belum tercatat sebagai warga Desa Banguntapan menjadikanya sebuah hunian. 

Berdasarkan Peraturan Desa Banguntapan Nomor 06.B Tahun 20 1 5 Tentang 

Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Banguntapan harga sewa tanah 

desa yang berupa persawahan adalah per meter persegi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 

per 1 tahun, sedangkan b.arga sewa tanah desa yang berupa pekarangan per meter 

persegi Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) per 1 tahun. Tanah Desa Tepj yang merupakan 

tanah kas desa yang letzknya di pinggir yang besaran sewanya ditentukaa oleh 

Pemerintah Desa. 

Data T a ~ a h  Mae Desa Banguntapar? yang disewa oleh investor 

Investor i Benghasiian dari TKD I 
m2 x Rp. 3000,- tGa ta11u.n periode pertxm (10-12- 1 

'LID. MEGA 20 12 s/d 09-12-20 15) menghasilkxi Xp. 19.440.00G,-. Baru 

membayar B.p. 6,000.000,- mas* h~rang Rp. 13.440.000. / 

1.91 3 mi - 1.910 x Rp. 4,646,- satu tahun dengan kenaikan 

6% menghasilkan Rp. 8.873.980,- 

1 2 !  CV. Jati Putra 
1.283 rr12 per tahun, tahun kesepllltlh tahun 2015 

menghasilkan Rp. 4.3 13.660,- 

2.400 m2 satu tahun tanggal 17-03-2015 s/d 18-03-2016 
CV. Jati Putra 

menghasilkan Rp. 7.415.760,- 

Rumah Makan Kg 
Akaderni Analis 

1.700 m2 satu tahun (17-03-2014 s/d 16-03-201 5) 

menghasilkan Rp. 4.078.350,: 
"MANGGALA" 

385 m2 = 385 x Rp. 2.750,- lima tahun (10-10-2C10 s/d 10- 

10-201 6) menghasilkan Rp. 7.763.245.- I 

7 I DewanDa7wah 1 4.000 m2 x Rp. 2.9750,- tiga tahun tahap ke dua dcigan 



Islam lndonesia 

Perwakilan 

Yogyakarta 

Yayasan 

Pendidikan Bakti 

Yogyakarta 

(AI(AKOM) 

CV. JG.20CO 

PT. Pionir Beton 

Industri 

PT. Jasa Alam 

Sarana (JA S) 

--- 
CV. BmOcrun 

Sej aht era 

CV. Bangun 

Sej nht era 

'fayasan Ponpes 

W-ira Usaha 

SUNAN 

KALI JAGA 

Yayasan Ponpes 

Wira Usaha 

SUNAN 

KALIJAGA 

Kepolisian Resort 

Bantul, Sektor 

Banguntapan 

Kepolisian Resort 

kenaikan sebesar 15% menghasilkan Rp. 37.950.000,- 

5.490 m2 Rp. 3.000,-. Tiga tahun periode ke dua (17-05- 

2013 s/d 16-05-2016) dengan kenaikan sebesar 18% 

menghasilkan Rp. 52.374.600,- 

1.159 m2 x Rp. 2.750,- Tiga tahun tahap kedua periode (09- 

08-20 13 s/d 08-08-201 6) dengan kenaikan sebesar 1 8% 

meilghasilkan Rp. 11.282.865,- 

5.500 m2 x Rp. 6.000,- tiga tahun periode kedua (22-12- 

2013 sld 21-12-2016) derigan kenalkan sebesar i8% 

menghasihn Rp. 116.820.000,- 

5.500 m2 x RF. C;.OOC,- tiga tahun periode kedua (22-12- 

20 1 3 s!d 2 I-! 2-201 6) dengan kenaikan sebesar 1 8% 

mez~ghzsijkan Ry. 116.82C.000,- 

7.500 1x2 x Rp. 7.GG0,- dua tahun periodc keaua (10-11- 

2014 s/d 09-1 1-2016) menghasilkm Rp. 105.000.COU,- 

dengag kehangan Rp. 35.000.000,- 

7.500 1x2 x Rp. 7.840,- d ~ a  tahun periode kedua (10-11- 

2014 s/d 09-1 1-201 6) menghasilkan Rp. 1 17.600.000,- 
- 

1.000 m2 x Rp. 2.000,- tiga tahun periode pertama (16-1 1- 

201 1 sld 15-1 i-2014) menghasilkan Rp. 6.000.000,- 

1.000 m2 x Rp. 2.360,- tiga tahun periode pertama (16-1 1- 

2014 s/d 15-1 1-2017) menghasilkan Rp. 7.080.000,- 

760 m2 x Rp. 2.000,- tiga tahun periode pel-tama (16-1 1- 

20 1 1 sld 15-1 1-2014) menghasilkan Rp. 4.560.000,- 

760 m2 x Rp. 2.360,- tiga tahun periode pertama (16-1 1- 



Banguntapan 

1 -  
I 

Warung 

SABIN Sarini L 
- I 

I Sekolah TK IT 
20 1 

Sdr. Wasimo 

Gedung Olah Raga 
I 

6- 
Sdr. Wasimo 

LL I Ged~mng O!ah Ragz 

1 PT. GarudaJawa 
23 1 

Hutamz 
- 

CV. Tur~as Jzya 

Mandiii 
-. 

CV. Tunas Jaya 

PT. Bahtera 

Cahaya Utama 

Yayasan Bina 

Anggita Kanoman 

SD. 

Muharnnladi yah 

Karangbefido 

Langgeng Timur/ 

Suprapto, SE 

TELKOM Tower L 

500 m2 x Rp. 6.000,- tiga tahun periode pertama (02-01- 

2012 sld 01 -01 -201 5) menghasilkan Rp. 9.000.000,- 

500 m2 x Rp. 7.080,- tiga tahun periode pertama (62-01- 

201 5 sld 01-01 -201 8) menghasilkan Rp. 10.620.000,- 

700 m2 x ~ ~ . 2 . 9 5 0 , -  tka tahun periode kedua (0844-2014 

s/d 09-05-201 7) menghasilkan Rp. 6.1 95.000,- 

500 x Rp. 3.000,- tiga tahun periode pertma (01-08-2012 

s/d 31-07-201 5) menghasilkan Rp. 4.500.000,- 

500 x Rp. 3.540,- tiga t&un periode pertama (01-08-2015 

sld 3 2 -07-201 8) ma~ghzsilkan Rp. 5.3 1 O.OG0,- 

2.000 n12 x Rp. 6.750:- tiga tahun periode perta-a (01-08- 

201 2 sld 31 -07-2015) mefigha~il!!~ Rp. 35.10C.000,- 
-? r, ~.\ ,00 m2 x Rp. 7.676,- tiga tAun peiiode ycrtama (01-08- 

201 5 s!d3 1-0'7-201 8) mefighasilkan P.p. 41.418.000,- 

1.000 rn2 x Kp. 6.750,- tiga lahim ~eriode pedaiia (01-05- 

201 2 sld 3 1-04-291 5) menghasilkan Rp. 19.500.COO 

1.000 1112 x Rp. 7.670,- tiga tahun periode pcrtamii (01-05- 

2015 s!d 3 1-04-201 8) n~enghasilkan Rp. 23.C10.000 

8.365 m2 x Rp. 5.50C,- tiga tahun periode pertama (15-1 1- 

2014 s/d 15-22-2017) menghasilkan Rp. 92.015.000 

1.878 m2 x Rp. 5.000,- lima tahun periode pertama (10-1% 

2012 sld 09-1 2-201 7) menghasilkan Rp. 45.950.000,- 

1.150 m2 x Rp. 2.500,- (20-01-2009 ~ / d  19-01-2029) 

dibayar sekali lunas 

1.700 m2 x Rp. 3.900,- periode pertama (1)-09-2014 s/d 

13-09-2019) menghasilkan Rp. 33.150.000,- 

144 m2 (24-01-2007 s/d 23-01-2017) menghasilkan 

Rp. 145.000,- dibayar sekali lunas 



32 

5.000 m2 x Rp. 2.7650,- (17-05-2014 sld 16-05-2016) tahap ! l4 

CV. Jati Putera 
ke VII dua tahunan mengahsilkan Rp. 27.500.000,- 

33 

Catur Logamindo 

Sumber: Peraeran Desa Banguntapan Nonlor 06.3 Tahun 201 5 Tentang Peilgelolaan 
Tanah Desa Tahun Anggaran 201 6 Desa Banguntapan 

594 m2 (0 1 -08-2004 s/d 3 1 -05-2024) menghasilkan Rp. 

Sentosa 

RUSUNAWA 

1. Notaris periode Desembcr 2014 s/d D-I 
Perkiosan -7- menghasilkan Rp. 10.000.000,- I 

Dengar? demikian sesuai data yang tertera pada tabel di atas, data tersebut 

menunjukkm pengelolaan d m  pmanfaatan tanah kas desa ymg pelaksanamya 

sesuai peraturan pemndang-undacgzn. Gleh karena itu selein nama-nms ymg 

23.760.000,- 

9.141 m2 x Rp. 1.800,O lima tahun pertama (23-04-20 12 sld 

22-04-20: 7) menghasilkan Rp. 82.269.000,- 

P;inggoiayan 

tertera dalam tzbel tersehit dapat dipastikan iidak sesusi dengan peraturan 

perundmg-unclx~gan. 

2. Kios 5 unit periode 01-08-2014 sld 31-07-201 5 @ 

Dari data Tan&. Kas Desa Bangmtswan yang disewa oleh ink-estor, pefiulis 

menemukan sahi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, dalam ha1 ini bisa 

dilakukan decgan sengaja oleh notaris yang bersanghttsui ataupun ketiddctah~an 

notaris cialsun mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat. 

I 
I 

Rp. 5.00G.000,- menghasilkan Rp. 24.000.OG0,- I 

Keputusan Desa Banguntapan Nomor 08/KPTS/BTP/IXl2001 Tentang 

Penggunaan Tanzh Kas Desa untuk Disewa UD. MEGA RAYA, Calam ha1 ini 

Pemerintah Desa menyewakan tanah seluas 21 60 m2 yang terletak di Jalan Wonosari 

dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun mulai tanggal 2 September 2001 



sarnpai dengan 1 September 2025 yang akan dilakukan kajian ulang setiap 5 (lima) 

tahun. 

Dalam pelaksanaanya Nyonya Muji Asih selaku Direktur Utama UD. MEGA 

RAYA telah mengulang sewakan kepada Tuan SAMUEL MAKALEW sebagian 

bidang tanah sewa kas desa dengan Iuas 560 M2 (Lima Ratus Enam Pl~luh Meter 

Persegi) dengan Perjanian Dibawah Tangan pada tanggal 26 Mei 2001, antara 

Nyonya Muji Asih selaku direktur UD MEGA RAYA dengan Tuan SAMUEL 

WXAJJE W. 

Berdasarkan Akta Jual Beli Rumah Bangunan Yang Berdiri Diatas Sebidang 

Tmah Persewaan, yang dibuat dihadzpan notaris di Bantul, nomor: 01120G8, tanggal 

02-07-2068. Pad2 tanggal 02 Juii 2008 Tua: SAMUEL ivfAI(ALEW d m  istrinya 

Nyocya ISVIANTI AYU MAKALEW menjuaj sebagian bidmg tanzh kas desa 

beserta b sng i~an  dari hasil ulang sewa kepada Turn MUHLm$M,4D IVJAbi NIJR 

SASQU'GIQ dengan dihadiri saksi Nyonya MUJI A S K  selaku direktur t?D MEGA 

RAYA dan suarninya, Tuan 'NIRYONO kemudian terbit "hkta Jual-Beli Bangunan 

Yang Berdirj di Atas Sebidang Tanah Persewaan" dzri &a tcrsebu? terdapat klausul 

Tanah dan Bangunan yang dijual adalah seluas 400 M2 (Empat Ratus Meter 

Persegi), jika berdhir masa sewa maka obyek tanah dan bangunan akan kembali ke 

Pemerintah Desa, penjualan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 250.000.000 

(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). 

Pemerintah Desa sebagai pemilik utarna Tanah Kas Desa yang mernpunyai 

kuasa mutlak dalam proses perbuatan hukum ini tidak d'libatkan. Notaris hanya 



berpedoman dari Surat Keputusan Desa Keputusam Desa Banguntapan Nomor 

08/KPTS/BTP/D(/2001 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Disewa LID. 

MEGA RAYA tsnpa melibatkan Pemerintah Desa sehingga tidak terpenuhinya legal 

standing yaitu Pemerintah Desa. 

Sesuai dengan per'ouatan hukum di atas asas pmalihan hak atas tanah menurut 

sistm ini adaiah melanggar asas nemo plus juris. Yaitu asas dimana sesorang tidak 

dapat mmeiakukan tidak dapat xelakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang 

dirnilikinya, d m  akibat dari pelanggaran tersebut adal& dspat dibatalkm 

(Vemietigbaa.~). Dengan kata lain asas ini melindungi pemegang hak atas ymg 

sebenamya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haktlya tiape diketalui oleh 

psmegang hak sebenarnya. 

Jika melihat pengesahaan akta tersebut yang ciiiah~kaq pada tanggal 02 Juli 

2008 niaka pihzk notaris dengm mi ie!a!l t~lrut serta dalam pelmggaran y-zing 

dilakclkan oleh para Pihak karena tidak sesuai deagzn Peraturan Gubeixur Daerah 

Istimewz Yogyakarta Nomor 11 ?shun 2008 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa 

Ci Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasol 8 (ayat) 3 h w ~ f  d yang 

berbunyi "Tidak dibolehkan menggadaikanlmemindah tangankan kepads pihdc lain" 

Pada Pasal 15 (ayat) 1 UUJN, Notaris benvenang membuat akta autentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang Cihzruskan oleh 

peraturan perundang-undangan danlatau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan htipan akta, semuanya itu 



sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat 

lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris seharusnya bisa 

memberikan pemahanan terhadap rencana akta yang dibuat oleh Mien, dalam ha1 ini 

pernbuatan akta mengenai t a d  kas desa yang menyangkut subyek hukumnya. Tidak 

terpenuhinya notaris sebagai penasihat hukurn yaitu antara ketidak palzamm noLLaris 

atau notaris memahami akan tetapi tetap melakukan pelanggaran. Sedangkan 

Pemerintahan Desa dalam ha1 ini dapat menuntut ganti rugi bunga dan biayz pada 

notaris yang b e r s a n g k ~ t ~ .  

Dengan demikian aktfi yang disahkan ole'n notaris tersebut dapat dibatalkan. 

Menurut Herlien Budiono, mengatakan bahwa: Sebab-sebab kebatfilsn m e n s a w  

ketidakcakzpan, ketidakwenangan, bentuk perjanjian ymg dilanggar, isi perjznjian 

bertegtangm dengan undang-undang, pelaksanaan perjaqjian bertentangm dengan 

undang-undang, motivasi membuat perjanjian bertentulgzn dengan undang-mdzng, 

perjmjian Sertentangan dengan keterti'oan umum dan kesusilaan baik, cacat 

kehendak dan penyalahgunaan I~eadaan .~~ Sesilai dengal bTJN Pasal 16 ayat (1) 

Pada dasamya notaris tidak boleh merugikan pihak terkait sehubungan dengm 

perbuatan hukum atas aicta yang dibuat.. 

Peralihan dengan menjual baEgunan di atas tanah sewa juga menyalzhi asas 

pemisahm horizontal. Dalam penerapan asas pemisahan horizontal ditentukan ballwa 

pemanfaatan tanah hanya sekedar yang berkaitan langsung dengan penggunaan 

tanah. Pemegang hak atas tanah memiliki kewenangan terbatris apa yang terkandung 

97 ManunggaLB, Notaly Document, (Magister Kenotariatan: Universitas Hasanudin, 2009), 
hlm. 5. 



didalamnya. Asas ini tidak sarna dengan asas perlekatan pada Hak Milik yang 

menganggap bahwa kepemilikan tanah merupakan suatu kesatuan dengan 

kepemilikan apa yang melekat dan terkandung di dala~nn~a. '~  Menurut Darbo 

Lioworo, Sarjana Hukum secrang notaris sebelum membuatkan akta para pihak 

seyogyanya lebih memperhatikan fakta-fakta yang ada di Iapngan dan lebih 

memahami bidang ken~tar ia tan.~~ 

Tanah kas desa yang menjadi pemukiman di Desa Banguntapan terletak di 

tanah Kas Desa yang berstatus pekarangan atau tegalari, dikarenakan tanah yang 

masih berstatus tanah pertanian tidak bisa dijadikm untuk tempat tinggal. Beberapa 

iokasi tanah kas desa yang beralih fags i  menjadi pemukiimarl di Desa Banguntapan 

Tabel Data Tanah Kas Desa Yang Nlenjadi PemuMman T?i Desa Banguntapan 

I 

2. Tegal 'Tanclan 11.716 -1 
Pelemwulung 7.788 

Sorowajan 6.942. 
1 

Karangbendo 6.005 

Pluinbon 3.428 

Karangjambe 794 

98 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesic, Himpunan Peraturar~-Peraturan Hukurn 
Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 266. 

99 Wawancara dengan Darbo Liworo, Yotaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di 
Kabupaten Bantul, tanggal 23 Mei 201 6 pada pukul 10.00 WIB. 



8. 

1 10. 1 Jaranan 1 114 1 

9. 

I 
Sumber: Kutipan Data Tanah Kas Desa Banguntapm 

Jomb langan 

hlelihat jumlah tanah kas desa p g  beralih fungsi tersebut, dari keseluruhan 

Pedukuhan tersebut, Peciuicuhan Wonocatul. merupzkan Pedukdlan dengan penduduk 

727 1 
Modalan 

prig mendirikan bangunan di atas tanah kas desa yaitu sebanyak 29.662 m2. Hunpir 

160 

keseluruhan dari luas tmah kas desa tersebut tcrletak di Dusun Tegalkopen yaitu 

sebesar 19.025 rn2. Re~ikut adalah daftar najna-nama yang menempati tanah kas desa 

Tabel Daftar Nama-nama Yang Menernpati Tanah Kss Ilesa di Dusm 

Wonocatnr un.tuk Peml-lkirnan 

JumlaW Rp 

784.000 

300.000 
I 

3 I Atmo Yatin 

p; 1 Nama 1 ---rr Alanct No. Persil 1 Mas 

4 

5 

6 

Luas 

392 Adi Suyitno Tegalkopen 

' A d - e n  228. 

Harga! M2 

2.000 IV 

IV 

Tegalkopen 

Budi Utomo 

Baryono 

Darmo Wiyono 

7 

I 150 1 I 2.000 

IV 228 b 

IV 
I I 

Tegaliopen 

Tegalkopen 

Tegalkopen 

Dalij an 

228 b 8 

198 

320 

2.000 I 396.000 
228 b 

228 b 

228 b 
I 

2.000 1 640.000 Tegalkopen 

IV Hadi Sumarto 

- 
228 b 

Tegalkopen 

IV 

IV 

IV 

504 

210 

340 

41 

2.000 1.008.000 

2.000 

2.000 

2.000 

420.000 

680.000 

82.000 



11 

2.000 

2.000 

9 

10 

12 

I I I 

16 Soyo Silnarto Tegalkopen 228 b W 1 3 9 1 2 . 0 0 0  
I I I 

Tegalkopen 

Tegalkopen 

780.000 

406.000 

Suharj ono 

Karjo Lukito 

Joyo Suwito 

- 
Kamij o Tegatkopez 1 I N 1 243 2.00C 486.000 

I 
228 I 

21 Haryorio Tegalkapen 228 iV 1 386 2.000 7 7 E I  

Madiyono 
1 

1 
22 ~Ga-8 IV 1 652 2.000 1.304.090 1 

I I 

Suratman 

14 

23 Rosyid Tegaik~pen 

24 Mulyo Pawiro Tegalkopen 228 
I 

1 25 Mangun Pawiro Tegalkopen 228 1 IV 31 i 2.000 

228 b 

228 b 

Tegalkopen 

Tegalkopen JOYO U ~ O ~ O  

Tegalkopen 

N 

IV 

228 b 

228 b 

26 

27 

28 

390 

203 

-ppp-pp 

228 b 

I I I I I I I 

N 

N i 676 

Mulyadi 

Nurmo Bekti 

Mujiran 

30 

N 

~ Z G F I  

452.000 

3 1 

31i 

Tegzlkopen 

Tegalkopen 

Tegalkopen 

29 

Noto Prayitno 

32 

646 1 2.000 

228 Martorejo I Tegalkopen 

Nartorejo 

2.000 

1.292.000 

228 

228 

Tegalko~en 

Padmo Sumarto 

622.000 

IV 

I 

Tegalkopen ' 228 ! 

225 

Tegalkopen 

FI  / 461 

226 

IV 

2.000 

2.000 
- 
iV 

228 I IV 
2.000 

IV 

I 

922.000 

780.000 

2.000 

390 

108 

328 

226 

2 16.000 

300 

1.601 IV 

2.000 

2.000 

656.000 

-- 
2.000 

600.000 

3.202.000 



33 1 Padrnorejo ] Tegalkopen 228 1 N ( 275 1 2.000 / 550.000 

34 Prapto Wiyono Tegalkopen 228 iV 110 2.000 220.000 
I I 

35 Dejo Suwarto 1 Tegalkopen 228 N 661 2.000 1.322.000 
! 
I 

36 N 331 2.000 662.000 

3 7 N 419 2.000 838.000 

Sa rjilah Tegalkopen 225 212.000 , 
I I 

39 Sainem Tega!kopzn 225 IV 170 ~ T 3 4 0 . 0 i ) O  

I i / Tegalkopen 1 224 I JV 1 190 1 2.000 I 3PG.000 

I I I I 

45 Wirodirejo Tzgal kopen z: 1 1 1'7; 1 L2:: 1 540.000 

T w W a r t o  Utorno Tsgaikopen i .052.000 

47 i Wiro wnajo j Tegalkopen j 225 i I V ~ O ~  

48 Yuswo Tegalkopen 228 b Nw@dl 540.000 

L-- 491 i Tegalkopen 1 230 1 N / 80 1 2.000 1 i6g.oao 
I -A 

Sumber: Kutipan Data Tanah Kas Desa Bangur-tapan 

Penegakan hukum demi t e g h y a  atau berfungsinya noma-noma h u k m  

secara nyata sebagai g edoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum 

merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide d m  konsep-konsep hukum yang 



diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses 

yang melibatkan banyak hal.'OO 

Penegakan hakunl secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam 

praktik sebagaimana seh&snya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan 

keadilan dalam suatu perkara berarti meml~tuskw~ h&m in concreto da!am 

meinpertahankan dan menjamin di taatinya h u h m  materiil dengan menggunzkan 

cara procedural yang ditetapkan oleh h u h  formal.'0' Lawrence M. Friedman 

inengemukakafi bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantuilg 

xisur-unsur sistem hukum, y&li: 

4. Struktur Hkm, yaitu keseluruhm instihrsi-iilstihisi huLm ymg ads besma 
iiparatnya, msncakapi antza i5ic kepolisian dcngan para polisin~~a~ kejaksaan 
dengan jallsznya, pei~gadilm deogaa hakimnya, dan lain-lain. 

5. Ssbstansi Hukum, yaitu keselunihan aturan hukum, nornla huicum d m  asas 
hukum, bzik yang teitulis maupun tidak tertulis, termasuk pctusan 
pengcdilan. 

6. Kultur Hukum, yaitu opini-opirii, kepercsj~am-kepercayam (keyzkinan- 
keyallinan), Icebiasam-kebiasaan, carp berpihr, dan carr berti~ldak, Saik daii 
para penegak hukum mazpun dat;, wxga masym-akat, teiltang hukum Can 
berbagai fenomena yang b erkaitan dengan hukum. poiisinya, kej aksasln 
dengan jaksanya, pengadilan dengan hakirmya, dar, ~ah-lain."~ 

Struhr  hukurn menyangkut aparat pecegak hukum, substansi hukum meliputi 

perangkat pemdang-imdangan dan budaya hukum merupakan hukum yafig hidup 

(living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam kerangka berpikir seperti 

ini, hak-hak perarmgan atas tanah tidak bersifat mutlak, tetapi selalu ada batasnya, 

yakni kepentingan orang lain, masyarakat atau negara. Dengan demikian dituntut 

100 Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukunl, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlrn., 32. 
101 Ibid., hlrn., 33. 
102 Achmad A?;. Menguak Teori Hukum (Legal Theoryl dan Teori Peradilan 

(JudicialPrudence) Temasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), cetakan pertama, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 204. 



penguasaan dan penggunaan tanah secara wajar dan bertanggung jawab, disamping 

bahwa setiap hak atas tanah yang dipunyai diletakkan pula kewajiban tertentu. Ada 

pertanggungjawaban individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya 

kepentingan bersamalkepe~tingan umurn. lo3 

Peilegakm. hukum berkaitan decgan penyalahgmaan fungsi Tmah Kas Desa 

tidak terlepas dari Pemerintah itu sendiri. Dalam ha1 ini peinerintah desa hams 

membuat kebijakan terkait kesalahan yang telah dilalcukan o!eh Peinerintah Desa 

sebelumnya, dalam ha1 masyarakat mendidan bangunan permanen diatas tanah kas 

desa tidak sernesti~lya akan terus dilaksanakan dengan pembayaran uang sewa 

kepada pemerintah desa. Selain ha1 tersebut rncnyalahi persturar~ Perundang- 

Undangan, jug2 masyarakat tidnk mei~dapatican kcpastian hlikum atas tanah yang 

diterlpatinya. 

Dalam ha1 ini Badan Tertmahan Nasional tidak berhubungm langsung 

dengar1 penyalahgunaan fungsi tanah kas desa yzng menjadi pemukimm. Pemerintah 

Desalah yang mempunyai data tentang masyarakat yang meiiggunakan lahan tan& 

kas desa ssbagai pemikirnan, tugas Badaq Pertanahan Nasional hanya me~data 

seluruh Tanah yang ada d i ~ i l a ~ a h ~ a . ' ~ ~  Untuk mengatasi ha1 teisebut perlu 

dibentuk tim untuk menyelesaikaa persozlzin kepastian hukxm atas tanah tersebut. 

Pemerintah Desa hams aktif serta menggandeng Pemerintah Daerah ur~tuk 

103 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dun Implementasinya, 
cetakan ketiga edisi reyrisi, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 177-178. 

104 Wawancara dengan Suparto, Bagian Pengukuran Tanah Kantor Pertanahan Bantul di 
Kantor Pertanahan Bantul, tanggal 02 Juni 2016 pada puku109.30 WIB. 



mengatasinya.105 Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul 

Mengenal Hukum Suatu Pengantar, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 

dija!ankan, bahwa yang berhak rnenurut hukum dapat memperolsh haknya dan 

bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukurn erat kaitannya 

dengan keadilan, namun huicum tidak identik deflgan keadilan. Hukum bersifat 

umurn, mengikat setiap cjrang, bersifat meilyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat 

subyektif, individualistis, dan tidak menyarnaratakan.106 

Melihat hal tersebut seolah-oiah Pemerintah melakukan pembiaran terjadinya 

penyalahgunam fungsi Tmah Kas Desa sebagaimana mestinya. Wali=iupur, 

Pemerintah Desa rnerupak-m pihak yang sebenamya inalah dirugikan, aka tetzipi 

jalm keluar ymg sehm~snya memulai adalah Perneiintah Iiesa it;u sendiri. Tidak 

hanya Pemerintah Desa, seharusnya Pemerintah Daeiah tingkat 2 yak-1 Kabupatefi 

juga hams turut andi! dalam inenyelesad~an persoalzn tersebut biar tidak terjadi 

berlarut-larut . 

105 Wawancara dengan Menuk Yuliany,Kasubsi Penetapan Tanah Instansi Pemerintah 
Kantor Pertanahn Bantul di Kantor Pertanahan Bantul, tanggal 24 Mei 20 16 pada pukul 10.00 WIB. 

106 Sudikno Mertokusurno, Mengenal H u h  Suatu Pengantar, cetakan pertama edsi 
ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlrn. 77. 



Garnbar I: Peta Dusun Tegalkopen pada Sertipikat Hak Pakai No. 001 77, 
Pemegang Hak atas nama Pmerintali Desa Banguntapan. 



Gambar 11: Contoh Bukti Pembayaran Penggunaan Tanah Kas Desa 
Untuk Pemukiman di Desa Banguntapan 



2. Desa Baturetno 

Desa Baturetno mempunyai Tanah Kas Desa 52 hektar. Tmah tersebut terdiri 

atas tanah lung&, bengkok dan pengarem-arem. Tznali bengicok dirnmfaatkm 

untuk gaji K q d a  Desa, Peragkzt Desa sei-ta staf Desn. Eelain itu juga ta1.h kas 

desa digunzkan un-txk kepentinga ulnum yaitu: 

a. Kmtor Salai Desa 

b. Kmtor Kecamatm 

c. Pus!tesmas 

d. Sekoial~ 

e. Masjid 

f. Kaator LPMD 

g. Posysuidu 

h. Puskesmas 

i. Lapangan 

j . Makarn, dan lain-lain. 



Pemerintah Desa Baturetno pada periode sekarang di bawah kepemimpinan 

Kepala Desa Sarjaka telah meminimalisir pemanfaatan tanah kas desa dengan 

peruntukan untuk pemukiman atau hunian. Beberapa warganya y a ~ g  kurang mampu 

bisa memanfaatkan sebagai hunian sementara dan hanya 1 (satu) tahun. Pelaksanaan 

tersebut juga dilekati dengan perjanjian antara pemilik dan pemerintah desa dengal 

klausul bahwa pemerintah desa bisa m e n ~ k  tanah sewaktu-wakiu. Hal ini 

dirnaksudkan agar si penyewa tidak mendirikan bangunan pamar,en.1c7 Seriht  data 

tan& kas desa Desa Baturetno. 

Tabel Data Tanah Kas Desa Baturetno 

I 0 .  I Pedukuharr / Jumlnh Bidangl Persil I Luas TKD jntt) 

--- 
2 1 

-- 
6 8  176 

I 1- 

107 Wawancara dengan Sarjaka, Kepala Desa Baturetno, 03 Juni 2016, pukul 10.00 WIB. 

Kalmgan 20 1 57.789 

pp 

0 I I 0 1 6  

8 

Ngipik 
I I 

Gilang 

Jumlah 

24 

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Baturetno, 2009 

87.445 

169 53 1.332- 



Dalam memaksimalkan pendapatan asli desa dengan pemanfaatan tanah kas 

desa. Pemerintah Desa bersama dengan BPD menentukan besaran tarif pemanfaatan 

tanah kas desa. Penentuan tarif diputuskan dalam peraturan desa yang hams disetujui 

oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Tarif-tarif tersebut meliputi Sewa menyewa tanah, 

Bangun Serah Guns dan B a n p  Guna Serah atau yang biasa alisebut BOT (Built 

Operate Transfer). Selain itu jugs meliputi bangunan-bangman yang dikelnla oleh 

desz untuk kemakrnuran masyai-&at sebesar-besamy8. Dimtarmya adalah kios 

psar, !apang~n olalu-aga, gedung pertemuan balai desa dengan prioritas masyarakat 

setempat. Berikut tabel rincian harga sewa tanall kas Desa Batwetno: 

Tabel Rincian h'arga Sewa Tanah Kas Deaa da Kelvdyaan Desa 

i-+-- ----- 1 I : A  i U a s I  I Rp. / 5.000.000 1 
1 1  I I I 

I 
I 

Per Ha 

UE i Klas V (;ompokan) 1 ;I: r2 1 ;: 1 1 .OO;:;;; 1 1 I . T G i = u n t u k  haliunm 

- 

I 

J 

K 

Per kipling 

Per kapling 

Per m2 

G I Kapling Tanah Kios di Jalan Propinsi 

Tanah untuk kegiatan kandang ternak 

H 

I 

Penyewaan dengan lernbagal instansi lain 

Kapling Tanah Kios di Jalan Kabupaten 

Tanah untuk kegiatan usaha 

Per m2 

Per Ha 

RP- 

Diatur tersendiri 

1.500 



I I 

Penggunaan untuk warung Perkios Rp. 800.000 

2 Sewa Kios Pasar Desa Per Tahun 

3 

4 Retriiousi Paszr Desa I I 

A 

I I I 

Sewa Los Pasar Desa Per Tahun 
I 

r 1 A 1 Pedagang di pasar desa Per hari I RP. i .OOO 
I 

Penggunaan untuk bank Perkios Rp. 1.500.000 

I A 
I 
E 

P 

di lux  10s pasar desa 500 

Los ~ a s a r  desa lama i per n1.2 RP. 4.000 

Los pasar desa baru Per n12 25.000 

I 

Sewa Tanah Lapangan PI-- 

I 

1 A 1 Unt-& keperiuan p G s i  / bisnis l%ir-piT- 100.000 
I 

mhlir keperluan sGak bola, dl1 
1 I I 1 I x dataig 1 Rp. 25 .GO@ 

I I I 
I I I k 1 sew; Gedung OlaL Raga di malrm hari 

I I 

/ A I Untuk Xlub di dalam wilayh Desa / ~ e r m i l a m ~ ~  
I I I 

I I I 

T Jntuk kiub di lvar wilayah Desa I RP. 1 12.000 
i I 

7 
I 

Sewa Gedung Olah Raga di siang hari 

A 
I I 

I I I 

Gedung Serba Guna untuk pertemuan, Resepsi 

Untuk klub di ddam wilayah Dzsa / Perdatang 1 Rp. 1 5.000 
I I 1  

B 
I I 

Unt& klub di luar wilayah Desa Perdatang / Rp. i 10.000 

I 

A 
I 

resepsi diluar wilayah desa 

Surnber: Bagian Pemerintahan Desa Baturetno, 20 10 

Untuk resepsi dalam wilayah desa I Per hari 
RP. 500.000 

C 

Per hari 

Untuk pertemuan / rapat 

RP. 1 .@00.000 

Per hari RP. 100.000 



3. Desa Wirokerten 

Tanah Kas Desa di Desa Wirokerten merupakan penyumbang terbesar 

pendapatan asli desa di desa ini, diluar pendapatan dana transfer dari pemerintah 

daerah dan pusat. Berikut data keuangan Pemerintah Desa Wirokerten: 

Tabel Data keuangan Pemerintah Desa Wirokerten 

No. Pendapatan Asli Desa 

2. 1 Has11 Aset D s a  

Hasil 'Jsaha Desa Hasil Penyebvaan Tanah Kas I Rp. 279.566.500,- 1 Desa 

) Rp. 22.50C.000,- 

1 Kompensasi Tanali Kas Desa 

I B a n p a n  D a a  

Rp. 4 2 . 7 0 0 . 0 0 ~  

3. ( Lain-Laui PAD yang sah 1 Jesa Giro 1 RP- 500.000,- 
I 

1 Pendapatan Dana Transfer 

1. ( Dma Desa / Rp. 357.580.000,- 

2. I Bagan Hasil Retribusi I Bagim Hasil Paj& E a d  
Pajak Daerah 

I Rp. 172.696.694,- 
-- I - -- 

1 ( Bagian Hasil Retribusi Daerah R .  143.665.000,- 
3. 1 Alokasi Dana Desa 1 1 Rp. 1.138.540.000,- 

I Bantuzn K.euangan Katupziten I Rp. I 
1 .500.000,- 

I Banhian Keuangas Eu!an Baldi ' R ~ .  1.500.000,- 
Gotong Royong , Rp. 359.500.00~-- 

Sumber: Buku Monografi Desa Wirokerten Tihun 20i 5 Semester I1 

6. Pendapatan Lain-Lain 

Melihat potensi tersebut seharusnya bisa lebih dimaksimalkan pemmfaatan 

tanah kas desa. Tidak sebanyak Desa Banguntcpan dan Baturetno, di Desa 

Wirokerten hanya mempunyai Tanah Kas Desa seluas 215.665 m2 (meter persegi) 

Biaya Legalisasi Surat I RP. 4.475.000,- 

SLPA tahun 20 1 3 1 Rp. 13.694.474,- 

dari luas total wilayah Desa 386.165 Ha. Dikarenakan letak geografis dan sebagian 



besar Tanah Kas di Desa Wirokerten adalah persawahan maka banyak di manfaatkan 

oleh invesotr de~gan  model sewa untuk perkebunan dan pabrik industri yang 

letaknya terpisah dengan pemukiman. Bedcut data Tanah Kas Desa yang disewa 

resmi oleh investor. 

Tabel Data Tanah Kas Desa yang disewa resmi oleh investor 

No. I Persi! ' Mas I Luas/M2 I Lokasi Tansh I Penyewa 

b 
I 

I 

Boto~enceng I 
I Kelompok 7 ani 

I i Ikan Mina 

1. 

I 

Gr~jogar, i Kelompok TZ 

14a 
I 

117 

9.29C Sotckcnceng 

3.60G Bctoknce~g 
I 

S.LII 

PG. Madukisrno 
---- 
PG. Madvkismo 

I 
S-sl i 4.i90 

! 

11. 

12. 

1.550 

7. 92 

I Mandiri 

Botokence~g CKelompok I Kandang 
I 

3-475 1 

13. 

I 
Groj ogan 

S.Il 

I 

71,72,73,74 

80 

14. 

Groj ogar 

-- 
PG. Madukismo 

Pronocitro 

9. 

42,43 

Bonidi 

Eotokenceng Kelompok Tani I Ikan Mina 

S.II 

67 

Rotokence2g 

10. 
I 

+- 

S.U 

Mancliri 
Kelompok Tani 

&an Mina 
Mandiri 

6.500 

S.11 

3.175 37c 

, 
S.11 500 

16.500 

1.250 Sam~angan I Ngudi Utomo 
I 

S.11 

77 

Sampangan 

905 

S .N  

Kelompok 
Kandang Ngudi 

Sampangan 

Tobratan 

Makmur 
TK Sampangan 

PG. Madukismo 

Wirokerten PG. Madukismo 



I 

7.450 Wirokerten PG. Madukismo 

15. 
I I I I I 

-- 
18. 17 S.II 19.453 Kepuh Wetan PG. Madukismo 

S .I 69 

PG. Madukismo 

Kelompok 
20. 19 S .I1 750 Kepuh Wetan Kandang 

Handii 
Makmu 

/ 21. I 47 S.111 1.560 Kepch Wetan Risma. Tbk 
I 

Wirokerten 

19. 

102 1 S.II 1 10.474 / Kepuh Kulon 1 PG. Madukismo 

PG. Madukismo 3.450 

2.910 

s.n t 3 . 0 2 0  j P 

102 
t 

24. Kepuh Kulon I PG. Madukismo 

Wirokerten 

S .II 16. 

L I .- 

K e p ~ h  I<u!on Kanda~g Hareng 

Kepuh Kulon SG Wirokerten 

6 8 

I 

28. 26 S.II 3.350 , Glondcng Kmdang Ternak 
Warga 

29. 15 S.1 1 .OOO Cilofidong Kelompok 
I Kandang 

I 30. 1 32 1 Glotidong PT. Tosdina 

600 18 

w e l o m p o k  
Mutihai / ' Kandang Ngudi 

Makmur 
11.008 Kanggotan Suji 

5.H 

I I I I I 

Sumber: Buku Data Tanah Kas Desa Wirokerten 

Kquh  Wetan 

Melihat data tersebut sebagian besar investor di Desa Wirokerten 

PG. Madukismo 

memanfaatkan Tanah Kas Desa untuk pertanian atau perkebunan. Seperti data di atas 

sebagian besar adalah untuk tanaman tebu yang dikelola oleh Pabrik Gula 



Madukismo. Di Desa Wirokerten banyak tanah kristis dikarenakan sebelurnnya 

banyak dimanfaatkan untuk membuat batu bata. Penggalian tanah sawah untuk 

galian batu bata di samping akm merusak tata air pengairan juga akan terjadi 

kehilangan lapisan tanah bagian atas yang relatif lebih subur, dan meninggalkan 

lapisan tanah bawahan yang kurang subur, sehiilgga lahan sawah akan menjadi tidak 

produktif. Hal ini rnenyebabkan tmah kurmg bisa dimanfaztkan baik untuk 

persawahan maupun untuk gekarangm. 

Mesh sudzh mclmbuikan kerusakan lingkungan yang c u h p  parah, 

Pemerintah saat ini belam bertinclak. Mereka masih diliputi diiema. Pmbiaran 

dilahkan kare~a  meriyangkut rnata pencaharian masyarakat. Selarna ini belulm ada 

tindiian tegas karena zktivitas rnasyarzkst pembua: 5atx bata me~yangkut soai 

ekonoini warga. Oleh karena itu investor atat1 penyewa hams me~geluarkm modal 

lebih unt& memanfaatkannya ystitu dengan merimbun kembalj iobang-lobang galian 

tersebut. 

Desa Wirokerten sagat  berhati-hati dengan pemanfaatm tanah kas desa. 

Sebtigan besar tanah kas desa yang digunakan sebagai pcmukiman juga di 

manfaatkan sebagai tempat usahc. Sebagian besar terletak di pinggir jalan propinsi 

maupun kabupaten. Perjanjian yang di buat oleh desa memuat klausul jika sewaktu- 

waktu desa memerlukan maka warga hams menyerahkan. Jangka waktu perjanjian 

tersebut paling lama adalah 2 tahun. Oleh karena itu bangunan hanya semi permanen. 

Akan tetapi banyak diantaranya yang menibangun dengan bangunan permanen 

dengan segala resiko yang ada. 



Dalam pelaksanaanya pemerintah desa wirokerten dibantu oleh perangkat 

desanya dalam mengawasi yaitu dukuh yang tersebar di setiap pedukuhan. Dengan 

model seperti ini diharapkan pemerintah desa dapat memberikan contoh terhadap 

bentuk pelanggaran yang sekecil kecilnya terhadap adminishasi aset desa.lo8 

Tabel Daftar Nama-Nama Yang Menempati Tanah Kas Desa 

Dengan Masa Sewa Dibawah 2 tahun di Desz Wirokerten 

1. 4 G* 750 Grojogan Gito Laksono 

1 *- 
i 

117 500 Groj ogan Wiyono 
1 

Persil / Klrs 1 Luadm2 ( Lokssi Tanah 

800 Sadakan - ~ m a t  Wardail 

300 1 Sampangan 

Penyewa 

p.-. 
I I 

1 9. I lo2 

Sumber: Buku Data Tanah Kas Desa Wirokerten Tahun 201 0 

500 IKepuhVletsn I I / Adi S~wondo 
-- 

I 
8 1 

S.11 ! 10. 1 33 1 S.11 1 4 0 ~  

12. 

13. 

108 Wawancara dengan Widayanto, Kepala Bagian Ekobang, 13 Juni 2016, pukul 12.00 
WLB. 

S.iI 

Glondong 

Mutihan 11. 25 S.1V 

700 

Pawira Suyat I 
Dwijo Utomo 450 

35 

41 

-- 
Kepub Kulon / Madiyono i 

S.II 

S.11 

4 65 

584 

Potorono 

Wonokromo 
- - - % e r i  

Hadi Utomo I 



Melihat ha1 tersebut upaya Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yaitu dengan 

mengeluarkan Surat edaran Bupati akan mengerem laju perubahan atau alih fungsi 

hingga tahun 201 8 yang akan dilanjutkan dengan evaluasi ulang. Terutarna tanah kas 

desa yang berupa pertanian salah satunya yaitu tentang alih fungsi mecjadi 

pen~ukiman di tanah kas desa. Hal ini bertujuan untuk melindungi tanah lahan sublx 

yang mulai tergerus untuk kawasm industri, perkebman. Akan tetapi untuk 

psmbangunan untuk kepentingan urnurn masih diperbolehkm.'09 W a l a p ~  

masyarakat add& pihak ymg rnelakukan pelanggaran yaitu penyalahgunam b g s i  

tanah kas desa, akan tetapi masyarakat juga perlu adanya perlilidungan huhm,  yaitu 

dagan solusi yangbij& dnri pemerintah.'!" 

Menmi  Philipus M. IIadjon, dibedkm dua macam perlindu~gai~ h~kum,  

yaitu : 

3. Perlindungan hukum ymg preveatif ywig bcrtil;lilan untuk mencegah 

terjadinya permaszlahan a t ~ u  sengketa. 

4. P erlindungan hukum yang represi f yang be~tujuan untuk menyelesaikan 

pennasalahan atau sengketa ycng timbul. 

Perlindungan hukum niemperoleh landasan ideal (filosofis) pada sila kelima 

Pancasila, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didalamnya 

terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat indonesia untuk diperlakukan sarna didepan 

hukwn. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif 

109 Wawancara dengan Nanang Mujianto, Kepala Sub Bagian Kekayaan Desa Bagian 
Prtnerintahan Desa Kabupaten Bantul, tanggal 2 Juni 20 16 20 16 pada puku109.30 WLB. 

1 10 Wawancara dengan Suharno, Kasi Ekobang Kecamatan Banguntapan, tanggal 13 Juni 
2016 pada pukul10.00 WIB. 



yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh 

karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memililu kekuatan 

untuk mempertahankan haknya dari gangguardancaman dari pihaic mailapun jugs.' ' 

Oleh karena itu perlu dilahkan tindakan yang tegas oleh pemerintah desa, 

kecarnatan d m  pernerintzh daerah d a l m  menindak lanjuti pennasalahan tersebut. 

Supaya peilnasalahan yzng telah terjadi herlarut-iaut dail turun-temurun agar 

mendapatkan titik kejelasan baik untuk kebaikan masyarakat dan pemerintah yang 

ddam ha1 ini adalah pemerintah desa setempat. 

11 1 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum NormatiJ), (Bandung: 
Nusa Media, 2006), hlm. 152. 



BAB IV 

PENUTUP 

D. Kesimpulan 

S&wa Desa Bang~ntapan merupakan desa dengan jumlah penyalahgunaan 

hngsi tanah kas desa yang dijadikan pem-ikiman terbanyak di Kecamatan 

Banguntapan, dikare~akan letak geografis desa ini acialah yang paling strategis 

diantara desa yang lsin, sehingga bmyaknya penduduk luar daerah bailpntapan 

ymg berdatangm !\-e desa ial. Nama yang tercatat dalarn buku dafta pznghuni tan& 

kas desa ti?& semua adalih orang yang inengllur,i sazt iini karena ada ymg sudah 

tumn ks anaknya ataqun adanya pzra!ihan hak terhadap bangunan ke piCak lsin. 

Adapun bentuic pelanggarmya sebagai bedcut: 

I. Kecerobohan Pemerintah Desa sebelunlnya da17 warga penyewa sdalah 

sebab banyaknya pecyalahgunaan fungsi tariah kas desa, 

2. Cidirikanya bangunan perinanen seharusnya tidak dibenarkan. 

3. Perzlihan hak sewa tanah kas desa berikutnya jika tidak seijin dari 

pefilerintahan desa dalarn ha1 dibuat dihadapan notaris, maka notaris yang 

bersangkutan turut berperan salah. 

Pemerintah Desa yang sekarang ini terhadap tanah kas desa yang sudah 

beralih fungsi menjadi pemukiman hanyalah sekedar pendataan dan meininimalisir 

terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan fimgsi tanah ka desa dititik lain. Dalan 



hal ini yang selama ini di lakukan adalah pungutan pertahun untuk penghuni tanah 

kas desa kepada pemerintah desa. 

Kepala desa yang berikutnya seharusnya meminimalisir pelanggaran dan 

tidak permisif yaitu serba membolehkm dan mengizinkan sernua kehendak 

warganya, a?tm teiapi Earus dengan peruntukan sesuai dengan peraturan perundang- 

xndangan yang berlaku. Ketat dalarn mengontrol mengawasi dalarn hal-ha1 

penguasaan tanah kas desa. Ketat dalarn mengasai7 evaluasi dalam pengawasan 

peralihan tanah kas desa. Dm memberikan sanksi ymg tegas terhadap segala bentuk 

i>elanggaran yang terjadi. 

Di Desa Baturetno Gan Desa Wirokerten dalanl mengantisipasi terjadi~ya 

yenyal&gur,a= fbrigsi tan& kas desa, terhadap masyardcat yang memailfaatkm 

lahan tan& kas desa dibzwah 2 tahun yang tidak mernerluiim ijin b u p i  dm 

gubelmr. l>ilakukas dengan perjanjial sewa menyswa dan surat pernyatazn r~ntuk 

t;,dak mendirikan bangunzii permanen dan sewaktu-waktu pmcrintah dssa dapat 

mengambil alih kembali tanah kas desa. 

E. Saran 

Perlu aclanya tindakan tegas oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan 

Kabupaten mengenai kepastian hukum terhadap hak tanah kas desa yang telah 

terlanjur didirikan bangunan permanen dan perlindungsn hukum terhadap 

masyarakat yang telah mendirikan bangunan permanen. Dalam hal ini tidak 



sepenuhnya masyarakat dapat disalahkan atas ha1 tersebut karena pemerintah desa 

terdahulu juga berperan dalam pelanggaran perbuatan hukum ini. 

Pensertifikatan tanah kas desa dengan model tukar guling kiranya perlu 

dilakukan, yaitu penggantian tanah dengan tanah lain yang mempunyai nilai yang 

setara dengan dicarikan tanah pengganti terhadap tanah kas desa yang telah didirikan 

bangunan permanen dengan tana!! p n g  terletak di tempat lain dan diatas namaican 

pemerintah desa di da'iam desa jika tidak memungkinan bisz di luar desa dalam satrl 

wilayah kecanlatan. 

Dalam ha1 ini perlu melibatkaa pemerintaha desa, pemerintah kecamiitan, 

pemerintah daerah, N~taris-PPAT d m  Kmtor Perta&an Kabupzten Bmkl kaitanya 

dengan prvsedur penggantian tmah kas desa oleh masymakat. Prosedur penggmtiar~ 

harga tanak oleh masydrakat yaih: 

1. Pengumpulan warga dan mmberikm penjelasan serta sosialisasi kepada 

masyarakat untuk penegakan kciertibm admiistrasi desa. 

2. Masyaralcat membayar harga tanah sesuai deilgar; rilai tanall yang 

diternpati yang ditentukan peineriatdl. 

3. Penunjukm bank rekanm notaris atau kopzrasi ymg disepakati oleh 

pemerintah desa. 

4. Pembayaran dilakukan dengan jangka waktu sesuai kesmggupan 

masyarakat dan paling lama 15 tahun. 

5. Setelah tercapainya pembayaran sesuai harga yang telah ditetapkan, maka 

di lakukan pelepasan hak tanah kas desa oleh pemerintah desa, notaris 



dan BPN serta penggantian tanah kas desa dengan pensertifikatan atas 

nama desa. 

6. Pensertifikatan terhadap bekas tan& kas desa ke atas nama masyarskat 

yang telah mendirikan banguna permanen diatasnya. 

h4emang tidak mudah dan banyak kendala ddarn peiaksanaan penegakan 

hukum, akan teiapi dengan keterli'oatm masyakarat dan pernerintall dalam proses 

penegakan 'nukum ini sekiranya penulis berkeyakinsn dagat terlaksana dengan baik. 

Oleh karena itu ci~:kungan dan partisipasi sanca institusi pemerintah sangat penting. 
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Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Jakarta: Raja Grafindo, 2003. 

Widjaja, A. A., Pemerintahan Desa dun Administrasi Desa, Cetakan Pertama, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. 

B. Peraturan Per Undang-Undangan 

Undang-Undang Dasar 1945 

Undang Undang Nomor 06 Tahu~i 2014 teatang Desa. 

Undang-Undang Nomor 02 t&lm 20 14 tentang Jibatan Notaris. 

IJnaang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah 

T,mdmg-l.Tndang Nomor 30 T&un 20Q4 Tentang Jabatan Notaris 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentarrg Perubahm At:as Peraturan 

Pemerintah Nornor 43 Tzl1.11n 2014 Tentang Peraturan Pelaksa~aan Undang- 

Unciang Nomor 6 T i h u  2014 Tentang Desa 

Perzituran Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bzgi 

Pelaksaaan Pembangunan Untuk Kqentingan Unum. 

Perab~ran Menteri Dzlam Negeri Nomor 04 Tzhun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Desa. 

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Penberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian 

Hak Atas Tanah Negara. 

Instruksi Me~teri  Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, 

Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa. 



Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 

Tentang Pencsbutan Sebagian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan 

Desa, Pen,u;urusan Dan Pengawasannya 

Yeraturan Damah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta NcEor 5 Tahun 1985 

Tentang Surnber Pendapatan Desa Dan Kekayaan Desa, Pengunsan Dan 

Pengawasannya 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Noinor 39 Tahuil 2014 Tentang 

Perubahan Atas Peratxan Gubernur Daerah Istiniewa Yogyakarta Nomor 65 

Tal'lun 2013 Tentang T a c h  Kas Desa. 

Perabxm Gubemur Daerah Istimewa Yogyakaiia Nomo: 11 Tahun 2012 Tentmg 

Pedoman Pefigelolam Dan PenlzqfBatan Tanah Kas Desa. 

Pcraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta PJomor 11 T h u n  20G8 Tentang 

Pengeloiaan T a x h  Kas Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Keputusan Gubemur DIY PJomor 82 Tahun 2003 Pasal 3 dalam Prosedur Pelepasan 

Perub&an Peruntukan, Sewa Menyewa Tanah Kas Desa. 

Peraturan Daerah Kahupaten Baltui Nonlor 14 Tihun 2007 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Peraturan Desa Banguntapan Nomor 06.B Tahun 2015 Tenteng Pengelolaan Tanah 

Desa Tahun Anggaran 20 1 6. 



Keputusan Desa Banguntapan Nomor 08/KPTS/BTP/IX/2001 Tentang Penggunaan 

Tanah Kas Desa untuk Disewa UD. MEGA RAYA. 

C. Karya Ilrniah 

Adit Nuraga, Idarn, Pelahanaan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Di Desa 

Kefzatban Kecamatan Jtiwiring Kabupaten Klaien, Skripsi, Surakarta: 

Fakultas Hukum Uriiversitas Muhammadiyah Surakarta, 2009. 

Hakim, Bisyri, Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupatefi Kendal (Studi Kasus di 

Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal), Skripsi, Semarang: 

Fahiltas Huk~ml, Universitas Negeri Sernarag, 20 15. 

Elok Haiy~t i ,  Pemanfaatm Tarlah Kas Desa Oleh Pemsahaan Swasta Melal~ii Sewa 

Menyewa, Tesis Surabays: Magister Keaotariatan: Universitas Airlangga, 

2012. 
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https:llid.wikipedia.orgiwiki/Desa, Desa, Akses 14 Mare: 2016. 

http://kec-banguntapan.bantulkab.go.id/hl, Kecamatan Bmguntapan, Akses 

16 Maret 2016. 

http:/kecamatanbmguntapi3n.blogspot.cc.id/2013/01/blog-post~22.htinl, Kecamatm 

Banguntapan, Akses 18 Mei 201 6. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris, Notaris, Akses 12 April 201 6. 



https://riz4ldee.wordpress.coml2OO9/03/04/sejarah-notaris/, Sejarah Notaris, Akses 

12 April 2016. 

http:/~kecamatanbanguntapan.Slogspot.r=0.id/2013/O1!desa-banguntapan.html, Desa 

Banguntapan, Akses 09 Mei 201 6. 

http://desaban~tayan.blogspot.co.id/, Desa Banguntapan, kkses 1 0 Mei 20 1 6. 

http://kecamatanbanguntapan.blogspot.co.id2O 1310 lldesa-baturetno-43 17.htm!, 

Desa Baturetno, Ak-ses 10 Mei 201 6. 

bttp://kecamatanban~ntapan.blogspot.co.id/2913/0 lldesa-baturetno-43 ! 7.htm1, 

Desa Wirokerten, Akses ! 0 Mei 20 16. 

E. Data Lainya 

Data Radm Pusat Statisrik Daerah Istimewa Ycgyakarta, hasil secscls talun 20 10. 

Data Badrn Pusat Statistik Daeralh Istimewa Yogyakartsc, April, 201 3. 

Perpustakaan Xasional RI: Katalog Dalarn Terbitan, 14idwm Pemeriiztahan Daerah, 

Peizg~turan dan Pembentzkan Dnzrah Olonomi Baru di Filayalz Perbatasan 

dun Pedalaman &lam Perspektif Kedaulatan Bazgsn, Cetekan Pertama, 

(Surabaya: Aswaja Pressindo, 201 6), hlm.78. 
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GUBERNUR DAERAH ISTIMEXA YOGYAKARTA 

FERATURAN GUBERNUR DAEPAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 39 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEXUBAHAN hTAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTII\.IEWA YOGYAKARTA 
NOMCR 65 TAHUK 2013 TENTANG TAMAH KAS DESA 

DENGAPJ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESP. 

GUEERNLJR DAERAH ISTIIvlEWA 'IOGYAKARTA, 

Mei~imbang : a. bahwa Tariah Kas Oess tel& diatur berdasarkan Peraturan 
Gubemur Daerah Istirnewa Yograkarta Nomor 65 Tahun 2013 
tentang Tanah Kas Desa; 

b. bahwa setelah dilakukan evsiuasi terhadap pelaksanzan 
Peraturan Gubem-ur Daerah Istimewa Ycgyakarta Nnmor 65  
Tahur~ 2013 tentang Tmah Kas Desa, d m  agar pengelolaail 
Tanah K a s  Desz ieSL5 berdaya gdna dan berhasil guila, maka 
Peraturan Gubernur Daerah Istinewa Yogyakartz Nomor 65 
Tdnun 2013 tentang Tanall Kae Desa perlu disempurnaican; 

c. bahwa berdasarkzn pertimbengail sebagaimaa dimaksud dab-m 
huruf a dsn huruf b, perlu meiletapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Atas Peraturwl Gubernur Caerah Iatimewa 
Yogyaka-ta Nomor 65 Tahun 2C 13 tentang Tanah K a s  Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Unciang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesic Tahun 1945; 

2. Ijndang-Undang P:omor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Dneran Istimetva Jogjak~rta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Ncmor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang 
Peinbentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20 12 tentang Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5339); 

6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 3 1 Tahun 1950 tentang Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

7. Perataran Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingm Uml~rn (Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 156). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nornor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Pernturm Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadwan Tar~ah Bagi Pernbangunan Untuk 
Kepentingac Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
3014 Nomor 94); 

8. Peratclran Menteri Da!am Negeri Nomor 4 Tahlln 2007 tentang 
Pedcman Pengelolaan Kekzyzan Desa; 

9. Peratcrm Daerah Propinsi Pnerah Istimewa Ycgyakarta Nomor 5 
Tahur, 1985 tcntzr~g Sumber Perldapatan dm icekayaan Qesa, 
Pengurusan d m  P e n g ~ u ~ a s ~ n y a  (iembaran Daerah Propimi 
Dzerzh Istimewa Yogyakarta Tz!un 1985: Nornor 67, Seri Dj 
sebagajmana telah ciiubah dengan Peraturan Daerah Propixisi 
Daerah Istimev~a Yogyakai-ta Nomor 9 Tahun 2001 tentzcg 
Pencabutail sebagian Feraturan D a e r d ~  Propinsi Daerah 
Istimcwa Yogyalrarta Mornor 5 Tahun 1.985 tentazg Sumber 
Penclapatar dan Keksyaan Desa, Penguiusan clan Pengawasarmya 
(Lembaran Daerak Propirsi Daerdl Istimewa Yoaakarta Tahun 
290 i, Nomor 68, Seri D); 

10. Peraturan Daerail Provinsi Daerah Istirxewa Yogyakarta Nonor 7 
Tafiun 2007 ientsng Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Provinsi Daerah Istim-ewa Yogyakarta (Lembaran 
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yoeyakarta Tahun 2007 Nomor 
7); 

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 
Tahun 2013 tentang Tanah Kas  Desa (Berita Dserah Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nom~r 65;; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG TANAH KAS DESA 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 



1. Ketentuan dalam Pasal9 diubah sehingga Pasal9 berbunyi sebagai berikut: 

Untuk mendapatkan kin dari Gubernur sebagaimana dirnaksud dalam Pasal8, 
Pemerintah Desa harus menyampaikan surat pennohonan kepada Gubernur 
melalui Bupati, yang dilamviri dengan: 

a. fotokopi akta pendirian bagi badan usaha atau organisasi atau bukti diri 
bagi perorangan atau peraturan pembentukan kelembagaan bagi instansi; 

b. fotokopi akta pendirian, bukti diri, atau peraturan pembentukan 
kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan dengarL 
surat pernyataan mengenai kebenaran fotokopi dokumen sesuai dengan 
aslinya yang ditatidatmgani oleh yang bersangkutan atau pirripinan dari 
badan usaha, organisasi, atau instansi; 

c.  proposal paling sedikit mernuat infomasi rnengenai: 

1) maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa; 

2)  letak Tailah K a s  Desa, ymg meliputi: 
a) pedukuh=; 

desa; 
c) kecarnatan; dan 
dl kabupaten; 

33 perkiraan luas tcnah yang dibutuhkan; 

4) jnngka wzktu yang diperlukan untuk pemmfaata.n Tmah Kas Desa; 
5)  rencana penganggaran, ymg meliputi: 

a) Sesm.ya danz; dan 
b) surnbtr dana; 

d. k e p u t u s a  kepzla dean dan atau pe-raturan desa asli; dan 

e. perseiujuan dari BPD asli. 

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) 
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la.) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 11 

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa sebagaimana diinaksud ddam 
Pasal7 huruf a, digunakan: 

a. untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa; dan 

b. jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahuil dan dapat 
diperpanjang. 

(la) Pihak penyewa yang telah habis jangka waktu sewanya dan akan 
melakukan perpanjangan masa sewa mendapatkan prioritas untuk 
menyewa Tanah Kas Desa, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. telah memenuhi kewajiban yang dirnuat dalam Keputusan Gubernur 
mengenai kin pemanfaatan Tanah Kas Desa; dan 

b. telah memenuhi pe janjian sewa-menyewa dengan Pemerintah Desa. 



(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dibuatkan surat 
pe rjanjian sewa-menyewa, yang paling sedikit memuat: 

subyek perjanjian; 

obyek pe rjanjian; 

ruang lingkup; 

jangka waktu; 

hak dan kewajiban; 

besaran sewa; 

penyelesaian perselisihan 

keadaan memaksa(force majeure); 

pengakhiran pe rjanjian; dan 

peninjauan pelaksanaan perjanjian. 

3. Ketentuan da1a.m Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikat: 

Pasal 13 

(1). Jangka waked sewa Tmah Kzs Desa lebih dari 3 (tiga) tzh~1.n dan paling 
lams? 10 (sepuluh) t b m ,  dilalcukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali 

' 

oleh Peinerintah Desa serta dilakukan pengawasan oleh SKPD dan/atau 
Tim y a g  tugasnya mernbid.mgi pengawrasan pemanfaatan Tanah Kas 
Dcoa. 

(2). Peilgavi~~san sebagaimzna dimeksud pada ayat (1) unlxk mengetahui 
kesesuaian pemberian izin Guberni~r dan pelaksanaan perja~jian sewa- 
menyewa. 

4. Dix~tara  Pasal 19 dan Pasd 20 disisipkan 1 [satu) pasal, yaitu Pasal 19A 
yang berb'clnq-i sebagai berikut: 

Pasal 19A 

Ketentuan lebih lanjut mengenai yemanfsatan Tanah Kas Desa y w g  tidak lebih 
dari 3 (tiga! tzhun, diat-~r dengan Peraturan Bupati. 

5. Ketentuan Pasal 46 penulisan ayat (5) diubah dengan penulisan ayat (4) dan 
penulisan ayat (6) diubah dengan penulisan ayzt (5) sehingga Pasa! 46 
berbunyi sebagzi berikut: 

(1). Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal38, dibiayai oleh Instansi yang memerlukan tanah. 

(2). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi biaya: 

a. operasional dan biaya pendukung; dan 

b. peralihan hak atas tanah. 



(3). Biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) digunakan untuk kegiatan pelepasan danlatau pengadaan tanah 
pengganti Tanah Kas Desa, yang meliputi: 
a. rapat-rapat; 
b. pengadaan bahan; 
c. alat tulis kantor; 
d. cetaklpenggandaan; 
e. biaya keamman; 
f. penunjang musyawarah; 
g. sosialisasi; 
h. biaya perjalanan; 
i. survey lokasi tanah pengga-nti; 
j. honorarium panitia; dan/sltau 
k. honorarium pengawas. 

(4 )  Biaya peralihan hak atas tanah sebagaimana aimaksud pada ayat (2), 
mcliputi: 
a. sertifikasi tanah pei~gganti; dan 
b. pexlgukuren tanah penggar~ti. 

(5). Besaran piing tinggi biaya operasioal dan biaya penduhng kegiatan 
pelepasan dan per~gadaan tanah pengganti Tanah Kas Desn sebagairnana 
dimaksud pada ayat (4) tercantclm dalam Lampiran: yang merupakan 
bagian ticiak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

6. Ketcntuan Pasal53 d i u b h  sehingga Pasal53 berbunyi sebzgai berikut: 

Pasal 53 

(1) Eetiap or22g ymg memafaatkan Tanah Kas Desa sebagair~iana dimaksud 
dalam Pasal 8 atau pemanfaatan Tanah Kas Desa yvlg jangka waktunya 
tidsk lebiii dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi atau 
pemntukm Tmah Kas Desa tanpa izin tertulis dari Gubemur sebagaimana 
dimziksud 6alan1 Paed 49 ayat (1) dikemknn sanksi teguran seczra tertuiis 
untuk mengembalikan fungsi d a n / a t a ~  peruntuksnnya. 

(2) Teyran secara tertulis sebagaimana dima~sud pada ayat (1) pemberian 
sanksi dilakukm- sebagai berikut: 
a. Ta.& Kas Cesa seluas sampai dengar. 2.000 m2 oleh &:epala Desa; 
b. Tan&! Kas Desa seluas 2.000 m2 sarnpai dengan 10.000 m2 oleh 

Bupati; dan 
c. Tslnah Kas Dcsa selnas di atas 10.OGO ma oleh Gubernur. 

(3) Teeran  secara tertulis sebagaim~na dimaksud pada ayat (2), diberikan 
paling banyak 3 (tiga ) kali, dengan jangka waktu : 
a. teguran ke satu dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender; 
b. teguran Ice dua dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender; 

dan 
c. teguran ke tiga dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender. 

(4) Dalam hal teguran secara teriulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dilaksanakan maka tanah kas desa wajib dikembalikan kepada Desa. 

(5) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b 
dilaporkan kepada Gubernur. 

(6) Apabila teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan b tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 



7. Diantara Pasd 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 54 A, 
ysng berbunyi sebagai berikut: 

(1). Setiap orang karena perbuatannya sengaja maupun tidak sengaja 
menyalahgunakan atau menghilangkan dokumen yang memuat data 
Tanah K a s  Desa yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Desa 
diarxam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2). Setizp orang karena perbuatannya sengaja maupun tidak sengaja 
mengakibatkan berkurangnya luas Tanah Kas Desa yang menimbulkan 
kerugian bagi Peinerintah Desa diancam sesuai ketenbian Peratcran 
Perundang-undangan. 

Pasal I1 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal dhndangkm. 

Agar sctiap orang mengetdluinya, memerintahkarl pengundailgan Peraturen 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daersh Daerah Isume1,va 
Yogyakarta. 

Ditetapkan dj Yogyakarta 
pada tanggal 20 .Juni 00 14 

ttd 

HAMENGKU BTJWONCl X 

Diundangkan di Yogyakarta 
g d a  tanggd 20 Juni 20?4 

SEKRETARiS DAERAH 
DAERAH ISTIMEWP. YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 39 NOMOR 2014 



LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
NOMOR 39 TAHUN 2 0  1 4  
TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 
65 TAHUN 2 0  13 TENTANG TANAH 
KAS DESA 

BESAXAN RlAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN 
PELEPASAN DAN PENGADAAAN TAIVAH PENGGANTI TANAH KAS DESA 

Biaya Operasional dan Eiaya Pendukung u n k k  kegiatan pelepasan dan pengadaan 

tanah psngganti T a n a h  Kasa  Desa ditentukan berdasarkan perhitungan dirnulai 

dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kemgi~n  t m a h  sampai dengan atau setara 

dengail R p  10.000.000.000,03 (sepuluh miliar rupiah) pertama dail selanjutnya 

dengan prosenrase menurun sebagai berikut: 

- 
1 s.d ~p 10 miiiar = (4% x Rp i0 iniliar) = paling h g g i  
I 

I di atas Rp 10 rmliar = (biayn s.d. Rp 10 miliar sehelumnya) = paling t i i i  

I s.d. Rp 15 mfia- + (3% x RD 5 miliar) Rp 550 juta 
I ' di atas Rp 15 rniliv = (biayz s.d. R p  15 d a r  sebelumnyr_) = paling tinggi 

s.d. Xp 30 miliar + (2% x Rp 15 a a r )  Rp 850 jutn 

I 
I 

I di atas R p  30 niiiw = (biaya s.d. Rp 30 miSiar sebelumnya) = paling tin& 

I s .d  Rp 55 miliar + (1% x R p  25 miliar) R p  1,100 niliar 

di atas R p  55 miliar = @iaya s.d. Rp 55 miliar sebelumnya) - paling +hggi I 
, s.d. Kp 105 miliar + !0,530/0 x Rp 50 =ilia) - Rp1,35C)milia 1 

1 

i 
- - - 

di atss Rp 135 miliar = (biaya s.d. Xp 105 miliar sebelumnya) = paling tinggi 

+ (0,2596 x Rp 100 miliar) Rp 1;600 miliar , 

GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAEWH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 65 TAHUN 2013 

TANAH KAS DESA 

DENGAN RAHMAT TUH-AN YANG MAHA ESA 

GUBEKNUX DAERAH ISTIMEWA YOGYAK4RTA, 

Menimbaag : a.bzhwa tsnah kas desa dapat dimanfaatkan i a n  

dicptimalisasikan d a i m  rsngka penyele~ggaraan 

pemerintah=, pembang~nan, kesejahteram untuk 

kemajuan masyarakat dess serta dapat dilepas seba-gai 

obyek bagi pengadaan tanA u n t ~ k  kepeilti~gan umum; 

b. bahwa daiam rangka teriib administrasi pemanfaatan dm 

pelepasan tanah kas desa. sebagai~aria dimaksud hurui a 

per!u diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalarn huruf a, dan k ~ r u f  b perlu menetapkan Peraturan 

GilCernur tentang Tanah Kas Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 

telah diudah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 

Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 827); 



2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Pembahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2G04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembaqgunan Untuk Kepeiltingan Umum 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5280); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistirnewaan Da-erah Istimewa Yogyakarta (Lembarm 

Negara Republik itldoiiesia Tahun 2012 Nornor 170, 

Tarnbalm krribarziri Negara Rzpublik Indonesia I'Jornor 

5339); 

5. Perzturan Pemerinta5 Nomcr 31 T ~ I U I ~  1950 tentang 

Berlakuflya Uudang-Undang Nomor 2, 3, 10 d m  11 TL?hun 
1950 (Berita Negara Kepublik Indonesia. T a h ~ n  1950 Nomor 

58); 
6. Peraturar, Merlteri Dalax Negeri Nomor 4 Tabu= 2007 

tentmg Pecioman Pengelolaan Kekayam Desa; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tab-~n 1985 tentang Sumber Pendapatan dan 

Kekayaan Desa, Pengumsar, dan Pengziwasannya (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 

Nomor 67, Sex5 D) sebagaimana telah diubah der,gaa 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peilcabutan Sebagian 

Peraturan Daerah Frovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan 

Kekayaan Desa, Pcngumsan dan Pengawasannya (Lembaran 
Daerah Provinsi DaeraIi Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, 

Nomor 68, Seri D); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7 T a h u ~  2007 tentang Urusan Pemerintahan yang 

Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2007 Nomor 7); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANAH KAS DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Ddam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

I.  Daerah yang selanjutnya disebut DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Pemerintah Daerah DIY, selanjiltnya disebut Pemcla DN adalah Gubernur 

dan perangk~t daerak; sebagai unsur penyelenggara pemerintshan daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemda DIY, Pemerintah Kzbupaten Bant-41, 

Pemerintah Kabupzten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkid~l 

dm/ata.u Pemerintah Kabupaten Sleman. 

4. ~ u b e m u r  adalah Gubernur DiY. 

5. S a t ~ a n  Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disicgk-at SKPD adalah 

Satcan Kerja Perangkat Dacrah di lingkungw Pernda. DR. 

5. Kab~paten aclalah lcabupaten S!emaIi, liahupaien Eantul, Kabupaten 

Xulonprogo am Kabupaten Gunungkidul. 

7. Kecmatan addah wilayah kerja camat sebagai permgkat daerah 

t<abupaten. 

8. Desa addah kesatuan masyarakat hukum yarg memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenailg untuk mengatxr dan mengurus kepentingm 

masyarakat setempat, berdasarkan asill usul dm adat istiadat setempat 

ym-g diakui dan dihormati ddam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraazl urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Desa d m  Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengums kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam siste~n 

Pemerintahan Negara Kesatuan Repablik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau lurah desa dan perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

1 1. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 



12. Kekayaan desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli 

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja 

Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 

13.Tanah K a s  Desa adalah salah satu jenis kekayaan desa yang berupa 

bengkok, lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan desa, 

penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, 

lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa. 

14.Pemanfaata~ Tanah Kas Desa adalah pendayagunaan Tanah Kas Desa 

yaqg diperg~znakan dalam lsentuk sewa, atau bangun serah guna dan/atau 

bangun guna serah dengan tidak mengubah status Tanah Kas Desa 

sebagai kekayaan desa. 

15. Sewa adalah pemanfaatan Tanall Kas Desa oleh pih& lain dalzm jangka 

waktu tertentu untuk mencrima Imhalan uang tunai. 

16. Eangun gdna serah addah pernanfiatan Tanah Kas Desa bewpa tanah 

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dal/atau sarana 

berikut fasilitasnya, kemudian d idaya~~nakan  oleh pihak lain tersebut 

ddarn jangka waktu terteiltu yzng tel&: disepakati untuk selanjutnya 

ciiserallkarl kernbdi tanah 'Jeser'~ b m g ~ n ~  danlatau sarrana berikut 

fasilitasnya setelall berakhirnya jangka waktu. 

- 17. Bangun sera5 GI-na adsla\ pematlf~ztan Tanall Kas Desa berupa tanail 

o!eh pin& lain dengan cara meildjrikm hsngunar, dan/atal-I sarana 

berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembalgunannya diserahkan 

u n b ~ k  didayagunakm oleh pinak lain tersebut dalarn jangka w a k t ~  

tertentu yang disepakati. 

18. Perubslhar. perunt~kan Tan& Kas Desa addah perubahan dari suatu 

bentuk pernanfaatan atau penggunaan Certentu me~jadi  bentuk 

pemanfaatan atau penggunaan la in~ya  oleh Pemerint& Desa. 

19. Pelepasan Tariah Kas Desa adalah kegiatan pemutusan hubungm hukum 

dari Pernerintah Desa kepada Instansi yang memerlukan tanah dalarn 

rsngka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingzin Umum 

dengan cara memberi Ganti Kerugian yang diberikan dalarn bentuk tanah 

yang berada dilokasi Tanah Kas Desa dalam satu Desa yang sarna atau 

Desa lain yang berbatasan dalam satu Kecarnatan. 

20. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non 

kementerian, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, Badan 

Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik 

Daerah. 



21. Panitia pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  Desa yang 

selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang melaksanakan pelepasan 

dan pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  Desa yang dilepaskan bagi 

pernbangunan untuk kepentingan umum. 

22. Panitia pengawas pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa yang 

selanjutnya disebut Pengawas adalah panitia yang rnengawasi proses dan 

tata kelola pemanfaatan Tanah K a s  Desa danlatau pelepasan danlatau 

pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan ba.gi 

pembmgunan untuk kepentingan umum. 

23. Objek Pengadaan Tanah addah tanah, mang atas tanah dan baw-ah tanah, 

bangunan, tmaman, benda yang berkaitzn dengan tanah, atau lainnya 

yang dapat dinilai. 

24. Penilai P~b l ik  adalah penilii yang telah memperoleh izin dari Menteri 

Keuangan untuk mernberilcan jasa pe2ilaian. 

25. Eencana dam adaiah bencana yang diakibatkan oleh peristka atau 

seranglcaim peristiwa yang disebabkan oleh dam a n t x a  laill berupa 

gempa bumi, tsunami: gunung meletus, bariir, keiteringan, angin topan, 

dm tanah iongsor. 

BkE I1 

KEBIJAKAN UMUM 

(1) Tanah Kas Desa yang menjadi obyek Pengadaan Tanall Untuk 

Pernbm-gunan Kepeiltingan Umum, dilepaskan dengan tanah pengganti 

yang berada dilokasi Tanah Kas Desa dalam satu Desa yang sama atau 

Desa lain yang berbatasan dalam satu Kecamatan. 

(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa hanya dapat dilaksanakan untuk 

menunjang penyelenggaram pemerintahan, dan kesejahteraan serta 

kesejahteraan masyarakat Desa. 

Pengat~ran Tanah K a s  Desa di DIY, dimaksudkan sebagai pedoman terhadap 

pelepasan Tanah Kas Desa bagi pengadaan tanah untuk pembangunan 

kepentingan umum dan pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktu 

pemanfaatannya di atas 3 (tiga) tahun. 



Tujuan pengaturan Tanah Kas Desa di DIY untuk tertib administrasi dalam 

rangka pengendalian pelepasan Tanah Kas Desa bagi pengadaan tanah untuk 

pembangunan kepentingan umum dan pemanfaatan Tanah Kas Desa, guna 

kepentingan dm peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Asas pengelolaan Tanah Kas Desa, meliputi: 

a. fungsional; 

b. kepasti* hukum; 

c .  keterbukaan; 

d. efisiensi; 

e. akuntsbilitas; dan 

f. kepastim nilai. 

R L I = ~  linghaip pengabran d d m l  13erat~rm Gubernsrr ini mcii~ilti: 

a. pernanfaatan Tanah Kas Desa yang jm-gka waktu pemailfaaiannya di atas 

3 (tigal tahun; 

b. pemanfaat~n Tana!! Ka.s Desa yang dimanfaatksm sebagai penghasllan 

tetap dan pe~ghargaan kepada kepda desa danlatau perangkat desa; 

c. pe,rnanfaatan Tar,& Kas Desa sebagai pendapatan desa; 

d. perubahan peruntukan; 

e. pelepasan Tanah Kas Desa dan/ztau pengadaan t a a h  pengganti %ah 

Kas Desa; dan 

f. pengawasan Tanah Kas Desa. 

BAB 111 

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pemanfaatan Tanah K a s  Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a,  

meliputi: 

a. sewa; atau 

b. bangun serah guna danlatau bangun guna serah. 



Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib 

mendapatkan izin dari Gubernur. 

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagairnana dimaksud dalam Pasal8 

Pemerintah Desa hams menyarllpaikan surat permohonan kepada Gubernur 

melalui Bupati, y i g  diiampiri dcngan: 

a. fotokopi akta pendirian bagi badan usaha atau organisasi atau bukti diri 

baa  perorangan atau peraiuran pembentskan kelernbagaan bagi Instansi; 

dan 

b. proposal, paling sedikit rnenguraikan mengenai: 

1. maksud dan tujuan pemmfaatm Tanah Kas Desa ; 

2. letak Tmah K a s  Desa, yang meliputi: 

a. , peduhhan; 

b. desa; 

c. Itecamatzn; dari 

d. kabupaten; 

3. perkiraar, luas tanah yang dibutuhkan; 

4. jangka waktu yang diperiukan ~ ~ n t u k  pzrnanfaataa Tmah Kas Dcsa ; 

5. rencma penganggaran, : r ang  meliputi: 

a. besarnya dana; dan 

b. cumber dana. 

c. Keputusan kepala desa dan atau Peraturan Desa; dan 

d. persetujuan da-i EPD; 

Pasal 10 

(1) Surat perrnohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 hams diketahui 

oleh Carnat setempat. 

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dirnaksud dalam pada Pasal 9 

Bupati membuat rekomendasi kepada gubernur paling sedikit memuat: 

a. kesesuaian tata ruang yang diterbitkan oleh badan koordinasi penataan 

ruang daerah; 

b. aspek ekonomi; dan 

c. aspek lingkungan. 



Bagian Kedua 

Sewa Tanah K a s  Desa 

Pasal 11 

(1) Pemanfaatan Tanak Kas Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal7 huruf a, dilakukan: 

a. untuk mengoptimalkan pendapatan asli Desa; 

b. jangka waktu sewa yang lebih dari 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 

(dua pull~h) tahun; d m  

(2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan surat 

pe janjian sewa menyewa, pding sedikit memuat: 

a. subjek d a l m  perjznjian; 

b. obyek perjanjian; 

c. ruang lingkup; 

d. jangka wauu; 

e. hak d m  kewajibzn; 

f. besaran sewa 

g. penyelesaian perselisihan; 

h. keadaan meinaksa (fcrce majeiire); 

i. pengakl~iran perjznjian; dan 

j. peninjauar, pelaksanaan perjanjiu;. 

Pasal 12 

(1) Tanah Kaa Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat 

(I  j dapat dihangun dengm bangun-bangunan oleh pihak penyzwa. 

(2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: 

a. mengalihkan penguasaar, atau menyewakan Tanah Kas Desa kepada 

pihak l&n; dan/atau 

b. menambah keluasan Tmah K a s  Desa ya9g telzh ditetapkan oleh 

Gu bernur . 

Pasal 13 

(1) Jangka waktu sewa Tanah Kas Desa paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pemerintah 

Desa serta dilakukan pengawasan oleh SKPD yang tugasnya 

membidangi pertanahan. 



(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui 

kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan perjanjian sewa- 

menyewa 

Pasal 14 

Sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 zyat (I) ,  

dilaang untuk dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal. 

Pasal 15 

Pelanggaran sebagairnana dimaksud dalarn Pasd 12 ayzt (2) dan Pasal 14, 

nengakibatkan perjanjiari sewa menyewa Tanah Ka.s Desa batal demi hulmm. 

Pasal 16 

(I.) Setelah jangka w a k t ~  sewa Tanah Kas Desa berskhir, pihak per,yewa wajib 

menyerahkan Tirlah Kas Desa yang di sewa. 

(2) Calam hal di atas Tanah Kas Desa. yang diserahkan sebagaimana 

dim&sud pada ayat (1) terdapat bangcn-barLgunzm yang cl ibmg~n oieh 

pihak penyewa dan tanaman wajib pula diserahkan kepada Pemerintah 

Oesa disertai dengan berita a c a a  ser* terima. 

(3) Kecuali bangun-banganan sebagsinana dimaksud pada zyzt (2) ym.g 

dibangun oleh Instarisi rncnjadi milik Instar~si yang bersangkitan, dengan 

ketentuail: 

a. jmgkz waktu sewa Taxah K a s  Desa diperpccnjmLg; d m  

b. bmgun-bangunmnya masih dipergunakan untuk menjalanksq tugas 

dan fungsi Instansi. 

(4) Perpanjangan jangka w a k t ~  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

Pemerintah Desa wajib mengajukan permohonan kin kepada GuSernur 

meldui Bupati, dengan dilampirkan surat perjanjian sewa sntara 

Pernerintah Desa dengan Instansi yang bersangkutan. 

Bagian Ketiga 

Bangun Serah Guna Atau Bangun Guna Serah 

Pasal 17 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna atau bangun guna 

serah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat dilakukan 

karena: 



a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum; 

d m /  atau 

b. tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan belanja Desa untuk 

penyediaan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa. 

Pasal 18 

(1) Bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud 

ddam Pasal 17 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. jangka waktu kontrak bangun serah gclna dznlatati bangun =na serah 

paling lama 20 (dua puluhj tahun; dan 

b. peiaksanaan kontrak bangun serah guna d m  bangcln guna serah 

dilakukm tim. 

(2) Jangka wakt.~ kontrak bm-g~n  serah guna =tau bangun guna serah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a, dapat diperpanjang paling 

banyak 1 jsatu) kdi. 

(3) Tim s e b a g z i ~ n ~ a  dimaksud pada ayat !I) huruf b, dibentuk o!eh Kepala 

desa., ymg terdiri dari unsur: 

a. perangkat desa; dan 

b. tenaga Ali. 

(4) 'l'ugas tim sebagairima dimaksud pada ayat (3, rfieliputi: 

a. menyiapkan kont-ak; 

b. menyusun prioritas objek bmgm serah guna a r m  bangun guna serah; 

c. menyia9kan dan membuat kermgka acuan atau prcposal objek bangun 

serah guna atau bangun guna sera-; 

d. menyiapkan dan membuat materi dan rancangan kontrak; 

e. menilai kerangka acuan atau. proposal dan studi kelayakan objek 

hangun serak guna dan/atau bangun guna serah dari pihak ketiga; dan 

f. melakuksn pengawasan terhadap pelaksanaan knntrak bangun serah 

guna atau bangun guna serah. 

Pasal 19 

Bangun serah guna atau bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 hams dengan dokumen kontrak bangun serah guna atau bangun 

guna serah, paling sedikit memuat: 

a. pihak-pihak yang terikat dalam kontrak; 

b. obyek kontrak bangun serah guna atau bangun guna serah; 

c. jangka waktu; 



d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. penyelesaian perselisihan; 

f. keadaan di luar kemampuan para pihak Vorce mjeure) ;  dan 

g. peninjauan pelaksanaan kontrak bangun serah guna atau bangun guna 

serah. 

BAB IiJ 

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA YANG DIMANFAATIN SEBAGAI 

PENGHASILAN TETAP DAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA 

DAI\I/ATAU PERANGKAT DESA 

( 1 )  Tanah K a s  Desa yang berupa bengkok, lunggih atau pengarem-arem 

dapat dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap untuk kepda desa 

dan/atau perangkat ciesa. 

(2)  Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ,  diberikan selama menduduki masa 

jabatan kepda desa dari/atau perangkat desa. 

(3) Tmah Kas Desa yang dinianfaafkan sebagai pengliasilan tetap 

s ~ b a g a i r n ~ l a  dimzksud pada ayat (I), diserahkm kembali ke Pemerintah 

Desa setelah masa jabatan kepala ciesa dan/zt.au permgkat clesa berakhir; 

( 1 )  Tmah Kas  Desa yang Seiupa bengkolc, Ii~nggiih &tau pengarem-arem 

dapat dimanfaatkan sebagai penghzrgaan pengabdian. 

(2)  Tmah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghargam pengabciian 

sebagaimana dimzksud pada ayat (I), diberikm kepala desa daniatau 

permgkat desa yang diberhentikan dengan hormat atau meninggd dunia. 

( I )  Tanah Kas Desa ymg dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap 

sebagaimana dimaksud ddam Pasal 29 atau Tanah Kas Desa yang 

dimanfaatkan sebagai penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal2 1, dilarang merubah perun tukannya. 

(2 )  Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan sebagai penghasilan tetap atau 

dimanfaatkan sebagai penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( I ) ,  pengelolaannya dapat dilaksanakan bersama orang 

perorangan. 



(3) Pengelolaan Tanah K a s  Desa yang dilaksanakan bersama orang 

perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dengan ketentuan: 

a. jangka waktu pengelolaan bersama paling lama 1 (satu) tahun; dan 

b. diketahui dan dicatat oleh Pemerintah Desa. 

Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Tanah Kas Desa 

sebagai penghasilan tetap dan/atau sebagzi penghargaan peilgabdian kepada 

kewala desa danlatac perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

B.4B V 

PEh.lX4NFAATAN TAit4H U S  DESA SEBAGAI PENDAPATAN CESA 

(1) Hasi! pemanfaatan Tan& Kas Desa sebagaimana dimaksud clalam Pasal 6 

humf a dan huruf b, merupakan pendapatan Desa. 

(2) Psndapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), bagian dari 

ke~langan Desa. 

(3) Pendapztm Desa sebagaimana dimakw~d pada ayat (1)) dicatat d d m  

buku kas umum dan disetor d&m rekeni~lg khusus hasil p e m ~ ~ f a a t a n  

Tanah Kas Desa. 

Keuangm Desa scbagaimana dimaksud dalzm Pzsd 24 ayat (2), dikeiola 

sesuai dengan ketcntum Perahran Perundang-undai-lgan. 

BAB VI 

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH KAS DESA 

(1) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf d, Pemerintah Desa wajib mendapatkan izin dari Gubernur. 

(2) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I), hanya dapat dilakukan untuk: 

a. kepentingan Desa; 

b. kepentingan kebudayaan; 

c. kepentingan sosial masyarakat; dan/atau 

d. prasarana pemerintahan desa. 



(1) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 26 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan perubahan 

peruntukan Tanah K a s  Desa, paling sedikit memuat: 

a. maksud dan tujuan rencana perubahan peruntukan Tanah Kas Desa; 

b. kesesuaian dengan renczna tata ruang wilayah; 

c. let& Tanah Kas Desa; 

d. luas Tanah Kas Desa yang akan dirubah peruntukannya.; 

e. gazbaran umurn Tanah Kas Desa; dan 

f. rencana penganggaran. 

(2) Maksud dan tujuw- rencana pembangunan sebagaimma dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, menguraikan inzksud dm tujuan perubahan pei-untukan 

Tanah Kas Desa yang d i r e n ~ ~ a k i m  dan manfsat pembahan peruntukan 

Tanall Kas Desa untuk kepentingan masyarakat.. 

(3) Kesesuaian dengan Rencana Tata Rumg Wilayah sebagaimana dimaksud 

pa-da ayat (1) huruf b, me3guraikan kesesuaian rencana lokasi perubahan 

perunhikm Tan& Kas Desa dengan Rescana. Tata Ruang Wilayah 

(4) k t a k  Tanah K a s  Desa seSag&manz dimakslid pada ayai ( I )  humf c, 

mengura3~sn wilayah administrasi: 

a. dusun; 

b. desa; 

c. kecamatan; dan 

d. kabupaten: 

tempat lokasi pembahan peruntukan Tanah Kas Desa y a g  direncanakm. 

(5) Luas Tan& Kas  Desa yang &an dil-ubah peruntukannya sebagaimzna 

dimaksud p ~ d a  ayat (1) huruf d, m e n ~ r a i k a n  perkiraan luas Tmah ICas 

Desa yang akan dirubah peruntukannya. 

(6) Gambaran umum Tanah K a s  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, menguraikm data awal konversi kepemilikan hak atas tan& oleh 

Pemerintah Desa. 

(7) Rencana penganggaran sebagairnana dimaksud pada ayat ( I)  hui-uf f, 

menguraikan besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana 

untuk: 

a. perencanaan; 

b. sosialisasi; 

c. pelaksanaan; 

d. adrninistrasi; dan 

e. sertifikasi. 



Pembahan peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26, harus mendapatkan persetujuan dari BPD. 

Pasd. 29 

Dohmen pereccanaan perubahan peruntukan Tanah K a s  Desa sebagaimana 

dimaksud d a l m  Pasal 27 ayat (1) disusun oleh Pemei-intah Desa setelah 

mendapatkan persetujuxl dari BPD. 

Untrik mendapatkan izin dari Gubernur sebagairnana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (I), Pemerintah Desa hams menyanpaikan surat perrnohonar, kepada 

Gubernur melalui Supati, ymg dilengkapi dengan: 

a. persetujuan d u i  BPD; 

b. clokurnen perencanam per~bahan pemntukm Tanah Kas Desa; d m  

Surzt ppsrmohonan sebagaimana dirrlaksud pada Pasal 30 harus diketahui 

oleh Camat setempat. 

Pasd 32 

(1) Per~bahan peruntu~aB Tan& Kas Desa dilaksan&an setclah diberikan 

izin oleh Gubernur. 

(2) kin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

(3) Pelaksanaan perubahan pemntilkan Tanah K a s  Desz sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dcngm peraturan desa. 

BAB VII 

PELEPASAN CAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA 

Bagian Kesatu 

Pelepasan Tanah K a s  Desa 

(1) Pelepasan Tanah K a s  Desa hanya dapat dilakukan untuk: 

a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 



b. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum; danlatau 

c. kepentingan relokasi karena terjadinya bencana dam. 

(2) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan urnum sebzgairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

diberikan Ganti Kerugian sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembang~nan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksmaannya. 

(3) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk pengganti tanah masyarakat yang 

terkena pengadaan tanah bag  pembangunan uiltitk kepentingan umurn 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k u r ~ f  b, dilakukan dengan cara jual 

beli atau cai-a lain yang disepakati. 

(4) ??emberim Gmti Kerugiafi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cialam 

bentuk tmah penggariti harus berlokasi di Desa yang sama dengan Tar,& 

Kas Desa yang dilepaskan atau di desa. lain ymg berbatasan dalam satu 

kecamatm. 

(5) Pelepasan Tanah KRS Desa untuk kepentingan relokasi karena terjadii~ya 

bencaila alam sebagaimana dimaksud pada ziyat j i )  humf c; hanya dapat 

d i l a k ~ ~ a k a n  oleh Pemerintah Daerah. 

( 4 )  Ta.ta cm-a pelepzsan Tanah K a s  Desa. sebagaimana dim&sud pads ayat (51, 

dilaksanakan sesuai ke terltuan peraturm perundaqg-undangan. 

(7) Pelepasan Tmah K a s  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danlatau 

ayat (3) dilaksmakar, ole11 Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagai pihak 

yang mewakili kepentlngan dari Pemerintah Desa unlxk pelepasan. Tan& 

K a s  Desa. 

(8) Panitia yang dibentuk oleh Eupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

terdiri dari: 

a.. Bupati; 

b. unsur satuan kerja perangkat daerah kabupaten; 

c. unsur kecarnatan; 

d. unsur kantor pertanahan; dan 

e. kepala desa. 

(9) Panitia yang dibentuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

bertugas melakukan Pelepasan Tanah K a s  Desa sebagaimma dimaksud 

pada ayat (2) danlatau ayat (3). 



(1) Pelepasan Tanah K a s  Desa untuk Pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) 

digunakan untuk pembangunan, yang meliputi: 

a. pertahanan dan keamanan nasional; 

b. jalan umum, jalan tol, t e r o w ~ n g ~ ,  jalur kereta api, sAixsiun kereta api, 

dan fasilitas oper~si kereta api; 

c. waduk, bendangan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran 

pembuangan air dan sanitasi, dan hangunan pengsiran lainnya; 

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. pembangkit, irmsmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 

g. jaringan telekoinunikasi d m  informatikt Pemerintah; 

h. temp& ~ e m b l ~ m g a n  dm pengolahm smpah;  

i. rumah sakit Peaerintzh/Pemerintah Caerah; 

j . fasilitas keselma:an umum; 

k. tempat pemakarnan unmm Pemerintah/Pemerintsh Daerah; 

I. fasilitas sosial, fasilitas umum, dai rumg terbulta hijau publik; 

rn. cagar clan: d a r ~  cagar budaya; 

n. kmtor Pemerint&/Pemerintah Daerah/desa; 

c. penataan perr~lukiman k ~ r n u h  perkotaan dan/a.tau konsolidasi tanah, 

serta peAwma%an untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan 

statcs sewa; 

p. prasarana penciidikan atau sekolall Femerintah/Pemerintah Daerah; 

q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah DaeraE-; dan 

r. pasar umum dan lapangan parkir umum. 

(2) Pelepasan Tanah K a s  Desa untuk pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum diberikan Ganti Kerugian ddam bentuk tanah. 

(3) Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas 

hasil penilaian Ganti Kerugian dari Penilai Publik. 

(4) Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar musyawarah 

penetapan Ganti Kerugian. 



(1) Pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33  ayat 

(I), ditetapkan dengan keputusan kepala desa, setelah mendapatkan: 

a. persetujuan BPD; 

b. rekomendasi tertulis dari Bupati; dan 

c. izin tertulis dari Gubernur. 

(2) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk Pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat (I), 

dapat dilaksanakan sebelum diterbitkannya keputusan Gubernur tentang 

penetapan lokasi pembangunm. 

Fenilaian besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayat (3) dilakukan Sidang per bidang Tatiah Kas Desa , y m g  meliputi: 

a. ta~.ah; 

b. ruang atas tznah da-1 bawzh tanah; 

c. bangunan; 

d. tataman; 

e. benda yang berkaitm dengan tmah; clar,/atau 

f. kerugian lain yaiig dapat dinilai. 

Bagim Kedua 

Pengadaan Tanah Pengganti 

(1) Untuk pengadaan tanall pengganti 'Tanah K a s  Desa sebagaimaaa 

dimaksttd dalam Pasal 33 ayat (4), Instansi yang memerlu.kan tanah dapat 

memohon bantuan kepada Bupati untuk pengadam tanah pengganti 

Tanah K a s  Desa. 

(2) Dalarn h d  Instansi yang memerlukan tanah memohon bantuan kepada 

Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ,  Bupati wajib 

menindaklanjuti dengan membentuk Pmitia yang berkedudukan sebagai 

pihak yang mewakili kepentingan dari Pemerintah Desa untuk 

melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  

Desa. 



(1) Panitia yang dibentuk Bupati sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 ayat 

(2) melaksanakan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa. 

(2) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana 

di=aksud pada ayat (I), dilakukan untuk pelepasan Tanah K a s  Desa yang 

luasannya tidak lebih dari 1 (satu) hektar danlatau di atas 1 (satu) hektar. 

Pasal 39 

(1) P e l a k ~ a n a ~  pengadaan t m a h  pengganti Tanah Kas Desa ymg hasannpa 

tid& lebih d a i  1 (satu) l-lektar sebagaimana dimaksu.c! dalam Pasal 38 

ayat (2), dapat dilakukan musyavrarzh secara langsung mtara  Panitiz 

dengm Instansi. 

(2) Musyawarah secai-a langsung antara Panitia d e n g x  Instansi sebagaimana 

dimaksud pada ayat j 11, untuk menyepakati besarnya nilai  anti Kerugian. 

(3) Hasii kesepakatan dalam musyatvarah sebagaimana dimaksud pada ayzt 

(2) meilja.di dasar nil& pengadaari tmal: pengganti Tznah K a s  Desa ymg 

dituangkan ddam berita acara kesepalcatm. 

(4) Berita acaa kesepakatan scbagaimma dimaksud pada ayat (3), paling 

sedikit memuat rnengenai: 

a. pe:epasm Tach K a s  Desa yang rnenjadi obyek pengadazn tanah bagi 

pembangunan untwk kepentingati umum; 

b. menetapkaa rencula lokasi tanah pengganti Tan ah Kas Desa; 

c .  besarnya nilai Ganti Kerugial Tanah K s s  Desz yang dilepaskan; 

d. besaran biaya operasional dan biaya ~endukung  untuk pelaksanaan 

pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  Desa yang diterima Panitia clari 

Instansi yang mernel-lulcan tmah; dan 

e. jangka waktu peralihan hak Tan i i  K a s  Desa di depan pejabat lembaga 

pertanahan dari pernerintah desa kepada intansi yang mernerlukan 

tanah. 

(1) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  Desa yang luasannya 

di atas 1 (satu) hektar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 38 ayat (2), 

dilakukan setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua pelaksana 

pengadaan tanah. 



(2) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil penilaian Ganti Kerugian 

dari Penilai mtblik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3). 

(3) Pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilahkan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati antara 

Panitia dengan pernilik tmah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Selama proses pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  Desa, dana 

pengadam tanah pengganti Tanah Kas Desa dititipkar~ pada bank oleh dan 

atas nama Instansi yang mernerlukm tanah. 

(5) Ijalam hal pelaksanaan pengadam tan& pengganti Tan& K a s  Desa telah 

seiesai dan masih tersisa dana pengadaan tanah pengganti Tanah K z s  

Desa, Instansi yang memerlukan tanah wajib menyerahkan sisa danmya 

kepada Panitia. 

(6) Perlyerahm sisa dana pengadam tanah pengganti Tanah Kas sebagaimana 

dimsksud pa-da ayat 15), dituangkan dalam berita 3-cara penyerahan sisz 

dsna pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa. 

(Ij Pelepasan Ta~iah K a s  Desa untuk Pengadaan t a a h  bagi pembangun,an 

unitik kepentingan umum sebagaimana dimaksud ddam Tasal 35 

dilA-dka7- bersmaan d e ~ g a n  diterimanya Gznti Kerugian dari hstansi 

ymg meme~lukan taEah. 

(2) Pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa 

rnenunggLl tersedianya ranah pengganti Tanah Kas Desa. 

(1) Pelaksmaan pengadaan tmah pengganti Tanah Kas Desa yang luasannya 

tid& lebih dari 1 (satu! hektar atau yang luasannya di atas 1 (satu) hektar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (I) 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah diterima 

Panitia. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) dapat dimohonkan 

perpanjangan jangka waktunya kepada Gubernur. 

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (21, hanya dapat diberikan oleh Gubernur yang memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 



a. tidak tersedianya tanah pengganti di Desa yang sama untuk pengganti 

Tanah K a s  Desa yang dilepaskan; danlatau 

b. kepemilikan tanahnya terdiri dari beberapa ahli waris dan yang satu 

atau lebih dari satu ahli warisnya tidak berdomisili dilokasi tanahnya. 

(4) Perpanjangan jangka waktu yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), diberikan perpanjangan jangka waktunya paling 

lama 6 (enam) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berakhir . 
(5) Perpmjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat 

diberikan paling banyak 2 (dua) kali. 

(1) Hasil pelaks=aan pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  Desa ymg 

luasannya di atas 1 (satu) hektar sebagaimana dim&sud dalarr, Pasal 42, 

Panitia harus lebih dahulu menyerah~an kepada Instansi. 

(2) Inst=si yang nenerima tanah pengganti T z a h  K a s  Desc sebagaimma 

&.n;aksud pada ayat (1) menyerahltatt tanahnya kepada pemerintatl desa 

sctc!ah memper~leh validasi da.ri ketua pelaksaila pengadaan tan&. 

(3j PenyerAan tanah pengganti Tanah Kas  Desa sebagziirnana diinaksud pada 

ayat (2), clituargltan dalm berita acara penyerahan yang disaksiktr, cleh 

Pengzwas. 

(1) Hasil pelaksanaan pengadaan tanall pengganti Tan& Kas  Desa yang 

luas=nya tidak lebih dari 1 (satu) hektsr sebagaimma dimaksud d a l a ~  

Pasal42, Panitia hams menyerahkan kepada pemerintah desa. 

(2) Penyerahaz tarah pengganti Tanah Kas Desa sebagairnana dimaksl~d 

pada ayat (I) ,  dituangkan dalam berita acara penyerahan yang disaksikan 

cleh Iilstansi dan Pengawas. 

Proses pelaksanaan pelepasan dan/atau pengadaan tanah penggan,i Tanah 

K a s  Desa oleh Panitia, diawasi oleh Pengawas yang dibentuk oleh Gubernur. 

(1) Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti Tanah K a s  Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal38, dibiayai oleh Instansi yang memerlukan tanah. 



(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi biaya: 

a. operasional dan biaya pendukung; dan 

b. peralihan hak atas tanah. 

(3) Biaya operasional d.an biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), dipergunakan untuk kegiatan pelepasan d a n / a t z ~  pengadaan tanah 

pengganti Tanah Kas Desa, yang meliputi: 

a. rapat-rapat; 

b. pengadaan bahan; 

c. alat tulis  anto or; 

d. cee&/ penggandaan; 

e. biaya keamanan; 

f. penunjang musyawarah; 

g. sosialisasi; 

h. biaya perjdanan ; 

i. survey lokasi tanah pengganti; 

j . hoccrarium Panitia; d m /  atau 

k. honorarium Fengaw-as. 

(5) Bizya peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksrtd pada ayat (2),  

me1iput.j : 

a. sertifikasi tanah pmgganti; dan 

b. pengulruran tan& p~ngganti. 

(6) Besaran paling tiriggi biaya cperasiofial dgi biaya penduLmng kegiatan 

pelepasan dan pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana 

ciimaksud pada ayat (4) tercmtum dalam Immpiran yang merupakan 

bagim tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Edam ha1 pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) atau pelaksanaan pengadaan 

tanah pengganti Tanah K a s  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 yang 

lokasi tanah penggantinya di Desa lain yang berbatasan dalam satu 

kecamatan wajib mendapatkan izin dari Gubernur. 



BAB VIII 

PENGAWASAN 

(I) Pemanfaatan Tanah K a s  Desa yang jangka w&u pemanfaztannya di atas 

3 (tiga) tahun, pemanfaatan Tanah Kas Desa yang ciirnanfaatkan sebagai 

penghasilan tetap dan penghargaan kepada kepala desa dan/atau 

perangkat desa dan/atau penibahan peruntukan danlatzu pelepasan 

Tanah Kas Desa dan/atau pengadaan tanah pengganti Tanah Kas Desa 

s~bagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf d dm-latau 

hix-uf e, dilakukari pengawasan oleh Pengawas ycng dibentuk ~ l e h  

Gubernur . 
(2) Pengawas sebagaimana dimziksud pada ayat (I), terdiri dari: 

a. pengarah; 

b pelaksana; da11 

c. sekretariat; 

(3; Pengawas sebagaimana dimaksud pada aydt (1). memiljki tugas dan 

wewenang. 

a. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Tsnah Xas Desa yang jailgka 

waktc pemanfaatannya di atas 3 (tiga) t h u n ;  

b. mengawasi pelaksm-zan pemanfaatan Tanah Kas Desa ya lg  

climanfaatkan sebaga penghasilan tetap d m  penghargzaii kepada 

kepala desa cianlataz perangkat desa; 

c. mengawasi pelaksmaan perubahzn peruntukan; 

d. mengawasi pelaksanaan pelepasan Tanah ICas Desa dan/atau 

pengadaan tanah untuk pengganti Tanah Kas Desa yang dilaksanakan 

Panitia; 

2. memberikan pertimbangan dan saran kepada Panitia dalarn 

pelaksanaan pelepasan Tanah Kas Desa danlatau pengadaan ianah 

untuk pengganti Tanah Kas Desa; 

f. turut serta menandatangani berita acara kesepakatan harga tanah 

untuk pengganti Tanah Kas  Desa; 

g. turut serta menandatangani berita acara pelepasan Tanah Kas Desa 

yang dilepaskan; 

h. turut serta menyaksikan pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian; dan 

i. turut serta menandatangani berita acara penyerahan sisa dana 

pengadaan tanah pengganti Tanah Kas. 



(4) Pembentukan dan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN- LAIN 

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 

(tiga) tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi Tan& Kas Desa -mjib 

mendapatkan izin dari Gubernur. 

(2) Ketentuan untuk mendapatkan izin dari Guber~ur  sebagaimana dimaks~d 

dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 trerlaku secara mutatis mutandis 

terhadap pemanfaatar, Tanall Kas Desa yang jangka wakturlya tidak lebih 

dari 3 (tiga) tahun yang mengakibatkk perubahm- fungsi Tanah Kas Desa. 

(I)  Feneiimaan besaran nilai Ganti Kerigim yang ditetapk= berdasarkan 

hasil musyawaxah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (21, ~vajib 

c i i p e ~ ~ ~ t u k a n  pengadam tanah penggmri Tan& Kas Desa. 

(2) Haga tanall untuk tanah pengganti T a a h  Kas Desa didasari ztas 

kesepakatari antara Panitia dengan pemilik tanah. 

(3) Kesepakatan antara Panitia dengan pemilik tanah sebagsiinana dimaksud 

pada ayat (2) dituangkan dalam surat kesepcikatan yang dibuat dan 

ditazda tangmi oleh Panitia dan periilik tasah yang djsaksikan oleh 

Pengawas. 

(4) Besaran nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib 

dicatat sebagai rekening khusus pelepasan Tanah Kas Desa. 

(5) Rekening khusus pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3),  disimpan dan ditempatkan dalam rekening pada bank 

pemerintah. 

(6) Dalam hal terdapat sisa atau selisih besatx.1 nilai Ganti Kerugian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) deilgan besaran nilai pengadaan 

pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan atau sisa dana pengadaan 

tanah pengganti Tanah Kas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 40 ayat 

(5), wajib dicatat sebagai rekening khusus pelepasan Tanah K a s  Desa dan 

disimpan dalam rekening bank pemerintah. 



Penggunaan dana sisa atau selisih dalam rekening khusus pelepasan Tanah 

Kas Desa yang disimpan dalam rekening bank pemerintah sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 49 ayat (6), wajib mendapatkan izin dari Gubernur. 

(1) Pemerintah Desa wajib melakukan pendaftaran Tan& K a s  Cesa kepada 

kmtor pertanahan setempat dalam rangka untuk memberikan kepastian 

hukum terhadap Tmah Kas Desa. 

(2) Pendaftaran Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

kantor pe1"Lanahan setempat berupa pensertifikatm h a !  atas tanah atas 

n m a  Pemerintah Desa. 

(3) Pensertifikatan Hak atas tmah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (2), 

untuk Sertifikat asli disimpan oleh Pemerintah Kabupaten dari fotocopy 

sertifikat o!eh Pemerintah Desa. 

B-4E x 
SANKSI 

(1) Setiap orang ymg memanfaatkan Tanah K a s  Desa sebagzimana dimaksud 

dalam Pasal 8 atau pemanfaatan Tanah Kas  Desa yailg jangka waktunya 

'Lidak lebih dari 3 (tigaj tahun yang mcngakibatkan pembahan fungsi 

Tanah Kas Desa tanpa izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasai 49 ayzt (I), diberikan teguran secara tertulis untuk inengembdikan 

fungsi danlatau peruntukannya. 

(2) Pemberian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada q a t  (1) 

dijatuhkan oleh Gubernur. 

(3) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 

paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu: 

a. teguran pertama dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender; 

b. teguran kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender; 

dan 

c. teguran ketiga dengan tenggang waktu l a  (lima belas) hari kalender. 

(4) Dalam hal teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

tidak dilaksanakan oleh pelanggar, dilakukan pengembalian fungsi dan 

peruntukan Tanah Kas Desa secara paksa. 



(5) Pengembalian fungsi dan peruntukan Tanah K a s  Desa secara paksa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh SKPD yang 

tugasnya membidangi pertanahan dan wajib dibiayai oleh pelanggar. 

(6) Dalam hal pelanggar menolak pembiayaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 

Setiap orang yang memberikan izin tarpa hak untuk pemmfaatan Tanah K a s  

Desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan 

Pasai 55 

Pelangga-an terhadap ketentuan Pasal 16 ayat ( A ) ,  kepala desa dapat dikenai 

saiksi sesuai dengarl ketentum peraturan pemndang-undangan. 

Fasd 56 

Pada saat Peratwan Gubernur ini mulai berlaJsu: 

a. perjanjian sewz-menyewa Tanah K a s  Desa ywlg telah ada sebel~m 

berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampsi jjsngka wai~tu 

berakhirnya perj anj ian; 

b. pelepasan yang diakibatkan ka-ena t~kar-menukar antara Pemerintah 

Desa dengaa orang perorangan yarig telah dilaksmakan, dapat diberikan 

ijin oleh Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, hams dengan 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. masing-masing pihak telah menguasai dan rnengelola secara fisik tanah 

yang dilepaskan dengan dikuatkan atau d iduhng dengan bukti-bukti 

ymg ada; 

2. surat pernyatzan masing-ma-sing pihak yang disaksikan, diakui dan 

dibenarkan oleh masyarakat yang meilgetahui di Desa yang 

bersangkutan; 

3. tukar-menukar antara Pemerintah Desa dengan orang perorangan 

dilakukan sebelum tahun 1985; 

4. belum diterbitkan keputusan kepala desa; 

5. belum diterbitkan persetujuan dari Bupati; dan 

6. belum tercatat atau sudah tercatat dalarn buku pepriksan atau buku 

tanah di Desa. 



Pasal57 

Pemberian ijin dari Gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 huruf b, hams dilengkapi dengan: 

a. surat permohonan; 
b. keputusan kepala desa; 

c. persetujuan dari BPD; dan 

d. rekomendasi dari Bupati. 

BAB XI1 

KETENTUANPENUTUP 
Pasd 58 

Pada saat Peraturan Gubern~ir ini mulai berlaku: 
a. Peratwan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedomm Penghasilan 

Kepala desa Dan Perarlgkat Desa (Berita Daerah Provinsi Daerall Istimewa 
yogyakarta Tahun 2010 Nomcr 4); d m  

b. Peraturan Gubernui Nomor 1 1 Tahun 20 12 tentang Pedoman Pengelolaan 
D m  Pemar~faatan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yoaakarta Tahun 20 12 Nomor 1 I), 
dicabut daii dinyatakan tidak bei-I&. 

Pasa! 59 
Feraturan Gubernur ini mulai her!& pacia tanggd diundmgkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempa-tannya ddam Berita Daerah Daerah istimewa 

Yogyakarta. 

Ditetapkm di Vogyakarta 

pada tanggal 5 DESEMEER 2013 
GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

HAMENGKU BUWONC X 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 5 DESEMBER 20 13 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 65 



LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
NOMOR 65 TAHUN 20 13 
TENTANG TANAH KAS DESA 

BESAFSN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG 

UNTUK KEGIATAN PELEPASAN DAN PENGADAAN TANAH 

PENGGANTI TANAH KAS DESA 

Biaya Operasional dan Biaya Tendukung untuk kegiatan pelepasar, dan 

pengadaan tmah pengganti Tanah Kas Desa ditenktkan berdasarkan 

perhitungar, dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian 

tanah sampai dengan atau setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh 

miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai 

berih~t: 

s.d Rp. 10 miliar - - (4% x Rp. 10 m:liar) - - paling tin* I 
Rp.400 juta I 

paing tinggi 
di atas Rp. 1'3 niiliar = (biaya s.d P.p.10 miliar .sebel~rnnya) = 

Rp.550 juta s.d Rp. 15 miliar + (3% x Q.5 miliar] 

p&hg tinggi 
di atas Rv. 15 miliar = (biajra s.d Rp.15 miliar sebelumnya) = 

Rp.850 juta s.d Rp.30 miliar + (2041 x Rp. 15 miliar] 

p d h g  :inggi 1 di atas Rp.30 miliar = (biaya s.d Rp.30 rniliar sebelumnya) = 

I 
Rp. 1,100 miliar 

s.d Rp.55 miliar + (1% x Rp.25 miliar) I 

I 

palkg tinggi 
di atas Rp.55 miliar = ( b i ~ y a  s.d Kp.55 miliar sebelumnya) = 

+ (0,53?/0 x Rp.50 miliar) Rp. 1,350 miliar s.dRp105miliar 

-1 paling tmgg 
di atas Rp. 105 miliar = (biaya s.d Rp.105 miliar sebelfimnya) = 

+ (0,25% x Rp. 100 miliar) Rp. 1,600 miliar 

GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAYARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PER)-TURAN GUBERIVUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 11 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOWN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA WGYAKARTA, 

Menirnbang : a. bahwa tanah kas desa di Provinsi Daeiah istirnewa Yogyakarta rnempakan 
kekayaan desa yang berasal dari pemberian Keiaton Yogyakarta; 

h. bahwa dalam rangka pernanfaatan tanah kas desa guna peningkatan 
kese,'?hteraan masyarakat perlu di!zkukan pengaturan rnengenai psnge;o!aan 

dan pelnanfaatan tanah kas aesa; 

c. bahwa berdasarkar: pertimhangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
hilrgf t, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman 
Fengelolaan dan Pernanfaatan Tanah K2s Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Not-nor 3 Tahun 1953 tentang Pernber,tukan Daerai~ 
lstirnewa .!ogjakarta (Berita Negara Republik lndonesia Tahun '1950 Notilor 3) 
sebagaimana telah diubah terakhii der~gan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1955 tentang Pembahan U~dang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 
tentang Pernbentukan Daerah Istimev~a Jocjjakarta (Lembaran Negal-a 
Republik lndonesia Tanun 1955 Nomcr 43, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik indonesia Nomor 527); 

2. Undang-Ur?dang Nomcr 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agrzria (Lembaran Negara Republik lndoilesia Tahun 1960 Nornor 60, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 104); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang 
Fembahan Kedua Atas Undang-Undaug Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 

4. Lindang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4725); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang- 
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik 
lndonesia Tahun 1950 Nomor 58); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3696); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4587); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 teniang 
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status 
Desa Menjadi Kelurahan; 

9. Peraturan fdenteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 i e~ tang  Pedornan 
Pengelolaan Kekayaan Desa; 

10. Peraturan Baerah Provinsi Daerah lstirnewa Yogyakarta 5 Tahun 1985 
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Penyurusan dan 
Pengawasannya (Lernbaran Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta 
Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Daerah lstimev~a Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pencabitar! Sebagian Peraturan Daewh Provinsi Daerah lstimewa 
Yogyakarta N o i ~ o r  5 Tahlin 1985 tentang Sumbei Pendapatan dan Kekayaan 
Desa, Fsngurusan 3an Pengawasannya (Lembarsn Daerah Provinsi Daerah 
!stirnev~a Yogyaharia Tahun 2001, Nomor 68, Seri D); 

? 1. Peraturan Daerah Provir~si Daerah lstimewa Yogyakarta Idomor 7 Tahun 2097 
tentang Uiusar; Pemerictahan yang Menjadi Kalvenangan Prcvinsi Daerah 
lstimewa 'f~gyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daeiah lstimewa 
Yogyakaea Tahun 2007 Nomor 7); 

Menetapkan : FERATURAIV GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN 
PEMAN FAD.TGN TANAH KAS DESA. 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati, WaliKota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk ~lengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

3. Pel -erintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 
Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala DesaILurah dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 



5. Badan Perrnusyawaratan Desa yaug sela~jutnya disingkat BPD adalah lernbaga yang 
rnerupakan pewujudan dernokrasi dalarn penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

6. Tanah kas desa adalah tanah milik desa berupa bengkokllungguh, pengarem-arem. Titisara, 
kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar desa, tanah keramat, 
lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa. 

7. Pengelolaan tanah kas desa adalah usahz rnengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas 
desa melalui kegiatan perencznaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya 
untuk kepentingan penyelenggaraan pernerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 
desa. 

8. Pernanfaatan tanah kas desa ada!ah tisaha rnengoptimalkan daya guna dan hasil gtina tanah 
kas desa baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun rnelalui kegiatan sewa 
menyewa, keja sarna pernanfaatan, ba~igun serah guns clan Sangun guna serah dengan tidak 
mengubah stat~ls tanah kas desa. 

9. Sewa menyenfa adalah kegiatan penanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka 
wa'ntu terientu dengan rneneri~na uang tunai. 

10. i<erja sama pemanfaatan adalali kegiatan pemanfaatar! tanah kas desa oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu da!am rangka peningkatan penenmaan Pemerintah Desa bukan pajak dan 
surnber pembiayaan lain~ya. 

? ? .  Gangun guna seran adalah pematifaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa oieh pihak lain 
dengan cara xendirikan banguiian dan/a:au sarana berikul fasilitasnya; kemudian 
didayagunakar oleii pihak iain da!zm jangka waktu tertentl; yang telah disepakati vntuk 
sela~jutnya diserahkan kernbali iailah beserta bangunan dzn!atarr sarana berikut fasiiitasnya 
seielah berakhir jangka wak:~. 

12. Bangiln serah guna adalah kegiatati pen~anfastan tanah kas desz ~ l e h  pihak lain dengan cera 
mendinkat) bangunan danlatau sarana berikili fasilitasnya, dan setelah selessi pembangunannya 
cliserahkan untuk aidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalarn jang~a waktu yang disepakati. 

13. Pelepasan atau peiiyerahan tanah kas desa adalah kegiatan melepaskail hubungan hukurii 
antara pemegang hak atas tanah kas desa (pemerintah Desa) dengan tanah yang dimilikil 
aikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah dsn dipergunakan untuk 
mengadakan tanah pengganti yang lebih baik. 

14. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk rnendapatkan tanah dengan car3 memberikar: 
ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan berlda 
lainnya prig berkaitan dengan tanah. 

15. Perubahan peruntukan tanah kas desa adalah perubahan dari suatu bentuk 
pemanfaatanlpenggunaan tertentu menjadi Sentuk pemanfaatanlpenggunaan lainnya yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. 

16. Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati 
llntuk melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangirnan untuk 
kepentingan umum. 

17. Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Gubemur untuk membantu Panitia 
Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa dalam rangka mengawasi proses dan mekanisme 
pelepasan dan pengadaan tanah kas desa. 



18. Musyawarah adalah kegiatan yang rnengandung proses saling rnendengar, dengan sikap saling 

rnernberi dan rnenerirna pendapat serta keinginan untuk rnencapai kesepakatan rnengenai 
bentuk dan besarnya ganti rugi dan rnasalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pelepasan dan 
pengadaan tanah kas desa, didasarkan atas kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak 

pernegang hak atas tanah, tanarnan dan benda-benda lain yang ada di atasnya, yang dapat 
rnernberikan peningkatan kehidupan sosia! ekonorni. 

19. Ganti rugi adalah penggantian tehadap kerugian baik yang bersifat fisik rnaupun non fisik 

sebagai akibat pelepasan dan pengadaan tanah kas desa kepada yang rnenguasai dan rnerniliki 
tanah, bangunan, tanarnan serta benda-benda lain yang ada di atasnya, yang dapat rnernberikan 
peningkatan kehidupan sosial ekonomi. 

BAB II 

PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Tanah Kas Desa 

(1) Fengslolaan ianah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas rnanfaat, 
kepastian hukurn, keterbukaen, eiisiensi, akuntzbilitas, dan kepastian nilai. 

(2) Pengelclaan :anah kas desa hams berdzya guna dan berhasil guna untuk rneningkatkan 

psndapatan desa. 

(3) Pengeioiaan ?anah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (0 h a r ~ s  xendapat persetujuan 
ciari BPD. 

Pasa! 3 

Biajla pengelolaan tanah kas desa dibebankar; pada Angcjaran Pendapatan cian Belanja Desa dan 
st~rnber dana lain yang sah. 

Pasal4 

Tanah kas desa dikelola oleh Pernerirltah Desa dan dirnanfaaikan sepenunnya untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintanan, pembangunan, dan peiayanan masyarakat desa. 

Bagian Kedua 

Penguatan Status Hukurn 

Pasal5 

(1) Pernerintah Desa harus rnelakukan sertifikasi atas tanah kas desa sebagai aset Pernerintah 
Desa yang bersangkutan. 

(2) Sertifikat asli tanah kas desa disirnpan oleh Pemerintah Kabupaten sedangkan fotoicopi sertifikat 
disirnpan oleh Pernerintah Desa yang bersangkutan. 



Bagian Ketiga 

Pemanfaatan 

Pasal6 

Jenis pemanfaatan tanah kas desa sebagai berikut: 

a. sewa menyewa; 

b. kerja sama pemanfaatan; 

c. bangun serah guna dan bangun guna serah. 

Paragraf 1 

Sewa Menyewa 

(1) Pernanfaatan tanah kas desa berupa sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalain Fasal 6 
hwuf a dilakukari atas dasar: 

a. menglrntungkan desa; 

b. jangka waktu sewa paling iama 3 (tiga) tahun untuk sewa menyswa yang tidak mengubah 
peruntgkannya sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; 

. jangka waMu sews paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk sewa menyewa yang mengukah 
peruntirkannya sesuai dsngan jenis kekayaan desa dan dapat diperpznjang; 

d. penetapan tarif sews ditetapkari dengan Peraturan Desa: 

e. terhadap pelaksanaar~ sewa menyew sebagaimana dinlaksl~d dalzm huruf e dilak-ukan 
evaluasi setiap 3 (tiga) tahun; 

f. sevda menyewa tidak boleh dipergunakan untuk tempat tinggal pribaailperorangan; 

g. pihak penyevda tanah kas desa wajib menanggung biaya pensertifikatcin tanah kas desa yang 
disewa; 

h. setelah jangka vdaktu sewa menyewa beraknir, pihak penyewa wajib menyerahkan selu;uh 
bangunan dan tanaman yarlg bersda di a:as tar;ah kas desa yang disewa kepada Pemerintah 
Desa disertai dengan Eerita Acara Serah Terima; 

i. khusus tehadap sewa menyewa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setelah jangka 
waktu sewa menyewa berakhir, aset yang didirikan di atas tanah kas desa tersebut tetap 
menjadi milik Pemerintah Daerah selama masih dipergunakan; 

j. apabila pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud cialam humf e dan 
huruf f atau melanggar larangan dalam Perjanjian Sewa Menyewa, maka Perjznjian Sewa 
Menyewa berakhirlbatal. 

(2) Kecuali ayat (1) huruf b, prosedur pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ) sebagai berikut: 

a. mendapat persetujuan BPD; 

b. mendapat rekomendasi dari Bupati; 

c. mendapat izin tertulis dari Gubernur; 

d. sesuai ketentuan Peraturan Desa. 

(3) Pihak penyewa dalam mengajukan permohonan sewa hams melengkapi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. surat permohonan; 

b. fotokopi akta pendirian badan usaha; 



c. fotokopi bukti diri atau tanda pengenal; 

d. proposal. 

(4) Sewa menyewa dilakukan melalui pe janjian yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. pihak-pihak yang terkait dalam pejanjian; 

b. obyek perjanjian; 

c. jangka waktu; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. mekanisme penyelesaian perselisihan; 

f. kealjaan di luar kemampuan para pihak (force rnajeure); 

3. mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian. 

Paragraf 2 

Kerja Sama Pemanfaatan 

Pasal8 

(I j Pemanfaatan tanah kas desa berupa ke j a  sama pernanfaatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasale huruf b dilakukan atas dasar: 

a. rnengoptimalkzn daya guna dan hasil guna tanah kas desa; 

b. meningkatkan penerimaanlpendapatan desa. 

(2j Prosedur keja sama pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setagai terikut: 

a. rnendapat persetujuan dari Kepala DesaRurah; 

b. mendapat izin tefivlis dari Gupati. 

(3) Kerja sama pemanfaatzn tanah kas desa dilaksznakan dengan ketentual-r sebagai berikut: 

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia d a ~ a  dalam Anggaran Pendapatan dan Belal-rja 
Desa; 

b. penetapzn mitra kerja sama berdasarkan rnusyawarah mufakat antara Kepa!a Desali~irah 
Desa dan BPD; 

c. penetapar: mitra kerja sama dilakukan oleh Kepala DesaRurah setelah mendapat 
persetujuan dari BPD; 

d. mitra kerja sama dilarang rnenggadaikanlmemindahtangankan tanah kas desa kepada pihak 
lain; 

e. jangka waktu keja sama pemanfaatan paling lama 3 (tiga) tahun dsn ciapat diperpanjang. 

(4) Kerja sama pemanfaatan dilakukan melalui perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 

b. obyek perjanjian; 

c. jangka waktu; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. mekanisme penyelesaian perselisihan; 

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); 

g. mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian. 



Paragraf 3 

Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah 

(1) Pemanfaatan tanah kas desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal6 huruf c dilakukan atas dasar: 

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasi!itas bagi penyelenggaraan pemerintahan 
desa untuk pelayanan kepentingan umum; 

b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa untuk penyediaan 
bangunan dan fasilitas. 

(2) Prosedur ba~gun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai berikut: 

a. rnendapat rekomer~dzsi Bupsti; 

b. mendapat izin Gubernur. 

(3) Jangka waktu keja sama bangun serah guna dan bangon guna serah seba~aimana dimaksud 
pada ayat ( I )  paling lama 23 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

(4) Dalam pe!aksanaan bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan evaluasi oleh Tim 
yang dibentuk Kepala DesaLurah. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada apat (4) menyampaiksn hasil evaluasi pelaksarlaan bangun 
serah guna clan bangun guna sera11 kepada Pemerintah Desa. 

(6) Bangun serzh guns 2ar: bsngun guna serah dilakukan melaiiii perjanjian ysng sekurang- 
kurangnya memuat: 

pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 

obyek perjanjisn; 

jangka wsktu; 

mekanisme hagi usaha yang iayak dan wajar; 

hak dan kewajibail para pihak; 

mekanisme penyelesaian perselisihan; 

keadaan di iuar kemampuan para pihak (force majeure); 

mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian. 

Pasal 10 

(1) Hasil pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6, Pasal7, Pasal8, dan 
Pasal9 merupakan penerimaanlpendapatan desa. 

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnys dimasukkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Bagian Keempat 

Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pengadaan Tanah Pengganti 

(1) Pelaksanaan pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti dilaksanakan oleh 
Panitia Pelepasan dan Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa. 



(2) Pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diselesaikan dalarn jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pemberian izin Gubernur. 

Pasal 12 

(1) Pernohon wajib menanggung biaya proses pelepasar: tanah kas desa. 

(2) Pemohon wajib rnenanggung biaya proses pengadaan tanah pengganti dan mensertifikatkan 
atas nama Pernerintah Desa. 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dan ayat (2) rneliputi: 

a. biaya Panitia Pengadaan Tanah Kas Desa u n t ~ k  kegiatan penaksiran dan pelepasan tanah 
kas desa; 

b. biaya Panitia Pengadaan Tanah Tanah Kas Desa untuk kegiatan penaksiran dan pengadaan 
tanah pengganti; 

c. biaya sertiiikasi tanah pengganti 

(1) Tanah kas desa tidak diperholehkan dilepas hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali untuk 
kepentingan urnurn. 

(2) Kepentingar! urnurn sebagairnana dimaksud pada ayat ( 7 )  rneliputi: 

a. jalnn umurn dan jalan tol; 

b. ja!an kereta api, stasilrn kereta api, cian fasilitas operasi kers!a api; 

c. saluran air minumlair bersih, saluran pembuangan, dan sanitasi; 

d. waduk dai; bendvngan; 

e.  sa!uran irigasi dan bangunan pengairan lainnya; 

f. rumah sakit umum dan plisai kesehatan mesyarakat; 

3. pos, jaringan informasi dan infomatika: 

h. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta pendukungnya untuk !embaga penyiaran publik; 

i. pewr,kilan negara asing, Persenkatan Bangsa-bangsa dan lembaga internasional di bawah 
naungan Perserikatan Bangsa-bangsa; 

j. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

k. isrnpat peribadatan; 

I. tempat pendidikanlsekolah; 

rn. pasar urnurn; 

n. fasilitas pemakarnan umum; 

o. fasilitas keselamatan umum (tanggul penanggulangan bahaya banjir, bahays lahar, dll); 

p. sarana olah raga; 

q. kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; 

r. fasilitas Tentara Nasional lndonesia dan Kepolisian Negara Republik lndonesia sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya; 

s. tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah; 

t. cagar alam dan cagar budaya; 

u. pertarnanan; 

v. panti sosial; 

w. distribusi tenaga listrik dan pembangkit transmisi; dan 

x. rumah susun sederhana. 



(3) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan 

memperhatikan harga pasarlharga umum setempat dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

(4) Pelepasan tanah kas desa untuk kepentingan umum harus memperhatikan kesejahteraan 
masyarakat di sekitar tanah kas desa tersebut. 

(5) Penggantian ganti rugi berupa uang hams digunakan untuk membeli tanah pengganti yang 
senilai, lebih baik, menguntungkan desa, dan mempunyai nilai tarnbah bagi Pemerintah Desa 
serta berlokasi di desa setempat. 

(6) Apat;ila sulit mencan tanah pengganti dalam satcdesa, Panitia Pengadaan Tanah mencari tanah 
penggznti di desa lain yang berbatasan dalam satu kecamatan dengan izin Gubernur. 

(7) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
Paraturan Desa. 

(8) Peraturan Desa sebagaimana diinakstid pada ayat (7) diterbitkan seie!ah: 

a. mendapat persetujuan BPD; 

b. mendapat izin Bupati; 

c. mendapat izin Gubernur. 

(9) lzir~ Bupati sebagairnana dimaksud pada syat (8) huruf b diierbitkan berdasarkan keientuar! 
peraturan perundang-undangan yang mengztur ientang Rencana Tata Ruarlg dan Tata 'ailayah. 

Pasa! 14 

P i h s ~  yang dapat rnengajukan pern~ohonan pe!epasan tanah %as desa sebagai herikut: - a. Pemerintah Pusat; 

b. Pernerintah Daeizh; 

c. Badan lisaha Milik Negara; 

d. Badan Uszha Milik Dserah; dzn 

e. Lembaga sosial kesgamaan yang berbadan hukurn. 

Bagian Kelina 

Penilaian Hargz Tanah 

Pasal 15 

Penentuan nilailharga tanah yang digunakan sebagai dasar musyawarah untuk mencapai 
kesepakatan mengenai jumlahlbesamya ganti rugi dilaksanakan oleh Panitia Pengbdaan Tanah Kas 

Desa dengan disaksikan oleh Parlitia Pengawas. 

Bagian Keenam 

Perubahan Peruntu kan Tanah Kas Desa 

Pasall6 

(1) Prosedur perubahan peruntukan tanah kas desa sebagai berikut: 

a. Kepala DesaILurah mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada 

Gubernur berdasarkan rekomendasi Camat dan disetujui Gubernur; 

b. Kepala DesalLurah dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 

(2) Pemerintah Desa wajib menanggung biaya proses perubahan peruntukan tanah kas desa. 



Pasal 17 

Ketentuan lebih lanjut pengelolaan tanah kas desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

B.4B 111 

PELAPORAN 

Pasall8 

(1) Kepala DesaILurah menyampaikan laporan hasil pengelolaan tanah kas desa kepada Bupati 
meialui Camat pada setiap akhir tahun dznlatau sewaktu-waktu apabiia diperlukan. 

(2) Laporart hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaks~id pada ayat (1) merupakan 
bagian dari pelaporan pertanggungjawsban. 

(3) Bupati mei~yampaikar! laporan pe!aksanaan pelspasan dan pengadaan tanah kas desa berserta 
Berita Acara kepada Gubernur. 

(4) Bupati menyampaikan laporan pengelolaan tanah kas desa kspada Gtibernur setiap akhir tahun. 

BAB IV 

PEMBINMN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN 

(I! Supat1 meiakukan pembinaan dan pengawssan pengeloiaan ianah kzs desa. 

(2) Femerintai-! Provins~ dan Pemerirrtah Kabupaten memfasiiitasi pengelolaan tanah kas desa 
berupa pemberian pedoman, bimbinyan, dan supewisi u n t ~ k  melindungi tanah kas desa. 

(3) Gubemur, B~ipaii, Camat, Kepala DesalLgrah, dan BPD me!akukan pengendalian pengelolaan 
tanah kas desa. 

BAB V 

KETEN TUAN LAIN-LAIN 

Pasal20 

(1) Tanah kas desa yang muncul akibat penggabilngan desa, maka tanah kas desa dari desa yang 
digabung diserahkan rnenjadi milik desa baru. 

(2) Tanah kas desa yang muncul akibat perubahar: status desa menjadi icelurahan, maka tanah kas 
desa tersebut menjadi aset Pemerintah Provinsi. 

(3) Penyerahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala DesaILurah dan BPD serta diketahui oleh 
Bupati. 

(4) Penyerahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Bupati dan Gubemur. 

(1) Pembagian tanah kas desa sebagai akibat pemecahan desa, menyesuaikan dengan keberadaan 
tanah kas desa yang ada pada peta desa baru. 

(2) Pembagian Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 



KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal22 

(1) Semua tanah kas desa yang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini masih dipergunakan 
untuk penghargaan mantan Kepala DesalLurah dan Pamong DesaIPerangkat Desa, tetap 
berlaku sampai dengan berakhimya batas waktu penggunaan. 

(2) Setelah batas waktu penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  bera~hir, 
tanah kas desa tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Desa. 

(3) Peralihan tanah kas desa kepada nasyarakat dengan kondisi sebagai berikut: 

a. dilakukan sebelum tahun 1935; 

b. tercatat dalam buku pepriksaan; 

c. belum diterbitkan Keputusan Dewan Pemerintah Kelurahan; dan 

d. belum rnendapat pengesahan dari Bupati; 

dapat diproses peralihan hak atas tanahnya dengan izin Gubernur. 

BAB VII 

METENTUAN PENUTUP 

Pasa! 23 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Feraturan Gutrern~!r Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 11 iahun 2008 tentang Pengelolsan Tanah Kas Cesa di Provinsi Daersh 
Isiimel~~a Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah lstirnewa Yogyaltarta Tahun 2008 Nomor 11) 
dicabut dar: diriyatakan tidak be-laku. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya msmerintahkan pengundangan Perzturm Gubernur ini dengan 
penempatannya dalarn Serita Daerah Provirisi Daerah Istimewa 'icgyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 
pada langgal7 Febnrari 2012 

GUBERNU!? 
DAERAH ISTIMEWA YCGYAKARTA, 

TTD 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 7 Februari 2012 

HAUENGKU BUWONO X 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVlNSl DAERAH ISTIME1vVA YOGYAKARTA, 

TTD 

BERITA DAERAH PROVlNSl DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 11 


